SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 260 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (b)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);
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10. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Fungsional yang selanjutnya disingkat PA-SKPD
Fungsional adalah Pengguna Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang mencairkan dana belanja
“bantuan keuangan;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan dezerah yang ditetapkan dengan
Perda;

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah
yang berada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Musi
Banyuasin; |

13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang
bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM;

25, Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya
disingkat OBK adalah Unit SKPD yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit Daerah yang

memberikan Layanan Secara Profesional.

BAB II
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimane tercantum dalamm Lampiran Peraturan ini
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11,

. Undang-Undang Nomor 2o Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 66573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Xodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Nomor 15);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG SISTEM
DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

a oo

:-~]

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin;

Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilarn Rakyat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Warga Negara Indonesia yang mementhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah (BUD), dalam hal ini Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
selaku SKPKD yang selanjutnya disingkat PA-SKPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
mempunyai anggaran belanja bantuan Xxeuangan
dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
bertindak selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD);

L)



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan
ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan
Bupati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan
dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor
8 Tahun 2007 tentang Pedoman  Pelaksanaan dan
Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januezi 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 24 Oesember 2021
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BENI/HERNEDI
Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 24 Desenber 2021
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Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : 260
Tahun : 2021
Tentang : Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah

BAB 1

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah
yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas
dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi,
aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik. Dokumen dalam Peraturan Bupati ini, disajikan dalam bentuk
ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi
yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya

masing- masing sebagai berikut:

A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan.

2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai
kewenangan:

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk
dibahas bersama;

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD;




d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah
dan/atau masyarakat;

menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

menetapkan KPA;

R

menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

[
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menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah;

j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang
dan Piutang Daerah;

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan pembayaran;

. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit
menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara BLUD,
Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus dan/atau Bendahara
Khusus Lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam melaksanakan kekuasaan Bupati melimpahkan sebagian atau
seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta
pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan
memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada
prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguiji,
dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

S. Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan

c. Kepala SKPD selaku PA

B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
mempunyai tugas:

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah:
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f.

koordinasi di bidang peényusunan rancangan APBD, rancangan
perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

memimpin TAPD.

2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:

a.

C.

koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah;

koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah

daerah;

koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Bupati.

4. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait

dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam

menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan

unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku

PPKD mempunyai tugas:

a.

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur
dalam Perda;

melaksanakan fungsi BUD; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a.
b.

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
mengesahkan DPA-SKPD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan anggaran kas dan SPD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas
nama pemerintah daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
menyajikan informasi keuangan daerah; dan

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan
pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

da.

o

= 0 A o

mengelola investasi;

menetapkan anggaran kas;

melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

membuka rekening Kas umum daerah;

membuka rekening penerimaan;

membuka rekening pengeluaran; dan

menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

4. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan  SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi
tersebut.

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan
SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dapat

melaksanakan pengelolaan investasi.

D. KUASA BUD

1.

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada
Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati.

. Kuasa BUD mempunyai tugas:
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menyiapkan anggaran kas;

o

menyiapkan SPD;
menerbitkan SP2D;

&

P

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh

bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

¢. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

f. menyimpan uang daerah;

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban
APBD;

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah
Daerah;

j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;

k. melakukan penagihan piutang daerah.

4. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan
menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk
ditetapkan oleh BUD;

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak
tertagih atas investasi;

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan
dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

S. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD
6. Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa

BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang

yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

7. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja,

lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan Bupati.

E. PENGGUNA ANGGARAN
1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
a. menyusun RKA-SKPD;
b. menyusun DPA-SKPD;
¢. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
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melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

- menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam

rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Selain tugas Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya,

meliputi:

a.
b.

C.

menyusun anggaran kas SKPD;

melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan
belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

3. Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi:

a.

b.
(o
d.

menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan
dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam

rangka pengelolaan keuangan daerah; dan



€. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan Pembanty Bendahara Pengeluaran
Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang
melaksanakan pemungutan pajak  daerah PA  melaksanakan
pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

S. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari
pelaksanaan DPA-SKPD.

6. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai
akibat:

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia
barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun
anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; dan

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya
kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:

a. perjanjian atau perikatan;

b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; dan

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

9. PA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu
oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas
Pejabat Pembuat Komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.




10.

11.

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat
melimpahkan pada Kepala Bagian selaku KPA untuk melakukan

pengelolaan keuangan.

F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

1.

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit

SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran

kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan /atau rentang kendali.

Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh

SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang

kriterianya ditetapkan oleh Bupati.

Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap

SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah,

dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas usul

Kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
dan

g melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya

memungut pajak daerah kepada KPA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit

SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.



10. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA

i 1

12,

13.

bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu

oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas

Pejabat Pembuat Komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai

tugas:

a.
b.

C.

menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang

dipimpinnya;

- melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;
melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam

batas anggaran yang telah ditetapkan;

. menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi
bersifat khusus yang dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat

khusus yang dipimpinnya;

m. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus
yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih

pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kepala
Unit SKPD selaku KPA.



G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

1;

10.

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan

pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD:

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan

¢. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub
kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis

Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
dan

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan kepada PA/KPA.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas

beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-
undangan; dan

¢. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan.

Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada

PA.

Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab

kepada KPA.

Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang

dilaksanakan oleh PPTK.

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan

SKPD/Unit SKPD.

Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,
besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang
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11,

12.

13.

14.

i

1

6.

kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya
ditetapkan Bupati.

Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi.

PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat
satu tingkat di bawah Kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki
kemampuan manajerial dan berintegritas.

Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN
yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA
dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK
yang Kriterianya ditetapkan oleh Bupati.

. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi

tata usaha keuangan pada SKPD.

Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan

sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.

Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan

fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang

BLUD.

PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas

melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu /Bendahara Khusus,

dan/atau PPTK.

PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

€. menyusun laporan keuangan SKPD.

Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti

kelengkapan dan keabsahan.
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7. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya, yaitu:

a.

b.

melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian  kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan; dan

menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

8. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu

PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan
SKPD.

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD

1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA
menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan pada Unit SKPD.

2. Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

a.

b.

C.

Besaran anggaran yang berlaku untuk bagian pada kabupaten
di lingkungan Sekretariat Daerah;
rentang kendali dan/atau lokasi;
dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan
layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang

kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.  PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

2y

c.

d.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-

melakukan  verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
pembantu;

menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-
LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara;

Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

S. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan

laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu.
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6. Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD
melaksanakan tugas lainnya meliputi:

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian  kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara
Penerimaan Pembantu/Bendahara lainnya; dan

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM.

7.  PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas
meliputi:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;

c. menyiapkan SPM;

d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara;

€. Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;

f.  melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan

g. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

8. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit
SKPD.

9. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu
PPK Unit SKPD.

J. BENDAHARA

1. Bendahara Penerimaan

a. Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.

b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima,
menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya.

c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan

memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
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1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Bupati ;

3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan;

4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

S) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA,

Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada

Unit SKPD yang bersangkutan.

Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh

Kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.

Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang

sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.

Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling

sedikit meliputi:

1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD,
kecuali untuk transaksi secara elektronik;

2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Bupati;

4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan;

5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu

bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif

dengan  membuat laporan pertanggungjawaban secara

administratif —atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan
kepada PA.
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Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional
atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan
kepada Bendahara Penerimaan.

Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan
pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara
Penerimaan.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut

Pembantu Bendahara Penerimaan.

Bendahara Pengeluaran

a.

PPKD selaku BUD mengusulkan Bendahara Pengeluaran kepada

Bupati.

Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan

tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran

belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan

SKPKD.

Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP,
SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang
dikelolanya;

4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
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S5)  meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada PA  danlaporan pertanggungjawaban  secara
fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selain  tugas dan wewenang, Bendahara  Pengeluaran

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan

Bupati;

2) memeriksa kas secara periodik;

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal; dan

pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD

yang melaksanakan fungsi BUD.

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati

atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu didasarkan atas

pertimbangan:

1) besaran anggaran;

2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang

meliputi:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU
dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran;

3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;

4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang
dikelolanya;

S) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
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7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative
kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara
fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu

memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan
oleh Bupati;

2) memeriksa kas secara periodik;

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada
tahun berjalan; dan

S) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal pada tahun berjalan.

Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus

sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati

menetapkan Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus.

Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan

wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

Bendahara  Pengeluaran Pembantu secara  administratif

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif

dengan membuat  laporan pertanggungjawaban secara

administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan
kepada PA.

Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban

secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional

dengan membuat laporan atas pengeluaran pada SKPD dan

disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
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q. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran.

r. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan
pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk
meningkatkan  efektivitas pengelolaan belanja  dan/atau
pengeluaran pembiayaan.

s. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.

t. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung
jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

u. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan,
dan penjualan jasa;

2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau
penjualan jasa;

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak
langsung; dan

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara
Khusus.

v. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan,
dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan
pelaksanaan APBD.

K. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
1. Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang

dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
2. TAPD beranggotakan terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan
Pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.
3. TAPD mempunyai tugas:
a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan

perubahan KUA;
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c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan
perubahan PPAS;

d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;

e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan
rancangan pertanggungjawaban APBD;

f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban APBD,;

g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan
perubahan DPA-SKPD;

h. menyiapkan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan
RKA; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai

dengan kebutuhan.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
A. UMUM

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik
Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Ruang lingkup Keuangan daerah meliputi:

1. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta
melakukan pinjaman;

2. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah dan membayar tagihan pihak lain;

3. penerimaan daerah;

4. pengeluaran daerah;

5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai

dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
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6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau

kepentingan umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

Ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:

1.

10.

11

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan
kemampuan Pendapatan Daerah.
APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan
padaRKPD.
APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.
APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk
uang dianggarkan dalam APBD.
Penerimaan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan daerah; dan

b. penerimaan pembiayaan daerah.
Pengeluaran Daerah terdiri atas:

a. belanja daerah; dan

b. pengeluaran pembiayaan daerah.

Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas
Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang
melandasinya.
Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara
bruto dalam APBD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:
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Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada pedoman

penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

APBD mempunyai fungsi:

a.

Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar
untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub
kegiatan pada tahun berkenaan.

Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah
menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah
harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran
daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran Pemerintah
Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan

keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

a.

hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih;

kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih; dan

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang

bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

B. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu.

Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan

c. Pembiayaan daerah.
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APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan
organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi
disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening
Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan
penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan
hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran
lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan

sebagai berikut:

1

Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut
urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja,
dan pembiayaan.

Klasifikasi APBD dalam rancangan Perbup tentang penjabaran APBD
dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis,
objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan.

Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki
karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan Pemerintah dari
Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan
pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya
dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau

mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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4. Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupa
mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan
SKPKD.

6. Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta

pemutakhirannya.

C. PENDAPATAN DAERAH

1. Ketentuan Umum
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta
sub rincian objek pendapatan daerah.
Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Ketentuan Terkait Pendapatan Asli Daerah

Ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1) pajak daerah;

2) retribusi daerah;

3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan
SKPKD, meliputi:
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Jenis Pendapatan Kewenangan Pengelolaan

Pajak Daerah SKPKD atau SKPD yang memiliki
tugas dan wewenang pengelolaan
pajak

Retribusi Daerah SKPD

Hasil Pengelolaan SKPKD

Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli | SKPKD kecuali;

Daerah yang Sah 1. Hal-hal terkait pajak dan

retribusi tetap dikelola oleh
Bendahara Penerimaan di SKPD
terkait.

2. Pendapatan BLUD dikelola oleh
BLUD terkait.

3. Pendapatan Hibah Dana BOS,
Dana kapitasi, dan pendapatan
lainnya yang dikelola oleh
Bendahara Penerimaan Khusus.

. Pajak Daerah rinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian
objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan
Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak
daerah dan retribusi daerah.

. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub
rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah
diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang
mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci
menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Hasil
pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan
penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan
daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek,
rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

3) hasil kerja sama daerah;

4) jasa giro;
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S)  hasil pengelolaan dana bergulir;

6) pendapatan bunga;

7)  penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan /atau
pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau
penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank,
penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari
kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

9) penerimaan keuntungan dari selisih nilaj tukar rupiah
terhadap mata uang asing;

10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

11) pendapatan denda pajak daerah;

12) pendapatan denda retribusi daerah;

13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

14) pendapatan dari pengembalian;

15) pendapatan dari BLUD; dan

16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

. Pemerintah Daerah dilarang:

1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang
dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam
undang-undang; dan

2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi,
menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa
antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan
program strategis nasional;

. Bupati yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya

dikenai  sanksi  administratif  tidak dibayarkan  hak-hak

keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan selama 6 (enam) bulan;

Bupati yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan

seluruhnya ke kas negara.
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Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer
Ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

a. Pendapatan transfer terdiri atas:

1) transfer Pemerintah Pusat;

2) transfer antar-daerah

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.

Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat

a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana
Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan
Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan
kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan
kategori dari Dana Transfer Khusus.

1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya
Alam;

2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi;

3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah
untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi
Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu
dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan
dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki
otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-

undangan.
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e. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah Istimewa sesuai
dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

f. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian 2: Transfer Antar-Daerah

a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan
Bantuan Keuangan.

b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari
Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain
berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah
lainnya  baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu
lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:

1) bantuan keuangan dari Daerah Provinsi; dan

2) bantuan keuangan dari Daerah Kabupaten

Bantuan keuangan yang berasal dari Provinsi dan/atau Kabupaten, terdiri
atas:

1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima
dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.

2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang
diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

S. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur
sebagai berikut:
a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
1) Hibah,;
2) Dana Darurat; dan/atau
3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan

kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
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c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa
yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain,
masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang
tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat,
tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai
konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada
penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya
tinggi.

e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

f. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang
diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai
keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak
mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan

Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

D. BELANJA DAERAH

1. Ketentuan Umum
Belanja daerah sebagai berikut:

a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan  Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri
atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan
Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki
Daerah.

€. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan
Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
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Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib
yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai
dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan
dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang
dimiliki Daerah.

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan
Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran
kesehatan, dan insfrastruktur.

Dalam hal Daerah tidak memenuhji alokasi belanja, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana
Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan Menteri
teknis terkait.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan
Presiden.

- Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam
menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah
dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu
Daerah.

Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga
satuan ditetapkan dengan Perbup.

Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar
teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran
dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian

objek dan sub rincian objek belanja daerah.
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r. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan
belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.

s. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan
organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

t. Belanja Daerah menurut program, Kkegiatan, dan sub kegiatan
disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Kabupaten
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. Belanja Operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka
pendek.

b. Belanja Modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1
(satu) periode akuntansi.

c. Belanja Tidak Terduga; dan
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas
beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,

sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan

pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Belanja Kewenangan Pengelolaan
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Barang dan Jasa SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Bunga SKPKD dan BLUD
Belanja Subsidi SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Bantuan Sosial SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA SKPKD
BELANJA TRANSFER SKPKD
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2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi

Belanja operasi dirinci atas jenis:

a.
b.
c.
d.
e
f.

Belanja Pegawai;

Belanja Barang dan Jasa;

Belanja Bunga;

Belanja Subsidi;

Belanja Hibah; dan

Belanja Bantuan Sosial.

Ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

a.

Belanja Pegawai

1)

2)

3)

4)

Belanja  pegawai digunakan  untuk menganggarkan

kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Kompensasi diberikan kepada Bupati /Wakil Bupati,

pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

a) Belanja Pegawai bagi Bupati dan Wakil Bupati
dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah.

b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.

c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD
bersangkutan.

Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi

dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja

penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati ,

Wakil Bupati, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah

dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium

yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam

peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan

kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan

Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja

pada Intansi Pemerintah.

Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan

KUA.
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7)

8)

9)

10)

Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan
beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan
profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif
lainnya, diuraikan sebagai berikut:

a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan
kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk
menyelesaikan tugas yang dinilai melampau beban kerja
normal;

b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
diberikan kepada pegawai ASN yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat
kesulitan tinggi dan daerah terpencil;

c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi  kerja
diberikan kepada pegawai ASN yang  dalam
melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja
yang memiliki resiko tinggi;

d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban
tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;

e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi  kerja
diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja
yang tinggi dan/atau inovasi; dan

f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah

ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah.

Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Bupati

dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN

setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setiap awal

bulan berikutnya. Khusus pembayaran tambahan penghasilan

bulan Desember tahun berkenaan dapat dibayarkan pada
bulan berkenaan dengan pernyataan tanggungjawab mutlak
dari Pengguna Anggaran bahwa apabila terjadi kelebihan

pembayaran akan menyetorkannya kembali ke Kas Daerah.
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11)

12)

Pembayaran tambahan penghasilan bulan Desember yang
dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya tidak dicatat
sebagai hutang Pemerintah Daerah,

Ketentuan pada angka (10) dan (11) berlaku juga untuk
pembayaran penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa
dan pegawai kontrak.

Belanja Barang dan Jasa

1)

2)

3)

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12

(dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan

atau dijual kepada masyarakat /pihak lain.

Pengadaan barang dan Jasa dalam rangka melaksanakan

program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah

guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum
dalam RPJMD.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang,

belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas,

dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada

Pihak Ketiga/Pihak Lain /Masyarakat.

Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang

dan jasa diuraikan sebagai berikut:

a) Belanja  Barang digunakan  untuk menganggarkan
pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak
habis pakai, dan barang bekas dipakai;

b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
Jjasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain
berupa  jasa kantor, asuransi, sewa rumah /
gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat
berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi,
ketersediaan layanan (availibility payment), beasiswa
pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan
bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak
daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan
retribusi daerah bagi pegawai non ASN;

c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan
Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah,
belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja

pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja
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5)

6)

7)

pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja
pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan

kendaraan bermotor;

d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan

belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja

perjalanan dinas luar negeri;

€) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada

Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk
menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja barang dan jasa

dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang

diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk

pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam
rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan

Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan

memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan

efektifitas.

Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang

diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam

bentuk:

a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

b) penghargaan atas suatu prestasi;

¢) pemberian beasiswa kepada masyarakat;

d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat
penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan
non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

¢) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya
sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan /atau

g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya

yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.



¢. Belanja Bunga

1)

2)

3)

4)

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan
belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki
kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan
pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran
bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban
pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD
tahun anggaran berkenaan.

Pembayaran dianggarkan pada SKPD /unit  SKPD yang
melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi
PPKD/SKPKD terkait.

Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan

sub rincian objek.

d. Belanja Subsidi

1)

2)

3)

4)

o)

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja
subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan
oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha
milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha
milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk
atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk
penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk
penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public
service obligation).

Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha
milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu
dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor
akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan
dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain
yang independen dan ditetapkan oleh Bupati.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan
yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas

kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
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7)

8)

10)

ey

Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertenty menjadi dasar
perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan
subsidi tahun anggaran berikutnya.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung
jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi
yang diterimanya, dan wajib  menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada Bupati.

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam
APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem
penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Bupati.
Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha
mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu
dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perbup sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah

1)

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau
badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat
dianggarkandalam APBD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan
pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian
Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah
daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
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4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait
dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian
objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsi perangkat daerah terkait, Untuk belanja
hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang
pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan
pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

S)  Belanja hibah diberikan kepada:

a) Pemerintah Pusat

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada
satuan kerja dari Kementerian /Lembaga Pemerintah
Non-Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam
daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang
tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan
danbelanja negara sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang
Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah
dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko
kartu tanda penduduk elektronik.

(4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda
penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua)
sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran
pendapatan dan belanja negara.

(5) Hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud hanya
dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

b)  Pemerintah Daerah Lainnya

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan

kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

37



d)

BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam

rangka untuk meneruskan hibah yang diterima

Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada

BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang

kecuali uang atau jasa.

Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan

yang berbadan Hukum Indonesia;

(1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada
badan dan lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
telah memiliki surat keterangan terdaftar yang
diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau
Bupati/Wali Kota;atau

C. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok
masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah melalui
pengesahan atau penetapan dari pimpinan
instansi vertikal atau Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah  terkait sesuai  dengan
kewenangannya.

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan memenuhi
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya.
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6)

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia diberikan kepada
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum,
yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang
berbadan  hukum perkumpulan, yang telah
mendapatkan pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi urusan hukum dan
hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan
dengan persyaratan paling sedikit:

a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
b) memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala
Desa setempat atau sebutan lainnya; dan
c) berkedudukan dalam wilayah  administrasi
Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga
yang berkedudukan di luar wilayah administrasi
Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian
sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemerintah Daerah pemberi hibah.
(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat
diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia;
b) berkedudukan dalam wilayah  administrasi
Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang
bersangkutan.

Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan

kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD

kabupaten  sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja
bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

a)
b)

peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
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c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

(1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang
tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(3) partai politik; dan/atau

(4) ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;

d) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi  pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan.

€) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang
disampaikan kepada Bupati.

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material
atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan

evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Belanja Bantuan Sosial

1)

2)

3)

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan.

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan
dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,
fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan
belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa
bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai

penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
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4)

S)

6)

7)

8)

10)

11)

12)

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai
dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
mengalami risiko sosial; atau
b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan,
dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,
kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan
yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
Bantuan sosial berupa uang Kkepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.
Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan
secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak
miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin,
masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan
kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan
secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan
operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat
tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan
makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak
bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat
penyusunan APBD.
Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari

calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.

Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan
dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek,
rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan,
dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat
daerah terkait.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak
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13)

14)

15)

16)

dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila

ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang

lebih besar bagi individu dan /atau  keluarga yang
bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang

direncanakan.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan
kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi
dari kemungkinan risiko sosial;

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan
memiliki nidentitas kependudukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

¢) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa
pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu
dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat
diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan
telah lepas dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan
pemberian bantuan sosial meliputi:

1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi
sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar.

2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari
guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,
kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal.

3) pemberdayaan sosial
ditujukan  untuk menjadikan seseorang atau

kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial
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3.

mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya.

4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidupnya yang layak.

S)  penanggulangan kemiskinan
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub
kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak
dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan.

6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk
rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis
atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui
SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan
material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan
evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan pefaturan
Bupati.

Ketentuan Terkait Belanja Modal

Ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

1) berwujud;

2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;

3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
dan

4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
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3.

4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidupnya yang layak.

S) penanggulangan kemiskinan.
Merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub
kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak
dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan.

6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk
rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis
atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui
SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan
material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan
evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan
Bupati.

Ketentuan Terkait Belanja Modal

Ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

1) berwujud;

2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal,;

3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

dan

4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
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g. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset

tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal

kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perbup.

h. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan.

Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah

seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset

sampai aset siap digunakan.

i. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

1)

2)

3)

5)

6)

Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan
peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor,
alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Belanja  Gedung dan Bangunan, digunakan untuk
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh
gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan,
irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah
serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan
aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset
tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional
Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan
harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya.

Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset

tetap yang tidak memenubhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di

pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya

berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
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9,

1) dapat diidentifikasi;

2) tidak mempunyai wujud fisik;

3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau
jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas
kekayaan intelektual;

4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan

5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga

Ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan
pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

b. Keperluan mendesak sesuai dengan Kkarakteristik masing-masing
pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. Keadaan darurat meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan /atau

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali
untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau
kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat
bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat

bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana,

pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih
dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan
pénampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu
penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan
darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh
Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
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d. Keperluan mendesak meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

a. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja
yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun
anggaran berkenaan, seperti:

(1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran
kekurangan gaiji, tunjangan; dan

(2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran
telepon, air, listrik dan internet.

b. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja
untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan
pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain
pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada
pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman,
bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum
tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya,
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan
DPA SKPD.

e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan
oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
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1) Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
paling lama 1 (satu) hari kepada Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);

2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT
kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak
diterimanya RKB.

h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek,
dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai
keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:

1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan,
dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan; dan/atau

2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan

diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

J. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai
keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

1) Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana
alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik
sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2) berdasarkan penetapan status Bupati dan /atau dokumen lain
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala
SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi
mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku
BUD.

3) Dberdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD
mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang
membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1
(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan
belanja.

k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai
keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari
belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang
membidangi, dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak
terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang

membidangi keuangan daerah;
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2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja
tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan  dalam
Perubahan DPA-SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam
melakukan perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD untuk

selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

l. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan
mendesak dilakukan dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak
terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang
membidangi keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja
tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan  dalam
Perubahan DPA-SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam
melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam
Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan
perubahan APBD.

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

S. Ketentuan Terkait Belanja Transfer

Kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:
a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan
Ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:
a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan
sub rincian objek.
b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi

keuangan daerah.
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c. Belanja Bagi Hasil

1)

2)

1)

2)

3)

4)

S)

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil
yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten
atau pendapatan kabupaten kepada Pemerintah Desa atau
pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah
Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain
dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu
lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau
penerima bantuan keuangan.

Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan

Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan

Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan keuangan terdiri atas:

a) bantuan keuangan antar-Daerah Kabupaten;

b) bantuan Keuangan Daerah Kabupaten ke Daerah
Provinsinya dan/atau Daerah Provinsi lainnya; dan/atau

¢) bantuan Keuangan Daerah Kabupaten kepada Desa.

Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.

a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan
pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah
dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan.

b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan
pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada
penerima bantuan.

c) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa
sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak
menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh
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Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan,
Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sebagai
penerima bantuan keuangan khusus wajib
mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi
keuangan khusus.

d) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat
khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana
pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan
belanja desa penerima bantuan.

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan

keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

E. PEMBIAYAAN DAERAH

B,

2,

Ketentuan Umum
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
Ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:
a. Pembiayaan daerah terdiri atas:
1) penerimaan pembiayaan; dan
2) pengeluaran pembiayaan.

b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah,

organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub
rincian objek pembiayaan daerah

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD.

c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran
atau menutup defisit anggaran.

Ketentuan Terkait Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

a. SILPA;
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o B

o b

SiLPA;

pencairan Dana Cadangan;

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
penerimaan Pinjaman Daerah;

penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait Penerimaan

Pembiayaan sebagai berikut:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari

pelampauanpenerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan

transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah

yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan

belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun

belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya

capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

b. Pencairan Dana Cadangan

1)

2)

3)

4)

6)

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan
pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran
berkenaan.

Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan
Dana Cadangan bersangkutan.

Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran
menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun
anggaran berkenaan.

Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan
peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam
portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening
Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan
dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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cC.

7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/
keuntungan (capital gain) atas rekening dana
cadangandan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan
sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat
berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

3) Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta
Jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

Penerimaan Pinjaman Daerah;

1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah
pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian
pinjaman bersangkutan.

2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan
penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas
penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun
anggaran berkenaan.

3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:

a) Pemerintah Pusat;

b) Pemerintah Daerah lain;

c) lembaga keuangan bank;

d) lembaga keuangan bukan bank; dan /atau

€) masyarakat.

4) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan
untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang
diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk
menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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3.  Ketentuan Terkait Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;

=

penyertaan modal daerah;

o

pembentukan Dana Cadangan;

2

Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
€. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait Pengeluaran

Pembiayaan sebagai berikut:
a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan
untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.

2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan
pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian
pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari
seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan
dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian
pinjaman.

3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan
pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pemerintah Daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan
dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan
berakhirnya kewajiban dimaksud.

S) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi
untuk pembayaran cicilan pokok utang, Bupati dapat melakukan
pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah
perubahan APBD.

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada
badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara,
badan usaha swasta dan/atau koperasi.

2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian
daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi,

sosial, dan/atau manfaat lainnya.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Manfaat ekonomi, sosial dan /atau manfaat lainnya meliputi:
a) bunga dan pertumbuhan nilaj bagi badan usaha yang

mendapatkan penyertaan modal daerahi

b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan
usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah :

¢) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil
penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu;

d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;

¢) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan
usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;

f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu
dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari
penyertaan modal daerah;

g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari
penyertaan modal daerah.

Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal

berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal

berupa investasi langsung.

Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan

dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.

Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan

cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.

Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian

pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya

dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga
keuangan bukan bank.

Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi

langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat

investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

10) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila

jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan

modal daerah bersangkutan.
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11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

Penyertaan modal dapat dilakukan Pemerintah Daerah
walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah
ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah
bersangkutan

Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama
antara Bupati dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD.

Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan
investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan
anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban
penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta
pembinaan dan pengawasan.

Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan
pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.
Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perbup.
Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak
diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah
anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah
penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
mengenai penyertaan modal bersangkutan.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal,
Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah
mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.
Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan penyertaan
modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun
perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam
dokumen rencana kegiatan investasi.

Dokumen rencana Kkegiatan investasi disiapkan oleh PPKD

selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati.
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22)

23)

24)
25)

Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, Pemerintah
Daerah  menyusun analisis penyertaan  modal/investasi
Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal.
Analisis  penyertaan modal/investasi  Pemerintah Daerah
dilakukan oleh penasehat investasi Pemerintah Daerah.

Penasihat investasi Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
Hasil analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah

berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan

analisis risiko.

Pembentukan Dana Cadangan

1)

3)

4)

6)

7)

8)

Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai

kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang

tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanaj kebutuhan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-

undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan

daerah kecuali dari:

a. DAK;

b. pinjaman daerah; dan

C. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan

dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan

Daerah tentang pembentukan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran

pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan

sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana

cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan

dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana

cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening

dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran

pelaksanaan dana cadangan.

Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan

ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan

DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentane APRD.



d.

4.

Pemberian Pinjaman Daerah

1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan
pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik
negara, koperasi, dan/atau masyarakat.

2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan DPRD.

3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan
PPAS.

4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah
diatur dalam Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pengeluaran  pembiayaan lainnya  digunakan  untuk
menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Terkait Pembiayaan Neto
Pembiayaan neto:

a. merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran

pembiayaan.

b. digunakan untuk menutup defisit anggaran.

F. KETENTUAN SURPLUS DAN DEFISIT

Ketentuan dalam surplus dan defisit APBD adalah sebagai berikut:

i

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk
pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari
penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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6.

10.

11

12.

13.

14.

15:
16.

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;

b. penyertaan modal Daerah;

c. pembentukan Dana Cadangan;

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan

pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam

pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD

dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai

dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.

Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas

maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan

Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi

penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.

Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian

defisit APBD Kabupaten berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif

defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing- masing Daerah

yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD.

Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.

Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan

dengan pengeluaran Pembiayaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:
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1,

Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari jenis SILPA tahun
sebelumnya dikecualikan yang  penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk

menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. pinjaman daerah; dan

e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap tahun
anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang
ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.
Posisi defisit APBD sebagai dasar penetapan besaran kumulatif defisit
APBD pada tahun berikutnya.

. Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan

penyaluran dana transfer umum.

G. KETENTUAN SILPA

1

Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA)
tahun berkenaan bersaldo nihil.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah
Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program,
kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program,
kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran
pembiayaan.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah
Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran
pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan
program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau

pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

59



BAB III
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

A. KUA DAN PPAS

I

Ketentuan Umum KUA dan PPAS
Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip:

a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusarn pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan
daerah;

tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;

d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan
penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat

kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program

prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada

perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan

sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan

kerja perangkat daerah.

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS

sebagai berikut:

a.

Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan
APBD.

Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
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keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara

lain:

1) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan
pemerintah dengan Pemerintah Daerah;

2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran
berkenaan;

3) teknis penyusunan APBD; dan

4) hal-hal khusus lainnya.

Rancangan KUA memuat:

1) kondisi ekonomi makro daerah;

2) asumsi penyusunan APBD;

3) kebijakan Pendapatan Daerah,;

4) kebijakan Belanja Daerah;

5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan

6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit
dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi
penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan
belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan
untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan
prioritas dan program nasional yang tercantum dalam
rencana kerja Pemerintah Pusat dan prioritas serta Program
Provinsi yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah
Provinsi setiap tahun untuk Pemerintah Kabupaten; dan

3) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran

sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub

kegiatan.
Sub kegiatan dapat dianggarkan:
1) untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

2) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan
tahun jamak.

Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang tercantum
dalam RPJMD.

Sub kegiatan tahun jamak harus memenubhi kriteria paling sedikit
1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang

secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan
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1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih
dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan;
2) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan
3) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran,
antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan
perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit,
pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa
pelayanan kebersihan (cleaning service).
Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas
persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, yang
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan
PPAS. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun
Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir,
kecuali kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas
nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi,
kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
dan pemutakhirannya.
Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang

dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS

sebagai berikut:

a.

Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan
disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.

Bupati dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub
kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang
tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD

dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
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Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang

memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS

ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat

minggu kedua bulan Agustus.

KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD

menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA

SKPD.

Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Persetujuan bersama paling sedikit memuat:

1) nama Kegiatan;

2) jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;

3) jumlah anggaran; dan

4) alokasi anggaran per tahun.

Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara,

Wakil Bupati bertugas untuk:

1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPRD; dan

2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan
PPAS.

Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau

sementara, Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/ pelaksana

tugas Bupati bertugas untuk:

1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPRD; dan

2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan
PPAS

Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau

sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas

pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani  nota

kesepakatan KUA dan PPAS.

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan

KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak

rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD,
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Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan
PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama
antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan
APBD diuraikan sebagai berikut:

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan
data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat
dalam RKPD;

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan
data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator
kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari RKPD.

Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS

kepada DPRD.

Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan KUA dan

rancangan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan

rancangan KUA dan rancangan PPAS.

Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan

hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.

Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan rancangan

PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota

kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati

dengan Pimpinan DPRD.

4. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan

yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Tlustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS

antara lain sebagai berikut:

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA);
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

Nota Kesepakatan KUA;

Nota Kesepakatan PPAS;

Nota Kesepakatan Tahun Jamak;

Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.

Mo e o
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a. Ilustrasi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN ....

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
1.2. Tujuan penyusunan KUA
1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

1I. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun
4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan
Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

VII. STRATEGI PENCAPAIAN
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

VIII PENUTUP
Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala
Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD
Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam
penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan

............. Tanggal,.......cooevvrnns
Pimpinan DPRD Bupati Musi Banyuasin
! 2!
& &
Nama Nama
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b. Ilustrasi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

II.

III.

IV.

VI,

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN ....

PENDAHULUAN

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

PRIORITAS BELANJA DAERAH

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA
... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
menyusun Rancangan APBD TA ..... Pada Bab ini juga berisikan
kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD
terhadap PPAS.

............. Tamggal, ..o
Pimpinan DPRD Bupati Musi Banyuasin
s o5
& o

Nama Nama
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TABEL 2.1
RENCANA PENERIMAAN DAERAH
Tahun Anggaran ....

ALOKASI DASAR
KODE PENERIMAAN DAERAH ANGGARAN | HUKUM
1 2 3 4
4. PENDAPATAN DAERAH
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.01. |Pajak Daerah
4.1.02. |Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
4.1.03. | pipisahkan
4,1.04. |Lain-Lain PAD Yang Sah
4.2, PENDAPATAN TRANSFER
4.2.01. |Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.02. |Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.01. |Pendapatan Hibah
4.3.02. |Dana Darurat
4.3.03. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
6.1.01.
Sebelumnya
6.1.02. |Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
6.1.08. e
Dipisahkan
6.1.04. |Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6.1.05.
Daerah
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai
6.1.06. |dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH
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TABEL 4.1
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PLAFON KET
ANGGARAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEMENTARA
(Rp)
1 2 3 4
L URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN
1.01. PENDIDIKAN
1.01.%-X.X-X.X-X. XX Dinas ...
1.01.%-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
1.01.x-X.X-X.X~ Kegiatan ...
1.01.X-X.X-X.X- Sub Kegiatan ...
Dst ...
1.02. KESEHATAN
1.02.%-%.X-X.X-X.XX. Dinas ...
1.02.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
1.02.X-X.X-X.X- Kegiatan ...
1.02.X-X.X-X.X- Sub Kegiatan ...
Dst ...
1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.x-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
1.03.X-X.X-X.X-X. XX. XX Program ...
1.03.x-X.X-X.X- Kegiatan ...
1.03.X-X.X-X.X- Sub Kegiatan ...
Dst ...
1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
1.04.X-X.X-X.X-X. XX Dinas ...
1.04.%-%.X-X.X-X.XX.XX Program ...
1.04.x-X.X-X.X- Kegiatan ...
1.04.x-x.X-X.X- Sub Kegiatan ...
Dst ...
1.05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
i SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.X-X.X-X.X-X.XX Dinas ...
1.05.%X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
1.05.%-X.X-X.X~ Kegiatan ...
1.05.x-X.X-X.X- Sub Kegiatan ...
Dst ...
1.06. SOSIAL
1.06.%-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
1.06.X-X.X-X.X-X. XX.XX. Program ...
1.06.X-X.X-X.X- Kegiatan ...
1.06.%-X.X-X.X~- Sub Kegiatan ...
Dst ...
9 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
’ TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
2.07. TENAGA KERJA
2.07 X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.07.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.07.x-X.X-X.X- Kegiatan ...
2.07.%-%.%- Sub Kegiatan ...
X K-
Dst ...
2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
i PERLINDUNGAN ANAK
2.08.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.08.%-X.X-X.X-X.XX.XX Program ...
2.08.x-X.X-X.X- Kegiatan ...
2.08.x-x.x- Sub Kegiatan ...
X X=
Dst ...
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2.09. PANGAN
2.09.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.09.X-%X.X-X. X-X.XX.XX. Program ...
2.09.x-X.X-X.X-X.XX.XX.X.xx.| Kegiatan ...
2.09.x-x.x- Sub Kegiatan ...
X K-

Dst ...
2.10. PERTANAHAN
2.10.%-X.X-X. X-X.XX. Dinas ...
2.10.X-X.X-X.X-X.XX.XX Program ...
2.10.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.xx.| Kegiatan ...
2.10.x-x.x- Sub Kegiatan ...
X X-

Dst ...
2.11. LINGKUNGAN HIDUP
2.11.Xx-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.1]1.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.11.%-X.X-X.X-X.XX.XX.X.xx.| Kegiatan ...
=l Jmace Sub Kegiatan ...
X X-

Dst ...
2.12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL
2.12 X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.12 X-X.X-X.X-X.XX.XX Program ...
2.12.%-X.X-X.X-X.Xx.Xxx.x.xx.| Kegiatan ...

2.12.x-x.%-
X X=

Sub Kegiatan ...

Dst ...

2.13.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.%-X.X-X.X-X.XX.

Dinas ...

2.13.X-X.X-X. X-X.XX.XX. Program ...
2.13.X-X.X-X. X-X. XX xx.X.xx.| Kegiatan ...
2.13.x-x.x- Sub Kegiatan ...
X X-
Dst ...
.14, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

2.14 X-X.X-X.X-X.XX Dinas ...
2.14 X-X.X-X.X-X.XX.XX Program ...
2.14 X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.xx.| Kegiatan ...
DL R Sub Kegiatan ...
b. 9. O

Dst ...
2.15. PERHUBUNGAN
2.15.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.15.X-X.X-X.X-X.XX.XX Program ...
2.15.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.xx.| Kegiatan ...
2.15.x-x.x- Sub Kegiatan ...
XX~

Dst ...
2.16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.16.X-X.X-X.X-X.XX.

Dinas ...

2.16.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.16.X-X.X-X.X-X.XX.XX.%x.XX.| Kegiatan ...
2.16.x-x.%- Sub Kegiatan ...
XX~
Dst ...
2.17. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

2.17.X-X.X-X.X-X.XX.

Dinas ...

2.17 X-%X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2,17 X-X.X-X.X-X.XX.XxX.X.xx.| Kegiatan ...
Lo LT R Sub Kegiatan ...
X X-
Dst ...
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2:18.

PENANAMAN MODAL

2.18.%X-X.X-X.X-X.XX.

Dinas ...

2.18.X-X.X-X.X-X.XX.XX.

Program ...

2.18.%X-X.X-X.X-X. XX XX.X.XX

Kegiatan ...

2.18.x-x.%-

Sub Kegiatan ...
X X=-
Dst ...
2.19. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.19.X-X.X-X.X-X.XX.XX Program ...

2.19.X-X.X-X.X-X. XX. XX.X. XX.

Kegiatan ...

2.19.x-x.x-

Sub Kegiatan ...
XX~

Dst ...
2.20. STATISTIK
2.20. X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.20. X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.20. X-X.X-X.X- Kegiatan ...
2:20. %R Sub Kegiatan ...
X XK=

Dst ...
2o, PERSANDIAN
2.2]1.X-%X.X-X.X-X.XX Dinas ...
2.21.X-X. X-X.X-X.XX.XX Program ...

2.21 x-x.x-x.x-x.300xx.x.xx.| Kegiatan ...
2.21.x-%.%- Sub Kegiatan ...
XK=

Dst ...
2.22, KEBUDAYAAN
2.22.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.22 .X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...

2.22 X-X.X-X.X-X. XK. XX.X.XX.

Kegiatan ...

2.22.%x-X.X-

Sub Kegiatan ...
..

Dst ...
293, PERPUSTAKAAN
2.23 . X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.23.X-X.X-X.X-X. XX.XX Program ...

2.23 . X-X.X-X.X-X. XK. XX. X.XX.

Kegiatan ...

2.23.x-x.%-

Sub Kegiatan ...
__x_
Dst ...
2.24. KEARSIPAN
2.24 X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.24 X-X. X-X. X-X.XX. XX Program ...

2.24 . X-X. X-X.X-X. XX. XX.X. XX,

Kegiatan ...

2.24 x-x.x-

Sub Kegiatan ...

X.X-

Dst ...
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.25. KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.25.X-X.X-X.X-X.XX

Dinas ...

3.25.X-X. X-X.X-X.XX. XX.

Program ...

3.25.X-X. X-X.X-X. XX. XX.X. XX.

Kegiatan ...

3.25.x-x.%-

Sub Kegiatan ...

b

Dst ...
3.26. PARIWISATA
3.26.X-X.X-X.X-X.XX Dinas ...
3.26.X-X. X-X.X-X. XX.XX. Program ...

3.26.X-X.X-X.X-X.XX. XX XX.

Kegiatan ...

3.26.x-x.x-
X XK=

Sub Kegiatan ...

Dst ...
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3.2%. PERTANIAN
3.27 X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
3.27 .X-X.X-X.X~X.XX.XX. Program ...
3.27 X-X.X-X.X- Kegiatan ...
il Sub Kegiatan ...
X X

Dst ...
3.28. KEHUTANAN
3.28.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
3.28.X-X.X-X.X-X.XX.XX Program ...
3.28 X-X.X-X.X- Kegiatan ...
S2%xcxx- Sub Kegiatan ...
X -

DSt ...
3.20. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
3.29.X-X. X-X. X-X.XX. XX Program ...
3.29 x-%.X-X.X- Kegiatan ...
3.29.x-x.x- Sub Kegiatan ...
b O

Dst ...
3.30. PERDAGANGAN
3.30.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
3.30.X-X.X-X. X-X. XX.XX. Program ...
3.30.%-%X.X-X.X- Kegiatan ...
3.30.%-x.x- Sub Kegiatan ...
X K=

Dst ...
3:31. PERINDUSTRIAN
3.31.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
3.31.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
3.31.X-X.X-X.X- Kegiatan ...
3.81 x-x.x- Sub Kegiatan ...
b. . O

Dst...
3.32. TRANSMIGRASI
3.32.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
3.32.X-X.X-X.X-X. XXX, Program ...
3.32.X-X.X-X.X- Kegiatan ...
SPRER Sub Kegiatan ...
b. . O

Dst...
4, UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01. SEKRETARIAT DAERAH
4.01.X-X.X-X.X-X.XX. Sekretariat Daerah
4.01 .%-%.X-X.X-X. XX.XX. Program ...
4.01.x-X.X-X.X- Kegiatan ...
O Jeox X Sub Kegiatan ...
N K-

Dst ...
4.02 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH
4.02.X-X.X-X.X-X. XX. Sekretariat DPRD
4.02 .X-X.X-X.X-X.XX.XX Program ...
4.02.X-X.X-X.X- Kegiatan ...
G Sub Kegiatan ...
. X-

Dst ...
5, UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.01, PERENCANAAN
5.01 .X-X.X-X.X-X.XX. Dinas/Badan /Kantor ...
5.01.X-X.X-X.X-X. XX. XX Program ...
5.01.%x-X.X-X.X~- Kegiatan ...
SO Hese Sub Kegiatan ...
X.X=

Dst ...
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5.02. KEUANGAN
5.02.X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan /Kantor ...
5.02.%-X.X-X. X-X, XX .XX. Program ...
5.02.X-X.X-X. X-X, XX.XX x.xx.|Kegiatan ...

5.02.xx.x-

Sub Kegiatan ...

> 0. 3
Dst ...
5.03. KEPEGAWAIAN
5.03.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas/Badan/Kantor ...
5.03 .X-X.X-X.X-X. XX, XX, Program ...
5.03.X-X.X-X. XX, XX.XX.X.XX Kegiatan ...
S‘ES’X{'X' Sub Kegiatan ...
Dst ...
5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.%X-%.%-x%.X-x.%x. Dinas/Badan/Kantor ...
5.04.X-X.X-X. X-X.XX.XX. Program ...

5.04.X-X. X-X. X-X. XK. XX. X XX,

Kegiatan ...

5.04 x-x.x-

Sub Kegiatan ...

Dst ...
S5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.X-X.X-X.X-X. XX. Dinas/Badan/Kantor ...
5.05.X-X.X-X.X-X,. XX .XX. Program ...

5.05.X-X. X-X. X-X. XX, XX.X.XX.

Kegiatan ...

5.05.x-x.x-

Sub Kegiatan ...
x-
Dst ...
5.06. PENGHUBUNG
5.06.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas/Badan/Kantor ...
5.06.X-X, X-X. X-X.XX.XX Program ...

5.06.X-X.X-X.X-X. XX, XX.X.XX.

Kegiatan ...

5.06.x-%.x-

Sub Kegiatan ...
=
Dst ...
5.07. PENGELOLAAN PERBATASAN
5.07.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas/Badan /Kantor ...
5.07.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...

5.07.%-X. X-X. X-X.XX. XX.X.XX.

Kegiatan ...

5.07 . x-x.x-

Sub Kegiatan ..,

Dst ...
6. UNSUR PENGAWAS
6.01. UNSUR PENGAWAS
6.01.X-X.X-X.X-X.XX Inspektorat
6.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX Program ...

6.01.X-X.X-X.X-X XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
6.01.x-x.x- Sub Kegiatan ...
o

Dst ...
7. UNSUR KEWILAYAHAN
7.01. KECAMATAN
7.01.X-X.X-X.X-X.XX. Kecamatan ...
7.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
7.01 X-X.X-X.X-X.XX.XX,X.XX. Kegiatan ...
7.01.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...
7.02. KOTA ADMINSTRASI
7.02.X-X.X-X.X-X,XX. Kota ...
7.02.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
7.02.X-X.X-X. X-X. XX, XX.X. XX Kegiatan ...

7.02.%-x.%-

Sub Kegiatan ...

Dst ...
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7.03.

KABUPATEN ADMINSTRASI

7.03.X-X.X-X.X-X.XX. Kabupaten ..,
7.03.X-X. X-X.X-X.XX.XX. Program ...
7.03.X-X.X-X. X-X. XX. XX. X. XX, Kegiatan ...
7.08.x-x.x- Sub Kegiatan ...
X -
Dst ...
8. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.X-X.X-X.X-X.XX. Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX Program ...
8.01.X-X. X-X.X-X. XX, XX.X.XX Kegiatan ...
8.01.x-x.x- Sub Kegiatan ...
X K-
Dst ...
9. URUSAN KEKHUSUSAN
9.01. PANIRADYA KAISTIMEWAN

9.01.X-X.X-X.X-X.XX.

Paniradva Kaistimewan ...

9.01.%-X.X-X.X-X.XX.XX Program ...
9.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
9.01.x-x.x- Sub Kegiatan ...
v
Dst ...
9.02. SYARIAT ISLAM ACEH

9.02.X-X.X-X.X-X.XX.

Dinas Syariat Islam Aceh ...

9.02.X-X.X-X.X-X. XX.XX,

Program ...

9.02.X-X.X-X.X-X. XX, XX.X.XX.

Kegiatan ...

9.02.x-x.x-
X-

Sub Kegiatan ...

Dst ..

9.03.

SEKRETARIAT MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPL])

9.03.X-X.X-X.X-X.XX,

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

MAIDI N

9.03.X-X. X-X.X-X.XX.XX

Program ...

9.03.X-X.X-X. X-X.XX.XX.X.XX.

Kegiatan ...

9.03.x-x.x-

b

Sub Kegiatan ...

Dst ...

9.04.

SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

9.04.%-X.X-X.X-X.XX.

Sekretariat Majelis Adat Aceh ...

9.04.%-x.X-X.X-X. XX, XX. Program ...
9.04.x-%.X-X.X-X.XX.xX%.x.xx.| Kegiatan ...
9.04.x-x.x- Sub Kegiatan ...
-
Dst ...
9.05. SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

9.05.x-%.X-X.X-X. XX,

Sekretariat Baitul Mal Aceh ...

9.05.X-X. X-X. X-X.XX.XX. Program ...
9.05.X-X. X-X.X-X.XX. XX.x.x%.| Kegiatan ...
9.05.x-x.x- Sub Kegiatan ...
h o
Bat ...
9.06. SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH

9.06.X-X.X-X.X-X.XX.

Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh ...

9.06.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...

9.06.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.xx.| Kegiatan ...

9.06.x-%.x- Sub Kegiatan ...
Dst ...
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TABEL 4.2
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO. URAIAN PLAFON ANGGARAN
(Rp.)

1 [Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Bunga

jo R

. Belanja Subsidi

€. Belanja Hibah

f. Belanja Bantuan Sosial

2 |Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;

3 |Belanja Tidak Terduga

4 |Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil

b. Belanja Bantuan Keuangan

TOTAL

TABEL 5.1
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN

PLAFON ANGGARAN
NO. URAIAN SEMENTARA

(Rp.)

PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Penerimaan Pembiayaan

6.1.01. |SisaLebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

6.1.02. |Pencairan Dana Cadangan

6.1.03. |Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.1.04. |Penerimaan Pinjaman Daerah

6.1.05. [Penerimaan Kembali Pe mberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan

6.1.06.
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
6.2, Pengeluaran Pe mbiayaan

6.2.01. [Pembentukan Dana Cadangan

6.2.02. |Penyertaan Modal Daerah

6.2.03. |Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

6.2.04. |Pemberian Pinjaman Daerah

6.2.05 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan
7" |Ketentuan Peraturan Perundang-ndangan

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan Neto

c. Ilustrasi Nota Kesepakatan KUA
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR......
TANGGAL....,

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama P
Jabatan : Bupati Musi Banyuasin
Alamat Kantor :

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
2. a. Nama :

Jabatan ¢ Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor T e L e

b. Nama e T oy TS
Jabatan ¢  Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Alamat Kantor T e SRR
c. Nama e
Jabatan :  Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor :
bagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD
dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas
dan plafon anggaran sementara APBD TA ....

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD
yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ..., Kebijakan pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA ... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ....
Bupati Musi Banyuasin Pimpinan DPRD
Selaku, Kabupaten Musi Banyuasin
Pihak Pertama Selaku,
E 2 Pihak Kedua

Nama o
Nama
Ketua

&
A

0]

Nama
Wakil Ketua

7l
i
=

Nama
Wakil Ketua
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d. Ilustrasi Nota Kesepakatan PPAS

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama :

Jabatan :  Bupati Musi Banyuasin
Alamat Kantor O T e L

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
a. Nama :

Jabatan I{etua DPRDKabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor I R P

b. Nama o e e e T e
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor O e o T

c. Nama e e S S
Jabatan :  Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor R ooy e e LI S

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati
bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA.....c........
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah
Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA .- para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA
..., Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan
Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA ...

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ... disusun dalam
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ... .
i Tanggal,......
Bupati Musi Banyuasin Pimpinan DPRD
Selaku, Kabupaten Musi Banyuasin
Pihak Pertama Selaku,
u Pihak Kedua
i 3

a
Nama 2

Nama
Ketua

B
A
&

Nama
Wakil Ketua

5!
A

Nama
Wakil Ketua
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€. lustrasi Nota Kesepakatan Tahun Jamak

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BUPATI MUSI BANYUASIN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TENTANG
PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK
(NAMA PEKERJAAN)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Bupati Musi Banyuasin
Alamat Kantor e

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
2. a. Nama B o o0 e e s
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor A

b. Nama T
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor D s e e R

c. Nama e et
Jabatan ¢ Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Alamat Kantor R

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun
Jamak di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun ..., Tahun ... dan (Tahun Seterusnya) yang

BAB I DASAR
HUKUM
Pasal 1
(Berisikan tentang Peraturan Perundang-Undangan atau Dasar Hukum yang melandasi

untuk sub kegiatan tahun jamak dimaksud

BAB II MAKSUD DAN

TUJUAN
Pasal 2
Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
11| EEE SO W
P
51T -
Bt et
(5) dst

(Berisikan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini)
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BAB 111
KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 3
Adapun kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak ... (Nama Kegiatan/Sub Kegiatan), yang
(1) Biaya pekerjaan ............... dengan pagu senilai Rp............... (terbilang);
(2) Biaya pekerjaan ............... dengan pagu senilai Rp............... (terbilang);
(3) Dst
Pasal 4

(1) Dana anggaran kegiatan /sub kegiatan tahun jamak bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
(2) Jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai kegiatan/sub
kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp... (terbilang).
(3) Rincian anggaran kegiatan /sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
a. biaya pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai berikut:
1) Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
2) Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
3) dst
b. Biaya pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai berikut:
1) Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
2) Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
4) dst.
c. Dst.

BAB IV
PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pasal 5
Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

digunakan untuk kegiatan/sub kegiatan dari Tahun ..., Tahun ... dan Tahun ...

BAB V
PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK
Pasal 6

(1) Pengelolaan dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Dinas.......... Kabupaten Musi Banyuasin
BAB VI
PENYESUAIAN HARGA
Pasal 7
0 R
2 e e LR
(5) dst
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BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya,
akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHAK

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

....... Tanggal,..........
Bupati Musi Banyuasin Pimpinan DPRD
Selaku, Kabupaten Musi Banyuasin
Pihak Pertama Selaku,
EBE Pihak Kedua
L 2!
H
Nama o]
Nama
Ketua
H]
H
5]
Nama

Wakil Ketua

B
E
o]

Nama
Wakil Ketua

82




f. Tlustrasi Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan

BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA
BUPATI MUSI BANYUASIN
DENGAN
KETUA DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TENTANG
PENAMBAHAN KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU
PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertandatangan dibawah ini;

1. Nama Hi e R e R A e R
Jabatan : Bupati Musi Banyuasin
Alamat Kantor :

...................................

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

2, Nama e,

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor :

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Musi Banyuasin

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada KUA
dan PPAS TA...... yang tidak terdapat dalam RKPD Kabupaten Musi Banyuasin TA.......... yang
selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara
Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3)
Peraturan Bupati Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, maka pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., dibuatlah Berita Acara
Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBI) TAaow

Ketua DPRD

B i i B i . ;
Uhali Miel Benyuesin Kabupaten Musi Banyuasin

]
n g n

= 0]
Nama Nama
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B. RKA SKPD
1. Ketentuan Umum RKA SKPD

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait RKA- SKPD sebagai

berikut:

a. Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA- SKPD
diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA
dan rancangan PPAS disepakati.

b. Surat Edaran Bupati paling sedikit memuat:

1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub
kegiatan yang terkait;

2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan
dan penerimaan pembiayaan;

3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan

4) dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode
rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja,
standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan
APBD.

c. Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu hubungan
anggaran belanja dengan sumber pendanaan pendapatan dan
penerimaan pembiayaannya, antara lain:

1) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan,
dan sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber
pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi;

2) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan,
dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus sumber
pendanaannya berasal dari pendapatan transfer khusus
berkenaan;

3) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan,
dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana jalan sumber
pendanaannya berasal dari pendapatan pajak kendaraan
bermotor/pendapatan bagi hasil berkenaan.

4) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan,
dan sub kegiatan terkait penunjang urusan Pemerintah Daerah
sumber pendanaannya berasal dari pendapatan dana alokasi

umuin.
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. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS,
serta mengacu pada Surat Edaran Bupati tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD.

- Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, Kepala SKPD

mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub

kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan
semester pertama tahun anggaran berjalan.

Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan

secara elektronik.

. RKA-SKPD  disampaikan kepada PPKD sebagai bahan

penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai

dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Bupati
tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap
tahun.

. RKA-SKPD  sebagaimana disusun dengan menggunakan

pendekatan:

1) Kerangka  Pengeluaran  Jangka Menengah  Daerah
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara
bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakiraan maju
berisi  perkiraan kebutuhan anggaran untuk program,
kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun
anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan.

2) Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan
seluruh proses perencanaan dan penganggaran  di
lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana
kerja dan anggaran.

3) Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan:

a) Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
diharapkan dari sub kegiatan;
b) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan

c) Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan

penganggaran  berdasarkan  kinerja  berpedoman pada:
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3

1)

4)

o)

6)

7)

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang
akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang
direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;

Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang
akan dicapai dari keadaan semula dengan
mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan
efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan
sub kegiatan;

Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari
suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu
sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur;

Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran
atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatu sub kegiatan;

Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan
jasa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan
mempertimbangkan standar harga satuan regional,;

RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan
barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan
pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD; dan

Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja
dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang

berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan

pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah,

penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja

serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD

mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub

kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan

semester pertama tahun anggaran berjalan.

. Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub

kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum
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diselesaikan tahun sebelumnya wuntuk dilaksanakan atau
diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun
berikutnya dari tahun yang direncanakan.

l. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA-
SKPD diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan
Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

m. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi,
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal,
dianggarkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi
pada masing-masing SKPD.

n. Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer
dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.

0. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah
dianggarkan dalam RKA-SKPD pada:

1) SKPKD;
2) SKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola
pengelolaan keuangan BLUD;
2. Ketentuan Dokumen RKA SKPD

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait dokumen RKA-

SKPD sebagai berikut:

a. Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

b. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan
maju untuk tahun berikutnya.

c. Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan daerah,
organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub
rincian objek pendapatan daerah. Rencana pendapatan diterima
oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Rencana belanja memuat informasi mengenai:

1) urusan pemerintahan daerah memuat urusan pemerintahan
daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
2) organisasi memuat nama SKPD selaku PA,

3) standar harga satuan,
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4) RKBMD,

S) kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja,
tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai
dari program, kegiatan dan sub kegiatan.

6) Program memuat nama program yang akan dilaksanakan
SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

7) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan
SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

8) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan
dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

9) Akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan
menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian
objek.

e. Rencana Pembiayaan memuat kelompok:

1) Penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk
menutup defisit APBD, yang masing-masing diuraikan
menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek
penerimaan pembiayaan.

2) Pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan wuntuk
memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing
diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub

rincian objek pengeluaran pembiayaan.

Ketentuan Lain Terkait RKA SKPD
Peraturan Bupati ini membuat ketentuan lainnya terkait RKA-
SKPD sebagai berikut:

a.

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran
akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan
mendesak, Kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar
KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD.
Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan
tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang
ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun
yang direncanakan.

Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata
kerja (SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD
disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait.
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d.

Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD

yang melaksanakan  pola keuangan BLUD, menggunakan
kode rekening APBD.

4. Ketentuan Pelaksanaan

a.

TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD.

TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD ke Bupati untuk diotorisasi.

Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-
SKPD.

Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS
serta SE KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
mengikuti ketentuan umum RKA-SKPD dan Ketentuan terkait
Dokumen RKA-SKPD di atas.

Kepala SKPD menyampaikan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai

bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

5. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan

kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan

perundang- undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD

disajikan sebagai berikut:
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KABUPATEN MUSI BANYUASIN

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN...

URUSAN PEMERINTAHAN R
BIDANG URUSAN R e i e e
ORGANISASI 95,5/ 0% o/< cr N

Pengguna Anggaran :

a.Nama:.................
BONIP 2 e svsin
CidabBtan § e
Kode Nama Formulir
RKA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD
RKA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD
RKA REKAPITULASI *)
Ringkasan APBD
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program
Rekapitulasi Belanja per urusan, program dan kegiatan
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh, Disiapkan oleh, Sub
Pengguna Anggaran Bagian Program

* =

i A

o} 0]

Nama Nama

NIP: .......... NIB: .....conns
Keterangan:

*) jumlah dan jenis rekapitulasi informasi dalam RKA REKAPITULASI dapat

disesuaikan dan ditambahkan berdasarkan kebutuhan.
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Halaman ............

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Musi Banyuasin e
Tahun Anggaran... SKPD
Organisas] | XREXR oot
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Jumlah
Re kening o (Rp)
1 2 3

Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil penge lolaan kekayaan Daerah yang

dipisahkan

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang

Pendapatan Transfer

Transfer Pmerintah Pusat

Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Hibah

Dana darurat

Lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Belanja Dae rah

Belanja Ope rasi

Belanja pegawai

Belanja barang dan jasa

Belanja bunga

Belanja subsidi

Belanja hibah

Belanja bantuan sosial

Belanja Modal

Belanja modal tanah

Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

Belanja modal aset tetap lainnya

Belanja modal aset tidak berwujud

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga

Belanja Transfer

Belanja bagi hasil

Belanja bantuan keuangan

Surplus/(Defisit)
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Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan

SilPA

Pencairan dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan

Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman
daerah

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan dana cadangan

Penyertaan modal daerah

Pembayaran cicilan pokok utang yang
jatuh tempo

Pemberian pinjaman daerah

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

Pembiayaan Neto
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A o

Halaman.............

A R B N B A A

R —— RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir RKA-
i = SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA
$ Kabupaten Musi Banyuasin SKPD
H Tahun Anggaran... ]
T Rincian Anggaran Be lanja Menurut Program dan Kegiatan e
Urusan Pemerintah : X ......................
Bidang Urusan : X. XXX ..occceeivvriininnnnns
EYORTANT: S ERENR v
|[Kegiatan ! X XXX ..........oevvinnnnn.
Organisasi | X.XX.XX .vovvverninnnrnnnnnns
Unif & TXEEX woianasnnss
Alokasi Tahun -1: Rp. ......ccovvvvvnnnnnnn, (terbilang)
Alokasi Tahun : Rp. ......cccvuennnen...., (terbilang)
Alokasi Tahun +1: Rp. .....ccocvvvvnennn..., (terbilang)
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Masukan
Keluaran
Hasil
Ke lompok Sasaran Kegiatan:..............
Sub Kegiatan : x.xx.xx
Sumber Pendanaan : ...........
Lokasi : (Provinsi sampai kecamatan, Kab sampai Desa/Kelurahan)
Keluaran Sub Kegia : (Kuantitas, dengan satuan disamakan de ngan/sub ke giatan)
Waktu Pelaksanaan : Mulai...... Sampai........
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Kode Re ke ning Uraian Koe fisinsi Harga Jumlah
Satuan PPN (Rp)
/ Volume Satuan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Sub Kegiatan ; x.Xx.xx
Sumber Pendanaan : ...........
Lokasi : (Provinsi sampai ke camatan, Kab sampai Desa/Kelurahan)
Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, de ngan satuan disamakan dengan/sub ke giatan)
Waktu Pelaksanaan : Mulai...... Sampai........
Ke terangan :
Rincian Perhitungan
Kode Re ke ning Uraian Koe fisie nsi Harga Jumial
Satuan PPN (Rp)
/ Volume Satuan

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Pe mbahasan

1.

2.

Dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No. Nama NIP Jabatan

Tanda Tangan

dst
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ey 0! o
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH MM
Kabupaten Musi Banyuasin SKPD
Tahun Anggaran. ..
Organisasi
Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah
Kode Rekening Uraian SRl
(Rp)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah
......... y2tanggal.........
Kepala SKPD
B
o
o]
Nama
NIPZ coeciicins
Pembahasan
Tanggal e
Catatan s mmimns
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1
2
Dst

C. RANCANGAN PERDA APBD

1. Ketentuan Umum
Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait penyiapan
Raperda tentang APBD sebagai berikut:
a. RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan
kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
b. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian

antara RKA SKPD dengan:
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1) KUA dan PPAS;

2) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran

sebelumnya;

3) dokumen perencanaan lainnya;

4)  capaian Kinerja;

5) indikator Kinerja;

6) analisis standar belanja;

7) standar harga satuan;

8) perencanaan kebutuhan BMD;

9) Standar Pelayanan Minimal;

10)  proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;

dan
11) program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPD.

. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala
SKPD melakukan penyempurnaan.

. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

- PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen

pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan

oleh Kepala SKPD.

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD

disampaikan kepada Bupati.

- Proses penyiapan Raperda tentang APBD mengandung informasi,

aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang

dilakukan secara elektronik.

Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Perda APBD

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait dokumen
Raperda tentang APBD sebagai berikut:
Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut:
1) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;
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Halaman

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-
Kabupaten Musi Banyuasin PENDAPATAN
Tahun Anggaran ..., SKPD
Organisasi : x.xx.xxx
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan el
Kode Rekening Uraian Volume/ Tarif/
Koefisien Sitiian Harga (Rp)
%
-]
Jumlah i
......... ,tanggal.........
Kepala SKPD
B
A
o]
Nama
NIP: ..........
Pembahasan i
Tanggal :...............
Catatan :............... |
1, |
2. |
Dst =
Tim Anggaran Pemerintah Daerah: !
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan |
1 |
z
Dst {
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3) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, alkun,
kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

4) Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan
berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

a) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program beserta
hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan
beserta keluaran;

b) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

¢) Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

d) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
APBD;

e) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

f) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah.

S) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi
pada Perda APBD antara lain:

a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

b) daftar piutang daerah;

) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
lainnya,;

d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah dan Iaset lain-lain;

e) daftar sub kegiatan tahun jamak (mult Years);

f) daftar dana cadangan;

g) daftar pinjaman daerah.

b. Dokumen pendukung rancangan Perda tentang APBD terdiri atas
nota keuangan dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD.
c. Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi kinerja
berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja

masing-masing  program, kegiatan, dan sub kegiatan.
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3.

4.

Ketentuan Pelaksanaan

a. PPKD melakukan verifikasi atas RKA-SKPD yang telah
disusun oleh Kepala SKPD.

b. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD
untuk melakukan penyempurnaan.

¢. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan
dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah
disempurnakan oleh Kepala SKPD.

d. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang APBD yang
telah disusun kepada Bupati.

Dokumen Terkait

llustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan

yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pedoman penyusunan APBD

[lustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD pada

tahapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disajikan

sebagai berikut:

a.

b.

ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi;

rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan
berdasarkan kebutuhan informasi (umlah dan jenis dokumen
rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau
ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan); dan
Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Perda APBD (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan
sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan

berdasarkan informasi yang dibutuhkan).
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[lustrasi Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN

Kode Uraian Jumlah
(Rp)

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Hibah

Dana Darurat

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah

Belanja

Belanja Operasi

Belanja pegawai

Belanja barang dan jasa

Belanja bunga

Belanja subsidi

Belanja hibah

Belanja bantuan sosial

Belanja Modal

Belanja modal tanah

Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

Belanja modal aset tetap lainnya

Belanja modal aset tidak berwujud

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga

Belanja Transfer

Belanja bagi hasil

Belanja bantuan keuangan

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)
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Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan

SilPA

Pencairan dana cadangan

Hasi. penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan|

Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan |

Pembentukan dana cadangan

Penvertzan modal daerah

|
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo j
Pemberian pinjaman daerah
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan
Jumleh Pengeluaran Pembiayaan
Pembiavaan Neto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
(SILPA)
......... ,2tanggal.........
Bupati Musi Banyuasin
&l

E ]

Lol

Narma

A
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D. RANCANGAN PERBUP PENJABARAN APBD

L.

Ketentuan Umum

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait penyiapan

Raperda tentang APBD sebagai berikut:

a. Berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda
tentang APBD, Bupati menyiapkan rancangan Perbup tentang
Penjabaran APBD.

b. Proses penyiapan RaPerbup tentang Penjabaran APBD
mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Peraturan Bupati inj membuat ketentuan terkait dokumen

Raperda tentang APBD sebagai berikut:

a. Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD memuat lampiran
sebagai berikut:

1) ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian
objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2) penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3) rekapitulasi dan sinkronisasi Perbup penjabaran APBD yang
disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah;

b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial;

c) daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

d) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil;

€) Rincian dana otonomi khusus menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek
dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan

pembiayaan;
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f) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
Jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek
pendaparan, belanja dan pembiayaan;

4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasij
pada Perbup penjabaran APBD.

b. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
rancangan Perbup tentang penjabaran APBD disertai penjelasan,
yaitu:

1) Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai
dasar hukum pendapatan.

2) Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar
hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat
khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan
sumber pendanaan sub kegiatan.

3) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai
dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk
kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran

pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Dokumen Terkait
[ustrasi dokumen lampiran Peraturan Bupati penjabaran

APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan

kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan

perundang-undangen mengenai pedoman penyusunan APBD.
llustrasi dokumen lampiran Peraturan Bupati penjabaran

APBD pada tahapan Penetapan APBD disajikan sebagai berikut:

a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian
objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

c. rekapitulasi dan sinkronisasi Perbup penjabaran APBD
yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi (jumlah dan

jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat
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disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi
yang dibutuhkan); dan

Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi
pada Perbup  penjabaran APBD (umlah dan jenis dokumen
rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau

ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan).
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a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan,

belanja, dan pembiayaan;

__KABUPATEN MUSI BANYUASIN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKAS] ME NURUT KELOMPOXK,
(JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode Uraian Jumlah (Rp) |
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.01 Pajak Daerah

4.1,01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

4.1.01.01.01 [PKB-Mobil Penumpang-Sedan

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
4.1.01.01.xx [Kodefkasi dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
%.1.01 .3 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

4.1.02 Retribusi Daerah

4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum

4.1.02.01.01 |Retribusi Pelayanan Kesehatan

Rincien Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
4.1.02.01.xx [Kodefikasi dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.1.02.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah
4.1.03.01 Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan|
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
4.1.03.01.xx [Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanzan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.,

Cbjek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi canl
4.1.03.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan can
Keuangan Daerah.
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4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.01.01 [Hasil Penjualan Tanah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
4.1.04.01.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
r' undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
!4'1°04'XX Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
i Keuangan Daerah.
4.9 Pendapatan Transfer
4201 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01.01 Dana Perimbangan
4.2.01.01.01 Pana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
4.2.01.01.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan|
WOl INowenlintur Dersmosriosn Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
4.2.09 Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
4.2.02.01.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.2.02.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.3.C1 Pendapatan Hibah
43.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.01.01.01 |Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
4.3.01.01.xx [k odefikasi  dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.3.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.




4.3.02 Dana Darurat
4.3.02.01 Dana Darurat
4.3.02.01.01 [Dana Darurat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
002,01 Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
+.3.02.xx Nomenklattr Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah
4303 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
o Peraturan Perundang-Undangan
4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan
4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
4.3.03.01.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.3.03.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
3 Belanja
5.1 Belanja Operasi
s 1.0 Belanja Pegawai
5. 001 .01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.1.01.01.30¢ perun_dang— undangan mengenai Klasifikasi,
T Kodefikasi dan Nomenklatur — Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.1.01 3x undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
i s Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
9.t 02 Belanja Barang dan Jasa
9.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 [Belanja Bahan Pakai Habis
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
51.02.01 30 perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
T Kodefikasi dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5 1,095 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.




o.1.03

iBelanja Bunga

on

.1.03.01

Belanja Bunga Utang Pinjaman = kepada
Pemerintah Pusat

cn

.1.03.01.01

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada
Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman
Dalam Negeri-Jangka Menengah

n

A 03.01 .55

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaarn
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

on

103302

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

o

.1.04

Belanja Subsidi

i

1.04.01

Belanja Subsidi kepada BUMN

on

.1.04.01.01

Belanja Subsidi kepada BUMN

5.:1.04.01 .xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

o

1.04 . xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan|
Keuangan Daerah.

1.05

Belanja Hibah

1.05.01

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

onfonjon

1.05.01.01

Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat

on

A0S 0L ixx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan|
Keuangan Daerah.

n

.1.06

Belanja Bantuan Sosial

cn e

.1.06.01

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

cn

.1.06.01.01

Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan
kepada Individu

5.1.06.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

&.1L08 %%

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan)
Keuangan Daerah.




5.2 Belanja Modal
5201 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
5.2.01.01.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9:.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar
5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
5.2.02.01.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danl
5.2.02.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan|
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
9.2.08.01.3% [xodefikasi dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.03.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
y perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
9.2.04.01.3%% g defikasi dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5'2 04 s undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
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5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan
5.2.05.01.01 [Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan|
X perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
52.05.01.xx  [Kodefikasi dan  Nomenklatur Perencaraan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan)
5.2.05.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah. .
5.2.06 Belanja Modal ...
5.2.06.01 Belanja Modal ...
5.2.06.01.01 [Belanja Modal ...
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
9.2.0€.01xx  [Kodefikasi dan  Nomenklatur Perencanaanl
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.06.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.3 Belanja Tidak Terduga
5:3.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga
5.4 Belanja Transfer
5.4.01 Belanja Bagi Hasil
i Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
5.4.01.01 Pemerintahan Kabupaten dan Desa
y Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepadq
S401.0L01  Ipeperivitnhan Kabupaten dan Desa
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan|
] perundang- undengan mengenai Klasifikasi,
0-4010lxx  Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.4.01.xx

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.
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0.4.02

Belanja Bantuan Keuangan

3.4.02.01

Belanja Bantuan Keuangan Daerah

Provinsi

antar

5.4.02.01.01

Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah
Provinsi

9.4.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

0.4.02.3x

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Jumlah Belanja

Surplus / (Defisit)

Pembiayaan

6.1

Penerimaan Pembiayaan

6.1.01

Sisa Lebih  Perhitungan
Sebelumnya

Anggaran Tahun

0.1.01.01

Pelampauan Penerimaan PAD

6.1.01.01 0

Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah

6.1.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

0.1.01 ,%x

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.02

Pencairan Dana Cadangan

B, L02:01

Pencairan Dana Cadangan

6.1.02.01.01

Pencairan Dana Cadangan

6.1.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

65.1.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
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6.1.03

Hasil Penjualan
Dipisahkan

Kekayaan Daerah yang

6.1.03.01

Hasil ~ Penjuelan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) :

65.1.03,01.01

Hasil Penjualan Kekayaan
Dipisahkan pada BUMN

Daerah  yang

6.1.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai  Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.04

Penerimaan Pinjaman Daerah

6.1.04.01

Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

6.1.04.01.01

Daerah dari
Pinjaman

Pinjaman
Penerusan
Menengah

Pemerintah  Pusat
Dalam  Negeri-Jangka

6.1.04.01 .xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.04.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.05

Penerimaan Kembali Pemberian

Daerah

Pinjaman

6.1.05.01

Penerimaan Kembali Pemberian
Daerah kepada Pemerintah Pusat

Pinjaman

6.1.05.01.01

Penerimaan Kembali Pemberian
Daerah kepada Pemerintah Pusat

Pinjaman

6.1.08.01 %

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.05.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.




6.1.05 Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

6.1.05.01 Penerimaan Kembalj Pinjaman BLUD

Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangk%
6.1.05.01.01 [Pendek

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
6.1.05.01.xx [Kodefikasi dan  Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
6.1.06.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danl
Keuangan Daerah.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

6.2 Pengeluaran Pembiayaan

6.2.01 Pembentukan Dane Cadangan

6.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan

0.2.01.01.01 |Pembentukan Dana Cadangan

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
6.2.01.01.xx [Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanzan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
6.2.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha
5:2.02.01 Milik Negara (BUMN)

©6.2.02.01.01 PPenyertaan Modal Daerah pada BUMN

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
6.2.02.01.xx [Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan,
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan|
6.2.02 xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.2.03 Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo

6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah
6.2.03.01.01 |Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka

Rincian  Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-  undangan mengenai  Klasifikasi,
6.2.03.01.xx |[Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanzan
Pembangunan dan Keuangan Daerah,

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dg%

6.2.03.xx Nomenklatur Perencanaan. Pembangunan d
Keuangan Daerah.
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6.2.04

Pemberian Pinjaman Daerah

6.2.04.01

Pemberian Pinjaman
Pemerintah Pusat

Daerah kepada

6.2.04.01.01

Pemberian Pinjaman
Pemerintah Pusat

Daerah kepada

6.2.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.04.xx

Objek selanjutnya Sesuali peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.05

pengeluaran
dengan
undangan

Pembiayaan
ketentuan

sesuai
perundang-

lainnya
peraturan

£.2.05.01

Pinjaman BLUD

6.2.05.01.01

Pinjaman BLUD-Jangka Pendek

6.2.05.01.xx

Rincian - Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.05.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

berkenaan

b.

...........

penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian

objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
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A.

BAB IV

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBD

L.

Ketentuan Umum

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwalkilan
Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan dengan
terpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam
rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya
tujuan bernegara.

Ketentuan umum terkait penyampaian dan pembahasan Rancangan

Perda tentang APBD adalah sebagai berikut:

a. Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai
penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat
60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran
berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan
DPRD.

b. Bupati yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD
sesuai ketentuan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

¢. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh
Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda
tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada
RKPD, KUA, dan PPAS.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

& Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda tentang
APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

b. Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuengan,
RKPD, KUA, dan PPAS.



c. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat
meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang
disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah.

d. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Bupati
dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan
penambahan /perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan
Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan
PPAS untuk disetujui bersama., Penambahan atau perubahan
kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan berdasarkan kriteria
keperluan mendesak.

e. Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Bupati terlambat
menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari
Jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta
penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD.

b. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda
tentang APBD dengan berpedoman kepada RKPD, KUA, dan PPAS,

¢. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituangkan
dalam persetujuen bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan

pimpinan DPRD.

B. PERSETUJUAN RANCANGAN APBD

1) Ketentuan Umum

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui

pembahasan bersama antara Bupati dan DPRD. Persetujuan tersebut

diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan bersama

antara Bupati dan DPRD.

Ketentuan umum terkait persetujuan Rancangan Perda tentang APBD

adalah sebagai berikut:

a. Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda
tentang APBD, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya

tahun anggaran setiap tahur..
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b.

Berdasarkan persetujuan  bersama, Bupati menyiapkan
rancangan Perbup tentang penjabaran APBD.

DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan
Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya
tahun anggaran setiap tahun, dikenai sanksi administratif sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati

terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada
DPRD dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud tidak dapat
dikenakan kepada anggota DPRD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a.

Persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD tersebut

harus dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya

tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan  persetujuan  bersama, Bupati menyiapkan

rancangan Perbup tentang penjabaran APBD.

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan

bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan

rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD,

Bupati menyusun rancangan Perbup tentang APBD.

Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati bertugas:

1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD
kepada DPRD; dan

2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD.

Dalam hal Bupati  berhalangan sementara, Bupati

mendelegasikan kepada wakil Bupati untuk:

1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD
kepada DPRD; dan

2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD.

Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau

sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana

tugas Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah

tentang APBD kepada DPRD, sedangkan penandatanganan
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persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah
tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku rpelaksana
tugas/ penjabat/penjabat sementara Bupati.

g Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas
pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap
rancangan peraturan daerah tentang APBD.

2) Ketentuan Pelaksanaan

a. Bupati dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan
hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD.

b. Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan,
Bupati menyiapkan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD.

c. Dokumen persetujuan bersama beserta rancangan Perda
tentang APBD.

3) Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen persetujuan rancangan APBD menyajikan
informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang
disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Ilustrasi dokumen pada persetujuan rancangan APBD disajikan
sebagai berikut:

a. Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD

b. Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD
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a. Ilustrasi Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD

SUSUNAN NOTA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I. Pendehuluan
124 Ui
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;

1.3. Landasan hukum Penyusunan Nota Keuangan;
1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan;

BAB II. Kondisi dan Kebijekan Anggaran Pendapatan Daerah
2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah;
2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah;
2.2. Estimasi Pendapatan Daerah;
2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;

BAB III. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah;
3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah;
3.5. Kebijakan Umum Belanja Daerah;
3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah;

BAB IV. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan
4.1. Kondisi Umum Pembiayaan; _
4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan;
4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan;

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan
kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

BAB VI. PENUTUP
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b. Ilustrasi Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN ....

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertandatangan di bawah ini:
I :

Nama Bupati Musi Banyuasin
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang beralamat di ...

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama :  Ketuva DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Nama :  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Nama :  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ... yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA,

dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita
Acara ini

PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD Tahun
Anggaran ... sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubakan dan koreksi atas RAPBD Tahun

Anggaran ... selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan
yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditar.detangani Berita Acara ini.

PIHAK PERTAMA akan menyampackan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk mendapat
pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap2
(dua) untiak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....... Tanggal,..........
Bupati Musi Banyuasin Pimpinan DPRD Kabupaten Musi
Selaku, Banyuasin
Pihak Pertama Selaku,
2 Pihak Kedua
A
] EElE
Nama &

Nama
Ketua

[BRE)

Brch
Nama

Wakil Ketua

=T
o
m&

Nama
Wakil Ketua
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(82

EVALUASI RANCANGAN APBD

L.

Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten Musi Banyuasin

a. Ketentuan Umum

Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten Musi Banyuasin

tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran

APBD dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan

daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik

dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana

APBD Kabupaten Musi Banyuasin tidak bertentangan dengan

kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan

daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Gubernur dapat mengundang

pejabat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ketentuan umum terkait evaluasi Raperda APBD dan RaPerbup

tentang evaluasi Raperda APBD dan Perbup tentang APBD adalah

sebagai berikut:

1) Rancangan Perda Kabupaten tentang APBD yang telah disetujui
bersama dan Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD
disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan
Perda Kabupaten tentang APBD untuk dievaluasi sebelum
ditetapkan oleh Bupati.

2) Rancangan Perda Kabupaten tentang APBD dan rancangan
Perbup tentang penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA,
dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.

3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda
kabupaten tentang APBD dan rancangan Perbup tentang
Penjabaran APBD ditembuskan ke Menteri tanpa disertai
lampiran.

4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten tentang
APBD, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi
dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

S) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak

melaksanakan evaluasi, Menteri mengambil alih pelaksanaan
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7)

9)

10)
11)

evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam rangka melaksanakan evaluasi tersebut, Menteri
berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda
Kabupaten tentang APBD dan rancangan Perbup tentang
penjabaran APBD dengan:

a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b) kepentirgan umum;

C.) RKPD, KUA, dan PPAS; dan

d) RPJMD

Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk menilai
kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang APBD
dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang
digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang
ada dalam RXPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara
rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.

Pengujian kesesuaian rancangan Perda Kabupaten tentang APBD
dan rancangan Perbup Kabupaten tentang penjabaran APBD
dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari  hal-
hal yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

a) terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;

b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

c) terganggunya ketentraman dan ketertiban umuim;

d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat; dan/atau
e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras
antar-golongan, dan gender.
Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil
- evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang APBD dan Perbup
tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan
Gubernur tentang hasil evaluasi rancangen Perda Kabupaten

tentang APED dan Perbup tentang penjabaran APBD.
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Keputusan Gubernur disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak rancangan Perda Kabupaten tentang APBD
dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD diterima.
Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang
APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD sesuai
dengan  ketentuan peraturan  perundang- undangan,
kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati
menetapkan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD
menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang penjabaran
APBD menjadi Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang
APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati
bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama
7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan
DPRD, dan Bupati menetapkan rancangan Perda Kabupaten
tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang
penjabaran APBD menjadi Perbup, Gubernur mengusulkan
kepada Menter:, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau

pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui TAPD
bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

Hasil penyempu.rnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan
DPRD.

Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda
tentang APBD.

Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna

berikutnya.
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Gubernur
untuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut
ditetapkan.

Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara
dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas
sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan
pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan.

Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari
sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri/Gubernur, Bupati
menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.
Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi
dari Gubernur.

Proses evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
APBD memuat informasi, aliran data, penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan
Perda teﬁtang APBD dan fancangan Perbup tentang

penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

b. Ketentuan Pelaksanaan

1)

2)

4)

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama,
Bupati mengirimkan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD
yang telah disetujui bersama antéra Bupati dan DPRD beserta
rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan
PPAS kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya  Menteri
berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan surat
keputusan mengenai hasil rancangan Perda Kabupaten tentang
APBD dan rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD.
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil
evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang APBD dan Perbup
tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
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o)

7)

8)

paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan

Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan,

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan

keputusan mengenai hasil evaluasi kepada Bupati paling lambat

15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda Kabupaten

tentang APBD dan rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD

diterima.

Dalam hel keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka Bupati menetapkan

rancangan Perda Kabupaten tentang APBD menjadi Perda dan
rancangan Perbup tentang penjabaran APBD menjadi Perbup
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hel surat keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, Bupati bersama

DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari

terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah

sebagai berikut:

a) Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan
anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.

k) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil
penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang
paripurna berikutnya.

c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil
penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
benyempurnaan, Bupati melakukan penetapan Perda tentang
APBD.

€] Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh)
hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati
menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.

f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi
dari Gubernur.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan

DPRD, dan Bupati menetapkan rancangan Perda provinsi tentang

APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang penjabaran

APBD menjadi Perbup, Gubernur mengusulkan kepada Menteri,

selanjutnya  Menteri mengusulkan kepada Menteri yang
149



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana

Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

D. PENETAPAN PERDA APBD DAN PERBUP PENJABARAN APBD
1. Ketentuan Umum

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan
Perbup tentang Penjabaran APBD menjadi Perbup tentang Penjabaran
APBD merupakan tahap akhir dalam proses penetapan APBD setelah
melalui tahapan penyusunan oleh Pemerintah Daerah, pembahasan

bersama oleh DPRD dengan pemerintah daerah, persetujuan DPRD

hingga evaluasi

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan
Perbup tentang Penjabaran APBD menjadi Perbup tentang Penjabaran
APBD  ditandai dengan penomoran, penandatanganan, dan
pengundangan ke dalam lembaran daerah.

Ketentuan umum terkait penetapan Perda APBD dan Perbup

Penjabaran APBD adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang
penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati
menjadi Perda tentang APBD dan Perbup tentang penjabaran
APBD.

b. Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup
tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31
Desember tahun sebelumnya.

c. Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Perbup tentang
penjabaran APBD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat bagi Daerah Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
Perda dan Perbup ditetapkan.

d. Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang
menetapkan Perda tentang APBD dan Perbup tentang penjabaran
APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Bupati menerima surat keputusan sebagai dasar penetapan

rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup

tentang penjabaran APBD menjadi Raperda yang berupa:
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1) Surat Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
dalam evaluasi menunjukkan hasil sesuai.

2) Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan
penyempurnaan terhadap hasil evaluasi vang tidak sesuai.

b. Bupati harus mendapat nomor registrasi atas Perda APBD
Kabupaten Musi Banyuasin dari Gubernur Sumatera Selatan.

¢. Bupati beserta Sekretaris Daerah menyusun dan menandatangani:
1) penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda; serta
2) penetapan rancangan Perbup APBD menjadi Perbup.

d. Bupati menyampaikan perda tentang APBD dan Perbup tentang
penjabaran APBD kepada Mendagri bagi daerah Provinsi dan
Gubernur bagi kabupaten selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
setelah ditetapkan.

€. Bupati wajib menginformasikan substansi Perda APBD yang

telah dituangkan dalam lembaran daerah kepada masyarakat.

E.  PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERBUP APBD DALAM HAL
TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA
1. Ketentuan Umum

Dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD

terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam jangka waktu yang

ditetapkan, maka Bupati menyusun rancangan Perbup tentang APBD
untuk kemudian dilakukan penetapan setelah memperoleh pengesahan
dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (bagi Daerah

Kabupaten).

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan

persetujuan Rancangan Perbup tentang APBD dalam hal tidak tercapai

persetujuan bersama adalah sebagai berikut:

a. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama
dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan
Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun
rancangan Perbup rentang APBD dengan berpedoman kepada
RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS.

b. Rancangan Perbup tentang APBD paling tinggi sebesar angka
APBD tahun anggaran sebelumnya. I

c. Angka APBD tehun anggaran sebelumnya merupakan angka
pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun

sebelumnya.
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- Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan perubahan APBD maka

AngkaAPBD tahun anggaran sebelumnya adalah angka pengeluaran

APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.

. Rancangan Perbup tentang APBD diprioritaskan untuk belanja

yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
Belanja yang bersi‘at mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan
secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah
Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan
dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai,
belanja barang dan jasa.
Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan
kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok
pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila
terdapat:
1) kebijakan Pemerintah Pusat yang mer.gakibatkan tambahan
pembebanan pada APBD; dan/atau
2) keadaan darurat termasuk keperluan mencesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rancangan Perbup ditetapkan menjadi Perbup setelah memperoleh
pengesahan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Untuk memperolea pengesahan, rancangan Perbup tentang APBD
beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan
Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD.
Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahken rancangan Perbup,
Bupati menetapkan rancangan Perbup menjadi Perbup.
Dalam hal Bupati dan DPRD belum menyetujui bersama rancangan
Perda tentang APBD atau menetapkan rancangan Perda tentang
APBD menjadi perda tentang APBD setelah dimulainya tahun
anggaran setiap tahun, Bupati menetapkan Perbup mengenai dasar
pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas

jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
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m. Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan
mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja
pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari,

n. Proses penyusunan dan penetapan rancangan Perbup tentang
APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari masing-
masing SKPD untuk mengumpulkan data tentang belanja wajib dan
belanja mengikat.

b. TAPD menyusun rancangan Perbup tentang APBD.

c. TAPD menyerahkan rancangan Perbup tentang APBD.ke Bupati
melalui Sekda untuk diotorisasi.

d. Bupati menyerahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat untuk mendapatkan pengesahan.

€. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengesahkan Rancangan
Perbup menjadi Perbup.

3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen Rancangan Perbup tentang APBD menyajikan
informasi yang bersifat dinamis sesuaj dengan kebutuhan yang
disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.
[lustrasi dokumen Rancangan Perbup tentang APBD memuat
lampiran sebagai berikut:

a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja,
dan pembiayaan;

b. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi;

¢. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek,
rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

d. Rekapitulasi Perbup APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan
informasi antara lain:

1) Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut  urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub

kegiatan beserta target dan indikator;

153




Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan
minimal;

Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD
dan PPAS dengan rancangan APBD;

Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program

prioritas daerah;

€. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada

Perbup APBD antara lain:

1)
2)
3)
4)

S)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah dan aset lainnya;

Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar pinjaman daerah;

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan
sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan
Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja
bagi hasil;

Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rincian = DBH-SDA Pertambangan  Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
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a.  Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, keloempok, jenis, objek,
rincian objek dan

kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian

objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

-

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

sub rincien objek pendapatan, belanja, dan pempboiayaan;

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, CBJEK, RINCIAN OBJEK

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode Uraian y Jumlah (Rp)
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.01 Pajak Daerah
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangar  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan|
4.1.01.01 xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
4.1.01.xx mengenai Klasifikas:, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. 1,02 Retribusi Daerah
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum
4.1.02.01,01 Retribusi Pelayanan Kesehatan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenai Klasifikasi, Kodefikasi  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
4.1.02.01 .xx Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
4.1.02,xx mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Bagian Laba yang Didagikan kepada Pemerintah Daerah
4.1.03.01 (Dividen) atas Peayertaan Modal pada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenei  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
4.1.03.01.xx Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatun
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.1.08.5x




4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.01.01 Hasil Penjualan Tanah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danl
4.1.04.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan)
mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan N omenklatun
4.1.04.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.,
4.2 Pendapatan Transfer
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01.01 Dana Perimbangan
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.2.01.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah. :
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
4.2.01.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan merngenai Klasifikasi, Kodefikasi dan| -
4.2.02.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatun
4.2.02,xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.3.01 Pendapatan Hibah
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan|
4.3.01.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan| ]
4.3.01.xx mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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4.3.02.01 ana Darurat
4.3.02.01.01 Dana Darurat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenai Klasifikasi, = Kodefikasi dan|
4.3.02.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
4.3.02.xx mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
4:3.03 Peraturan Perundang-Undangan
4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan
4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundsng-
undangan  mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.3.03.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
4.3.03.xx mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
S Belanja
9,1 Belanja Operasi
5.1.01 Belanja Fegawai
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundeng-
undangan  mengenai Klasifikasi, Kodefikasi  dan
5.1.01.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
5.1.01.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan merngenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.1.02.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan|
mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan N omenklatun
5.1.02.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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5.1.03

elanja Bunga

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah

5.1.03.01 Pusat
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
5.1.03.01.01 atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.1.03.01.xx undangan  mengenai Klasifikasi,  Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan,
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- ur.dangan
9.1.03.xx mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.04 Belanja Subsidi
5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN
5.1.04.01.01 Belanja Subsidi kepada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.1.04.01.xx undangan  mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danl
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan|
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- ur.dangan|
9.1.04.xx mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
S.1.05 Belanja Hibah
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.1.05.01.xx undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
5.1.05.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
5.1.05.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
5.1.05.01.01 Individu
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenai Klasifikasi, Kodefikasi  dan
5.1.05.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatun
5.1.06.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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5.2

Belanja Mocal

5.2.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil
Rincian Obek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-|
undangan  mengenai Klasifikasi,  Kodefikasi dan
5.2.01.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan,
Daerah.
Objek selanjutnyea Sesuai peraturan perundang- undangan|
mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
5.2.01.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar
5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.02.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan|
mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatun
9202 5% Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-|
undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.03.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatun
5.2.03.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.04.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatun
5.2.04.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.
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Ez.os

elanja Modal Aset Tetap Lainnya

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Ferpustakaan
5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Ferpustakaan Tercetak
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- I'
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi den '
5.2.05.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
9.2.05.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
5.2.06 Belanja Modal ...
5.2.06.01 Belanja Modal ...
5.2.06.01.01 Belanja Modal ...
Rincian Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dar
5.2.06.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daeral..
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan)|
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
5.2.06.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.3 Belanja Tidak Terduga ;
5.3.01 Belanja Tidak Terduga |
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga iy
5.3.01.01.01  [Belanja Tidak Terduga '
5.4 Belanja Transfer
5.4.01 Belanja Bagi Hasil
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
5.4.01.01 Kabupazen dan Desa
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
5.4.01.01.01 Kabupazen dan Desa
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.4.01.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
5.4.01.xx mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
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5.4.02

Belanja Bantuan Keuangan

5.4.02.01

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi

5.4.02.01.01

Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah
Provinsi

©.4.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

9.4.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Jumlah Belanja

Surplus / (Defisit)

6

Pembiayaan

6.1

Penerimaan Pembiayaan

6.1.01

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnva

6.1.01.01

Pelampauan Penerimaan PAD

6.1.01.01.01

Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah

6.1.01.01 xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.02

Pencairan Dana Cadangan

6.1.02.01

Pencairan Dana Cadangan

6.1.02.01.01

Pencairan Dana Cadangan

6.1.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.03

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.1.03.01

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) -

6.1.03.01.01

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada
BUMN

0.1.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1:08 3x

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.04,01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Penerusan
6.1.04.01.01 Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
: undangan  mengenai Klasifikasi, Kodefikasi  dan
6.1.04.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
6.1.04.xx mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada)
6.1.05.0: Pemerintah Pusat
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada
6.1.05.0..01 Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
6.1.05.0. .xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan|
6.1.05.%x mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
6.1.06 peraturan perundang-undangan
6.1.06.0. Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
6.1.06.0..01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan|
6.1.06.0- .xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan|
6.1.06.xx mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatun
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
6.2 Pengeluaran Pembiayaan
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01.0: Pembentukan Dana Cadangan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi danl
6.2.01.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan|
mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
6.2.01.3 Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.




6.2.02

iPenyertaan Modal Daerah

6.2.02.01

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)

6.2.02.01.01

Penyertaan Modal Daerah pada BUMN

6.2.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.02.xx

Objek  selanjutnya - Sesuai peraturan  perundang-
undangan  mengenai Klasifikasi,  Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan,
Daerah.

6.2.03

Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo

6.2.03.01

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

6.2.03.01.01

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-|
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah

6.2.03.01.xx

Rincian Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenai Kiasifikasi, Kodefikasi dan
Nomgnklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.03.xx

Objek  selanjutnya  Sesuai peraturan  perundang-
undangan  mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,

6.2.04

Pemberian Pinjaman Daerah

6.2.04.01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

6.2.04.01.01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

6.2.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.04.xx

Objek  selanjutnya  Sesuai peraturan  perundang-
undangan  mengenai Klasifikasi, = Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.05

pengeluaran  Pembiavaan lainnya  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan

dengan

6.2.05.01

Pinjaman BLUD

6.2.05.01.01

Pinjaman BLUD-Jangka Pendek

6.2.05.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,

6.2.06. 5

Objek  selanjutnya  Sesuai peraturan  perundang-
undangan  mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Jumlah Pengeluaran pembiayaan




Pembiayaan Neto

6.3

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
(SILPA)
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BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
KERANGKA PENGATURAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang
ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penataﬁsahaan .
atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses-
proses sebagai berikut:

. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris

. Penyiapan DPA-SKPD

. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

1

2

3

4. Anggaran Kas dan SPD

5

6

7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan

daerah adalah sebagai berikut:

1

b

W

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan
dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang
dikelola oleh BUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengesluaran
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan

pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran

Daerah tersebut,

. PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang

atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah
wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan keteatuan

peraturan perundang-undangan.

. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau
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pengeluaran atas peleksanaan APBD bertanggung jawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat
bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas
penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai
dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

4. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari
yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah
tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

O

. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat
pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap
pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau
dokumen lain yang dipsrsamakan dengan SPD.

7. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas
Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam
APBD.

8. Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat
pertanggungiawaban,;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu ;
g. Bendahara Khusus; dan
h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
9. Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan
APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
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Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan setelah adanya
pengesahan BUD atas laporan penerimaan dari PA.

2. Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya
pengesahan BUD atas laporan pengeluaran dari PA.

3. Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi
dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD,
dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Efektif dimulai tahun 2022, proses pelaksanaan dan penatausahaan
keuangan daerah dapat memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Dalam hal penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD terkendala adanya
perubahan organisasi, mutasi, atau berhalangan maka Bupati menetapkan
pejabat untuk pelaksanaan APBD yang dilakukan pada tahun anggaran
berkenaan dapat melaksanakan tugas pengelola keuangan daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH
1. Ketentuan Umum

PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap
uang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam
penguasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
dalam rangka pengelolaan uang daerah PPKD selaku BUD membuka
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank umum yang sehat.
Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD dan
pihak terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara
Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Khusus Lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan
penatausahaan ini meliputi:

a. Pembukaan RKUD

=3

Pembukaan Rekening Operasional

Pembukaan Rekening SKPD

o o

Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek

P

Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah

Py

Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah
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2. Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan pelaksanaan terkait
penatausahaan Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut:
a. Pembukaan RKUD

Bupati dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk bank

umum yang sehat sebagai penampung RKUD. Bank umum yang

sehat adalah bank umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menunjuk

bank yang akan digunakan untuk meny.:mpan Kas Umum

Daerah, Bupati juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:

1) Reputasi Bank

Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik.
Misalnya, bank tidak pernah terlibar kasus penipuan

nasabzah atau kasus-kasus lain yang merugikan nasabah.

2) Pelayanan Bank

Bank vang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik
dan memadai. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan
kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi.
Khusus untuk Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat
melakukan pelayanan-pelayanan khusus seperti pemotongan

dan penyetoran pajak, dan lain-lain.

3) Manfaat

Memberikan = manfaat ekonomi, sosial, peningkatan
pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan

dan/atau pelayanan masyarakat.

Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD

ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama [PKS) antara PPKD

selaku BUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan. PKS

paling sedikit memuat:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

jenis pelayanan yang diterima;

mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;
pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;

penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;

pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;

sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
kewajiban menyampaikan laporan; dan

tata cara penyelesaian perselisihan.
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Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening Kas
Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.
Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa
giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan
pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro
yang berlaku. Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya
yang sejenis yang diperoleh Pemerintah Daerah merupakan Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan biaya
sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank
didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang
bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan pada belanja daerah.
b. Pembukaan Rekening Operasional

Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan

dan rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah
pada Bank yang sama dengan Bank penampung RKUD yang
ditunjuk oleh Bupati.
1) BUD dapat membuka beberapa rekening operasional
penerimaan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah
mekanisme penerimaan pendapatan daerah.
2) BUD membuka rekening operasicnal pengeluaran.
Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke
rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah
dapat membuka rekening penerimaen daerah pada Bank
dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati.
Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau
rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas
Umum Daerah atau sebaliknya, dilakukan atas perintah
Bendahara Umum Daerah. Perintah pemindahbukuan oleh
Bendahara Umum Daerah dimaksud dituangkan dalam
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUD dengan pejabat
penanggungjawab pada Bank yang terkait.

Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional

penerimaan adalah sebagai berikut:

1) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk

menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak
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melalui bendahara penerimaan dan/atau menerima setoran

pendapatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.

2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebegai
rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus
disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya
sekali sehari ﬁada akhir hari kerja sesuai dengan yang
ditetapkan delam PKS antara Bendahara Umum Daerah
dengan Bank Umum bersangkutan.

Ketentuan pelaksaﬁaan terkait 'rekening pengeluaran operasional

adalah sebagai berikut:

1) Rekening opefasional pengeluaran dioperasikan sebagai
rekening yang digunakan untuk membiayai  kegiatan
Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran.

2) Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk
pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada
pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian
UP, Penggantian Uang Persediaan (GU) kepada Bendahara
Pengeluaran serta pemberian TU kepada Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c. Pembukaan Rekening SKPD

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening SKPD adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening
bank atas nama Bendahara Penerimaan/ Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD pada bank yang
sama dengan RKUD sesuai dengan kebutuhan untuk
mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah
dan belanja daerah.

a) BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan SKPD
sesuaidengan kebutuhan untuk mempermudah
mekanisme penerimaan pendapatan daerah.

b) BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk
mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke

rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah

dapat membuka rekening Bendahara Penerimaan/Bendalara
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Penerimaan Pembantu SKPD pada Bank dimaksud setelah
mendapat persetujuan Bupati.

2. Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung
penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD
bersangkutan. Pada akhir hari kerje, saldo yang ada di
rekening penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan
seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh Bendahara
Penerimaan. Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama
Bendahara Penerimaan SKPD.

3. Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan
uang yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD,
seperti uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang
dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. Rekening
pengeluaran SKPD dibuka atas nama Bendahara Pengeluaran
SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD.

d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek Dalam

pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat

dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera

diper’ualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan

kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari

12 (dua belas) bulan. Termasuk dalam investasi jangka pendek

adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan

12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis,

pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat

Bank Indonesia (SBI).

Seperti dinyatakan di atas bahwa investasi jangka pendek bisa

dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui Deposito, Surat Utang

Negara dan Sertifikat Bank Indonesia.

1) Deposito
Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan
oleh bank kepada masyarakat. Deposito juga memiliki
persyaratan tertentu salah satunya memiliki jangka waktu
tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah.
Sementara itu, imbal jasa dari deposito adalah bunga deposito
yang biasanya lebih tinggi dari tabungan biasa. Pemerintah
Deerah melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk

deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD
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yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah.
Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito
Pemerintah Daerah harus dapat ditarik sebagian atau

seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh BUD setiap

saat diperlukan.

2) Surat Utang Negara
Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa
surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan
pokoknya oleh negara Rl sesuai masa berlakunya. SUN
digunakan oleh Pemerintah Pusat antara lain untuk
membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka
pendek dalam satu tahun anggaran.
Surat Utang Negara terdiri atas:
a) Surat Perbendaharaan Negara
b) Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai

dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara
diskonto.

3) Obligasi Negara _
Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas)
bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga
secara diskonto.
Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi Jjangka
pendek adalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan
Negara karena berjangka waktu dibawah 12 bulan. Tata cara
investasi dalam bentuk SUN mengikuti peraturan perundang-
undangan tentang SUN.

4) Sertifikat Bank Indonesia
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang
berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan
dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku bunga yang
berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme
pasar berdasarkan sistem lelang.

Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan

melalui langkah-langkah sebagai berikut:
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1

2)

3)

4

S)

6]

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek
sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah,
tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.

Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi
jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang
digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan
digunakan dalam waktu dekat (idle cash).

BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi
jaﬁgka pendek kepada Bupati. Rencana ini mencakup jumlah
dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta
alasan dan hasil analisa pemilihan investasi.

Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD
atas rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan
jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan
Surat Keputusan Bupati.

Berdasarkan SK Bupati tersebut BUD menerbitkan Surat
Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerin-ahkan
pemindahan dana dari kas umum daerak kedalam investasi
yang d:pilih.

Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum

Daerah paling lambat per 31 Desember.

. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua

penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses

penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah memuat

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen

yang dilaxukan secara elektronik.

Bagian 1: Penerimaan RKUD

1) Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang

sah, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi

penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

2] BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.

3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada

Buku Kas Umum.

Bagian 2: Pengeluaran RKUD

1) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap

pengelueran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan
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pada dokumen surat perintah membayar yang diterbitkan
oleh PA/KPA.

2) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku
Kas Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan
kolom nomor bukti.

f. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah

1) Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2) Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum
daerah yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum
Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati
melalui  Sekretaris Daerah. Dokumen-dokumen yang
dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada
kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam membuat
laporan BUD.

3) Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:

a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan

b) Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.
Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap
hari kerja pertama setiap minggunya kepada Bupati atau
dapat diserahkan sesuai kebutuhan.

4) Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum Daerah
membuat Register SP2D yang telah diterbitkan. Register SP2D
secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan
keuangan daerah yang terintegrasi.

3. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen penatausahaan kas umum daerah antara lain

sebagai berikut:
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a. Buku Kas Umum BUD

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BENDAHARA UMUM DAERAH

Tahun Anggaran...
BUKU KAS UMUV
Petiotde: ... i
No. | Tanggal | No. Bukti Uraian

Penerimaan |Pengeluaran Saldo

Disiapkan oleh,
BUD/MKuasaBUD

]
B

ama
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b. Laporan Posisi Kas Harian

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
LAPORAN POSISI KAS HARJAN
Tahun Arggaran..,

Hari :
Tanggal
Periode

No. Bukti Transaksi W o ol [ B DR e £
- : T e ; - © Uraia i : ‘Penerimaa Pengeluaran
__SP2D $75 [ lain-lain SRR | e tha Pengeinta

Jumioh

Perubahan Posisi Kas horiini

Posisi Kas (H-1)

PosisiKas (H)

Rekapitulasi Posisi Kas di BUD:

Saldo Bank 1 :Rp
Saldo Bank 2 :Rp Disiapkan oleh,
dst. :Rp BUD/Kuasa BUD

Total Saldo Kas™: Rp

2

& el

Nama
WP s

“Toral Saido Kas harus sama dengan Posisi Kas {H)




c. Rekonsiliasi Rank

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

REKONSILIASI BANK
Tahun Anggaran 202X
Periode
1. Saldo Kas Umum Daerah menurut Buku BB e e 0 4 .
2. Saldo Kas Umum Daerah menurut Bank S T
Selisih BB avsuiveiisiies isragsrns
'i Keterangan Selisih

A. Penerimaan yang telah dicatat oleh Buku,
belum dicatat oleh Bank
a. STS No..... BPiados
b. Bukti fain yang sah BEF s vasmeborsussusianis
(o3 B P o e e

B. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Buku,
belum dicatat oleh Bank
2. SP2D No.... B B i iy sevmiins
b. Bukii Lain yang sah i R
1124 S50 R R O T . LT

ST R

C. Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank,
belum dicatat oleh Buku
a. NotaKreditNo.....
b. Pendapatan Bunga
c. Pendapatan Jasa Giro
d. Bukti lain yang sah
e, bst....

D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank,
belum dicatat oleh Buku

a. Nota DebitNo..... R i sis
b. Biaya Administrasi Bank 23 FHT .
¢ Bukti Lain yang sah s
d. Dst.....

Bendahara Umum Daerah

A
E
CIARL
Nama
PR vevisains

C. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS
1. Ketentuan Umum

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non
anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada

rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.
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Beberapa ketentuan umum terkait penatausahaan kas transitoris

adalah sebagai berikut:

a. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

1) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan/atau bendahara khusus
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap
transaksi Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga seperti PPh
Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan /atau PPN;

2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah
antara lain Bupati, DPRD, ASN, Kepala Desa/ Perangkat Desa dan
Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21,
Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian;

3) Uang jaminen dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh
pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dalam.melakukan suatu
pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya
atau jeminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain
uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang
jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila
adakegagalan dalam pekerjaan atau penvebab lain yang
mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang
jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini
pemerintah daerah.

4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi
belanja dacrah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar
pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari
dozumen kelengkapan transaksi.

c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun
pechitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris
dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan
fihak ketiga (PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA
sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun

informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di
195



laporan arus kas di bagian aktivitas transitoris sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan,

d. Pe

nerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak

boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka
waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.

e. Te

rkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan

sebagai berikut:

1)

2)

Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai
kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui
uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak
ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak,
digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban
pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan
SKPD yang ditetapkan.

f. Pelaksanaan pengelolaan  penerimaan  kas transitoris dan

pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara

Pe

ngeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

g Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan

secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/ Bendahara

Pengeluaran Pembantu (BPP)

1)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai
peraturan perundang-undangan, wajib memungut pajak atas
pembayaran belanja melalui UP/GL/TL /LS,

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut
pajak sesuai peraturan perundang-undangan wajib
menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke
rekening Kas Negara.

Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran  Pembantu/Bendahara

Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak  sesuai
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peraturan perundang-undangan melakukan pencatatan pada
buku terkait.

b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD
1) Kas Transitoris yang melekat pada transaksi Penyetoran kas

transitoris atas potongan pajak dan potongan- potongan lainnya
dari belanja yang menggunakan mekanisme LS dilakukan
langsung oleh Bank.

2) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak
ketiga atau  rekening penerima lainnya, Bank juga melakukan
pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan
yang telah ditentukan.

3. Jaminan

Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminan

a] Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia
barang/jasa ke rekening RKUD.

b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia barang/jasa
setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemerintah
Daerah.

c¢] Pencairan uang jeminan dilakukan dengan Surat Perintah BUD
yang berisi:

1) Perintah Pencairan Uang;

2) besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;

3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;

4) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa
penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya

Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai
kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada pihak ketiga.

b) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga dengan
menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang bersangkutan.

¢) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang sebelumnya

tercatat sebagai hutang pihak ketiga.
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PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-SKPD)

I

Ketentuan Umum

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
rendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci
Sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajia dokumen vang dilakukan secara elektronik.,

. Ketentuan Pelaksanaan

Penyusunan DPA-SKPD diatur sebagai berikut:

Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

a. Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD,
PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD
untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat
pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKFD paling lambat
3 (tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
ditetapkan.

b. Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangaya memuat hal-
hal yang perlu diperhatikan oleh setiap Kepala SKPD dalam
menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi:

1) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;

2) Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD
dalam tahun anggaran yang direncanakan;

3) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub
kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;

4) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

5) Rencana penarikan dana setiap SKPD;

6) Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD
paling lambat 6 ‘enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat
pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD;

7) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.

Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPD
Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat

pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD
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yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah

surat pemberitahuan diterima.

Rancangan DPA-SKPD mencakup:

a. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD
yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan
menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam DPA-
Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut akun,
kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD dan
akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan yang
diisi dalam DPA Pembiayaan.

b. Rancangan DPA-Pendapatan SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD
dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek
pendapatan.

¢. Rancangan DPA-Belanja SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD
dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah
Belanja menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap DPA-
Rincian Belanja SKPD.

d. Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja
SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat
jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan
sub rincian objek dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan
SKPD.

e. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan
Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun
anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan
Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan menurut kelompok, jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan

dan ., pengeluaran Pembiayaan.
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Bagian 3: Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-
SKPD

a. Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan
rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.

b. TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling
lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD.
Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen
verifikasi antara lain:

1) standar harga satuan yang ditetapkan Bupati dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

2) analisis standar belanja;

3) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

4) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan; dan/atau

S) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana
otonomi khusus.

. Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancengan DPA-SKPD,
SKPD melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil
penyempurnaan kepada TAPD.

Bagian 4: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD

PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-

SKPD yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

. Dokumen Terkait

llustrasi dokumen DPA SKPD antara lain sebagai berikut:
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3.1 Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPD

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN

...........

~Nama !
B D 2 e

C.Jabatan :.................
menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran
Satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai
dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran ......,

Kode Nama Formulir
OPA-SKPD Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

........... , Tanggal......
Disetujui oleh, Disahkan oleh,
Sekretaris Daerah PPKD
()
] il
& R
af ]
Nama Nama
| NIP: .......... IR s
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3.2 Format DPA-SKPD

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

| TAHUN ANGGARAN...........
URUSAN PEMERINTAHAN

>+ WO IE. P W o)

BIDANG URUSAN s MR e UL LS
ORGANISASI XXX e
Pengguna Anggaran :

4. Nama e

B, NIP ¢ i

d Jabatan = i .ieeerninnil

Kode Nama Formulir

DRA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD

D

o !

A-BELANJA SKPD

Rincian Anggaran Belanja SKPD

DPF

A-PEMBIAYAAN SKPD

Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

El

Nama
MIP: ot

Pengguna Anggaran

ik
n
B

202




*

3.3 Ringkasan DPA-SKPD

Halaman ............
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ,
Kabupaten Musi Banyuasin Formulir
P DPA /SKPD
Tebhun: e
C__}_'rganis_asi IO s

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja
dan
Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat aerah

Kode C O Jumlah
Rekening (Rp)
1l 2 3
Pendapatan
Belanja
Surplus/(Defisit)

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Neto

Rencana Realisasi Rencana Penarikan
Penerimaan per Bulan *) Danaper Bulan*) = - | e ;Jtangeal
Januari | 24 o Januari Rp .............. Pengguna Anggaran
Februari e Februari R WS
Maret Rbicoivinmives Maret BB mu
April RD.ooeeeennns April : R omismninis )
Mei e Mei RDvrerererens '
Juni | e Juni Ry vesssnn s Nama
Juli RD.ovvunnnns Juli o N
Agustus R v Agustus IS b o s
September RP..cooieranss September RD. i Mengesahkan, PPKD
Olktober 5 R Oktober o P
November R sivvvaness November Ry O
Desember L Desember B soesiiiiins ‘gﬁ
Jumlah St [T, Jumlah R scnnos v
Nama
PR v
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nam NIP Jabatan | Tanda Tangan
1
2
dst

) Sesuai dengan periodisasi SPD
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3.4 Format DPA-Pendapatan SKPD

Halaman....
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN F";r;;hr
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN
Kabupaten Musi Banyuasin SRED
Tahun Anggaran
Organisasi : '
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Rekening Volume Satuan Tarif/harga (Rp)
Jumlah
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) | |

| Januari T . ,tanggal.......
| Februari TR Pengguna Anggaran
Maret ;
- BB s an s
April B0 i Fovs
Mei SN T S Nama
'. Juzi B0 sinnini NIP: .
Juli B ciisuysunsinn s
Agustus Robapie oy ot Mengesahkan,
September T PPKD
| Oktober R s :
November TRl ST
Desember Bhoiscicvion e Nama
Jumlah = T NIEZ. o commnies
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
dst

*] Sesuai periodisasi SPD
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3.5 Format DPA-Belanja SKPD

Halaman.........
r DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN SATUAN KERJA Formulir
Kabupaten Musi Banyuasin DPA-BELANJA
Tahun Anggaraf...... SKPD

Orpanisasi | X.00LXXX

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdas

arkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sub
Kegiatan

Uralan

Jum

Lokasi

Tahun-1

Tahun

Belanja
Tidak
Terduga

Belanja
Operasi

Belanja
Modal

Tahun
+1

Belanja

Jumlah
Transfer HRES

11

12 14

|« | Kegiatan

9 10

13

Urusan ...

Bidang Urusan ...

Program ...

Kegiatan ...

Sub Xegiatan ...

dst ...

Kegiatan ...

Sub Kegiatan ...

dst ...

Belanja Pernunjang

dst ...

Urusan ...

Bidang Urusan ...

Program ...

Kegiatan ...

Sub Kegiatan ....

dst ...

Kegiatan ...

dst ...

Belanja Penunjang

dst ...

Urusan ...

Bidang Urusan ...

Program ...

Kegiatan ...

Sub Kegiatan ....

dst ...

Kegiatan ...

dst ...

Belanja Penunjang

dst ...

dst ...

dst ...

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Bulan*)

Januari

Rp.

Februari

Maret

April

I Mei

Juni

Juli

| Agustus

September

Oktober

November

Desember

Disetujui o.eh,
Pengguna Anggaran

disiapkan oleh,
PPKD
o

A

[ ret

Nama
NIP...

|
*) Sesuai dengan periodisasi SPD
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3.6 Format DPA-Rincian Belanja SKPD

Halaman.............
Formulir DPA-
ANGGARAN SATUAN KERJA RINCIAN

Kabupaten Musi Banyuasin

DOKUMEN PELAKSANAAN .
Tahun .

BELANJA SKPD

Urusan Pemerintahar @ X ....cceeeeeeereaezneess
Bidang Urusan | XXX ....ceeecoeeeeeezacees
Programm ! XXX ...ccoicrsozzzsnrnasne

Kegiatan : XK. . ..cooceeeaieiieniezz:
Organisasi @ XXX ....icoeeeeeeenneennee

]85 e, o, R Y eries

Alokasi Tehun -1 : Rp. (terbilang)
Alokasi Tahun : Rp. (terbilang)

Alokasi Tahun +1 : Rp. (terbilang)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikazor Tolalk Ukur Kerja Target Kinerja
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasarsen Kegiatan:

Sub Kegiatan @ X.XX.XX

Sumber Fendanaamn @ ...........

Lokasi : (Prowns: sampai Kecamatan, Kabupaten sampai Desa/Kelurahan)

Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)

Waktu Pelaksanaen : Mulai...... Sampai........
Keterangan :
Rincian Perhitungan Jumlah
K Hekani . e
ode Rekening Uraian Koefisien/ Satuan | Harga PPN (Rp)
Volume

Jumlah Anggaran Sub

Sub Kegiatan : x.XX.XX
Sumber Pendanaan :

Lokasi : (Provinsi sammpai kecamatan, Kab sampai Desa/Kelurshan)
Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)

Waktu Pelaksanesan : Mulai...... Sampai........
Keterangan :
Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekenin Urai isi
g raian ﬁoffm‘en/ Satuan | Harga| PPN (Rp)
olume
Jumlah Anggaran Sub
Fencara Penarikan Dana per Bulan¥)
Januari e e e e A SR Jtanggal.........
Februari o e P O e e Pengguna Anggaran
Maret B o P T R P R e o
April L o E'ﬁ
Mei ; N T T Nama
Juni 0 o, e W N e
Juli o P
Agustus e
September R Men%;sKagkan,
Oktober s e e T mag
November A O R
Desember R iy s mramisesas Nama
Jumlah e e e W o e NIP:
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
Nc. Nama NIE Jabatan Tanda Tangan
1
2
! dst
*) Sesuai dengan pericdisasi SPD
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3.7 Format DPA-Pembiayaan SKPD

Halamean. ...ce
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN o i
i SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH e
| Kabupaten Musi Banyuasin PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran...... SKPD
} Rincian Dokumern Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran
! Pembiayaan
Oreanisasi § BXR XX i
. : Jumlah
Kcde Rekening Uraian
(Rp)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
|
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah
. Rencana Realisasi Pendapatan
per Bulan?)
Januari Ribunsascsiesiongs | © o st Janpeal.. o
Februari s Pengguna Anggaran
Maret ROl consonsrernrunnnesscns %g
n April D '
| . Nama
| D SR NIP: ..........
Juni B Blses snmpminsicemansins
il RPeseruiensusasssierones Mengesahkan,
AgllSt'LlS Rp ....................... PPKD
September Bl insinnnins T3
Cktober 20 T W -
November B s binsicanuns s Nama
Desember Db IR eevins
Jumlah [Rp..........coocovvnnnn.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan |Tanda Tangan
1
ds
) Sesuai dengan periodisasi SPD
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B,

PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH

1. Ketentuan Umum

Anggaran Kas adalan perkiraa'n arus kas masuk yang bersumber dari

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan

dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap

periode. Menegaskan bahwa penyusunan anggaran kas dilakukan

sebagai berikut:

a.

PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah
untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran
sesual dengan rencana pen'arikan dana yang tercantum dalam DPA
SKPD.

. Anggaran kas Pemerintah Daerah berisi perkiraan realisasi

penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya
yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran
kas SKPD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas

pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub
rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembidyaan
untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi

penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.

. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek

pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen
anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan

penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan

setiap bulan.

. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas

pemerintah daerzh, dihitung berdasarkan rencena belanja per sub
rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub
kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SK?D serta mekanisme
pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran
pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran

pengeluaran yang telah ditetapkan.
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d.

o)

Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek
belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen
anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan
pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana
pengeluaran setiap bulan.

Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai
dasar penyusunan SPD.

Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD
dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.

Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD
paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.

. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama

2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.

Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan

menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;

2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan
dana dalam DPA-SKPD.

Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi,

menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah.

Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas Pemerintah

Daerah kepada PPKD selaku BUD.

PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas Pemerintah

Daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari

sejak dokumen rancangan anggaran kas Pemerintah Daerah diterima.
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3. Dokumen Terkait
I[lustrasi dokumen anggaran kas antara lain sebagai berikut:

3.1 Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
ANGGARAN KAS
Tahun Anggaran...........

52l Avat das

Pendapaten Asli Dawzh
-FajakDasan

- Reirioust daersh
L

Pardapatan Transfer
- Tansfer Pemiringh Fusst
- D5t

st

aiapsn
Fenggonsas SIFA
Ot

I
| limiah Pecapstan dan Feverimada Pembiayasn

I Eimizh Nalasi £33 veng Tersadla yanyk Pengeiarm I i

Algkati Belana dan Penpevaran Ferdlaain

e znja Operasl
-Bdasja Pegaaal

- Blay3 Barang 40 Jasy
L — ’

beanja Moda!
- Bedlanja hadal Tanan
o e

B anfa Tidak Tenduga

Banjs Transfer

Fengeiiarzn Fembiayain
- Peidayaran Cicilan Pokiow Utang
L —

ket Koiesd B2 anfa dan Fengdluaran Fembiapan pe Bulan
Nomlah Alcksai Beanja dan Fengaluaran Pemiiayean pa Triwalan

52 Kas {jandsh aioiast s yang tersadia ntui pangduaran setelan diorang
Bl d Penpeluaran Fendiayaan pe Triwulas)

R 1, -
Disiapkan oleh,
BID/KUASABUD
: : :
F
g

Hama

| —
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3.2 Format Anggaran Kas SKPD

Frihniel
Hekapan encana Pendaps

Bmbian

Lol = o
a0 danfatau Fenerimain

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ANGGARAN KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN...

simiah Rencana Pendapatan dazfatau Penerimaan

Fombizyzan Fer Bulan

Jumlah Rencana Pendapatan danfatay Penetimazn

Pembiayean et Tiwnelan

Rekapan Reotana Belan danfatau Pengeluaten

Pembiayean Per DRASKPD

Ko. DA-THRD

[iubkegiaan

Jumiah hencana Belanja danfatau Pengeluaran

Fembizyaan Per Bulan

Jorelah Fancana Belanjz danfatau Pangeluaran

Pembiayan Per Tiwulan

KepalaSkpD

SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

qy

Ketentuan Umum

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan
tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD.

Dalam rangka manajemen, PPKD menerbitkan SPD dengan

mempertimbangkan:
a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;

b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
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c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum
dalam DPA SKPD.

SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan

kepada PPKD untuk ditandatangani.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan
SKPD atau unit SKPD setiap periodik.

b. Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat
bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku
BUDdapat melakukan perubahan SPD atau dokumen yang
dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada
DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD.

c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila
terdapat kondisi sebagai berikut:

1) Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan
penerimaan dalam anggaran kas; atau

2) Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak.

3) Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran
berikutnya.

d. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data,

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan

secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran

kas pemerintah daerah.

b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku
BUD untuk disahkan.

c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada
Kepala SKPD.

3. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen SPD sebagai berikut:



3.1 Format SPD

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

NOMOR .
TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
PPKD SELAKU BUD
Menimbang : bahwa untuk melaksanakanan anggaran belanja sub kegiatan

tahun anggaran........ berdasarkan DPA SKPD/Perubahan DPA-

SKPD dan anggaran kas yang telah ditetapkan,

perlu disiapkan

pendanaan dengan menerbitkan surat Penyediaan Dana;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah.............. tentang Penetapan APBD / PAPBD

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran

2. Peraturan Bupati NOMIOL v ssvnrsenn Tahun........... tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

Anggaran............

3. DPA-SKPD/ PerubahanDPA SKPDr) Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun................
MEMUTUSKAN:

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,
Tehutic i tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

tanggal Bulan
Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun Anggaran.......... Menetapkan/menyediakan kredit anggaran

sebagai berikut:
1. Dasar Penyediaan Dana:
DPA-SKPD /Perubahan DPA-SKPD R e SO
2. Ditunjukan kepada SKPD = e,
3. Kepala SKPD s
4. Jumlah Penyediaan Dana 2 21 A -
(TEEDIlAIg. i vorvniinivainsinvenssass s s )

5. Untuk Kebutuhan Bular. oo sid .
6. lkhtisar Penyediaan Dana:

a. Jumlah Dana DPA'SKPD/ Perubahan o o R

VEETRRIEIAR o conasisnsnmmnmimns s sipansessim s )
b. Akumulasi SPD Sebelumnya T
(LEEDAlANG . axavsinsmnmimmsnnsasnimaasonmess )
c. Sisa Dana yang belum di SPD-kan R s
220 162k Lo OO | SR O S )
d. Sisa Dana yang belum di SPD-kan saat ini:Rp................
(Terbilang. ... .ot s sass )
e. Sisa Jumlah Dana DPA-SKPD /Perubahan
DPA-SKPD yang belum di SPD-kan o £ R
b5 0 50 2o R MR ERC  5 )
f. Ketentuan-ketentuan lain

......................

......................

Ditetapkan di.............
Pada tanggal..............
PPKD Selaku BUD

Tembusan disampaikan kepada
1. Inspektur
213
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G.

3.2 Lampiran Surat Penyediaan Dana

Lampiran : Surat Penyediaan Dana (SPD)

Nomor SPD

Tanggal

SKPD

Periode
Tahun Anggaran ke s s
Nomor dan Tanggal DPA-

SKPD/Perubahan DPA-SKPD

:E:i& b q’ Pt sy "‘k? & ail S ,..._&t et o : 4@\. el

Jumlah

Jumlah Penyediaan dana i
BERENG covnrvonnmsiprrosmmenimanmsmsrae]

Ditetapkan ditwuimees

PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN

1. Ketentuan Umum
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
serkenaan. Untuk melakukan pengakuan atas pendapatan daerah

dimaksud diperlukan pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan

daerah.
Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimaksud

meliputi penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan dari
pihak ketiga,
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penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian melalui buku-buku
Bendahara Penerimaan, pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

Semua tehapan penatausahaan pendapatan tersebu: memuat informasi,

aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Penatausahaan pendapatan pada tahap penerapan, penerimaan

pendapatan, hingga penyetoran pendapatan, adalah sebagai berikut:

a. Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan
penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

b. Dalam hel Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perur.dang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD
melalcukan pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah tersebut.

c. Bendahara Penerimasn wajib menyetor seluruh penerimaannya ke
Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa
keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan
depa: melebihi 1 (satu) hari yang diat_u;_dalan_l Peraturan Bupati.

d. Setiep penerimaan ha:ué di.clluku.ng.olelll bﬁkci yang lengkap dan sah
atas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik.

e. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau
non tunai. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan Surat
Tanda Setoran (STS). Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD
menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

f. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat
berharge yang dalam penguasaannya:

1) lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis daerah
sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan
keterbatasan peleyanan jasa keuangan, serta kondisi objektif
lzainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang
diatur dalam Peraturan Bupati, dan/atau

2) ates nama pribadi.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikat:
a. Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.
Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan
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Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang  Sah. Berdasarken  sifat dan  prosedur

pemungutan/pembayaran pendapatan daerah, dapat dibedakan:

1) .Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati;
dan/atau

2) Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada

penetapan).

_ Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran

pendapatan daerah, penatausahaan pendapatan daerah
dilaksanakan sebagai berikut:

1) Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan
oleh Bupati, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan sesuai
dengan jenis pendapatan yang dietur dalam peraturan
perundang- undangan.

2) Penatausahaan pendapatan yang dibeyar sendiri oleh wajib
pajak (tanpa ada penetapan) didasarkan pada
dokumen/bukti penerimaan sesuai dengan jenis pendapatan
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3) Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada
dokumen/bukti meliputi:

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

c) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT);

o) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);

h) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);

i) Surat Tanda Setoran (STS);

j) Nota Kredit dari Bank;

k) Surat Perjanjian;

1) Dokumen penetapan lainnya ketentuan peraturan
perundangan-undangan;

m) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau

n) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan.
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'4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

dalam melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat

dilakukan secara tunai dan non tunai, dengan cara:

a) Penyetoran  penerimaan

pendapatan  secara  tunai

dibuktikan dengan penerbitan Surat Tanda Setoran (STS)

atau bukti lain yang sah. Daftar STS yang dibuat oleh

Bendahara Penerimaan didokumentasikan dalam Register

STS.

b) Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai

dibuktikan dengan bukti notifikasi/nota kredit/media

elektronik lainnya.

5) Penyetcran pererimaan pendapatan daerah dari Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah

setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota kredit/media

elektronik lainnya.

c. Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan dengan

wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas/fungsi SKPD dan

SKPKD, sebagai berikut:

Jenis Pendapatan

Bendahara Penerimaan

Pajak Daerah

Bendahara Penerimaan di SKPD yang
memiliki tugas dan wewenang
pengelolaan pajak

Retribusi Daerah

Bendahara Penerimaan di SKPD yang
memiliki tugas dan wewenang
pengelolaan retribusi

Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Daerah

Hibah

Dana Darurat

Lain-lain Pendapatan Sesuai

undangan

dengan Kerentuan Perundang-

melaksanakan fungsi BUD, kecuali:

1. Hal-hal terkait pajak dan retribusi
tetap dikelola oleh Bendahara
Penerimaan di SKPD terkait

2. Pendapatan BLUD dikelola oleh

BLUD terkait

3. Pendapatan Hibah Dana BOS,

Dana kapitasi dan pendapatan
lainnya yang  dikelola oleh
Bendahara Khusus.
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2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Tahap Penetapan dan Penagihan

Bagian 1 - Penetapan Pendapatan

1)

4)

Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Bupati atau

pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen

penetapan pendapatan daerah.

Penetapan pendapatan dapat berupa:

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

c) Surat Pemteritahuan Pajak Daerah (SPPD);

d) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

e) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan. |

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah

surat ketetapan pajak vyang menentukan besarnya jumlah

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan

jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib

pajak/wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada

Bendzhara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

sebagai dasar penagihan.

Penagihan per.dapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas

pemungut vang ditunjuk oleh PA/KPA.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan pendapatan

berdasarkan dokumen penetapan.

Bagian 2 - Penagihan

Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara

manual, surat elektronik, notifikasi sistem secara digital dan/atau

media elektronik lainnya. Adapun langkah-langkah penagihan

piutang sebagai berikut:

1)

Petugas pemungut berdasarkan dokumen  penetapan

pendapatan den surat tagihan melakukan penagihan ke pihak

ketiga.



2) Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan jadwal
yang tercantum dalam dokumen penetapan pendapatarn.

3) Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-
pihak yang melakukan pembayaran pendapatan.  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada
Pemerintah Kabupaten.

4) Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:

a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan
pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga;

b) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada
pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang
ditandatangani oleh pihak ketiga;

c) Petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen
kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu dan PPK-SKPD.

5) Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan
cara:

a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan
pendapatan kepada pihak ketiga;

b) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SXPD dan
Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat
elektronik penagihan pendapatan.

6) Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara
otomatis sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi
atau media lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang
memiliki kewajiban untuk membayar pendapatan daerah.

b. Tahap Penerimaan Pendapatan

1) Penerimaan pendapatan melalui Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara
tunai, dilakukan sebagai berikut:

a) Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau
surat tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya
kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan validasi dengan meneliti
kesesuaian antara jumlah uang yang diterime dengan

jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen pznetapan.
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c) Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan menyerankan

kepada pihak ketiga.

2) Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non

tunai, dilakukan sebagai berikut:

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerirnaan
Permmbantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan
atas penerimaan pendapatan.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembentu melakukan validasi bukti penerimaan sebagai
berikut:

(1) Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan;

(2) Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian
antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang

telah ditetapkan pada dokumen penezapan.

3) Penerimaan  daerah  melalui rekening Bendahara

4)

5)

6)

Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu secara non
tunai dianggap sah setelah Bendahara
Penerirmasn/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan
validasi.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak
ketiga yang telah melakukan pembayaran.

Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai,

dilakukan dengan cara:

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan
dari RKUD atas penerimaan pendapatan SKPD; dan

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan validasi sebagai berikut.

Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas

penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD.

Dalam hal penerimaan pemberitahuan/notifikasi tidak

diinforrrasikan  secara otomatis, maka Bendahara
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Penerimaan wajib meminta bukti transaksi atas penerimaan

pendapatan yang diterima langsung RKUD;

8) Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara
jumlah uang yang diterima dengan jumlah ‘yang telah
ditetapkan.

9) Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai
dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara
Pene.rimaan Pembantu melakukan validasi.

a) Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat
dilakukan melalui transfer dari rekening pihak ketiga
dan/atau melalui kanal pembayaran secara online yang
disediakan oleh penyedia jasa pembayaran (PJP) dari
lembaga keuangan bank dan non bank.

b) Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic
Transaction Process (ETP) antara lain: agent banking,
mobile/phone banking, car banking, Anjungan Tunai
Mandiri (ATM), internet banking, QRIS /Barcode, tapping,
Electronic Data Capture (EDC), Cash Management
System (CMS) dan transaksi berbasis elektronik lainnya.

c) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan rekonsiliasi secara periodik
dengan Bank.

c. Tahap Penyetoran Pendapatan

1) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib
menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling
lambat dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis daerah
sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan
keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif
lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.

2) Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan
Pembantu wajib memindahbukukan penerimaan
pendapatan dimaksud ke rekening RKUD paling lambat

dalam waktu 1 (satu) hari.
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3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan

antara lain sebagai berikut:
3.1 STS

Re————

Bank
No. Rekening
Penerimaan tanggal

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SICBIY. . s

- SURAT TANDA SETORAN (STS)

v b e n )
e ks 8
.

ORI T s

TR rTe

Harap diterima uang seb esar RP .. e v (LT DIANE s 11v e sov sos e sesees vt e sreess srnene )

Dengan Rincian Penerimaan sebagai berikut:

JUMLAH
Menge tahui, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan/ Bendahara

Anggaran Penerimaan Pembantu

npd]

] ;

by

Nama Nama

PR i .12 e
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3.2 Register STS

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SKPD.......
TAHUN ANGGARAN......
REGISTER STS
PERAGBL s rmmssisasse
;| NosTS | Tonggal | KodeRekenng | Umim | i | Sado
Disetujuioleh, Disiapkanoleh,
Penggura Anggaran/ Kuasa Bendahara "eneriaan/
Pengzuna Angzasn Bendahara Penerimaan
AMAS H
O 0]
Nama hema
MEP: airens 11—

PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

1. Ketentuan Umum

Dalam penatausahaan pendapatan daerah, Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan

pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah

vang menjadi kewenangannya.

Bendahara Pensrimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan

pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas

penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah
menggunakan buku-buku sebagai berikut:

1) Laporan Penerimaan dan Penyetoran
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2) Register STS
3) Buku Kas Umum
4) Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank
b. Dalam melakukan pembukuan tersebut, Bendahara Penerimaan
menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar
pencatatan, antara lain:
1) Tanda Bukti Penerimaan
2) Surat Tanda Setoran
3) Nota Kredit Bank
4) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen
di atas
c. Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga)
prosedur, antara lain:
1) Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai
2) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening
Bendahara Penerimaan

3) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas Umum

Daerah

d. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu memuat informasi, aliran

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan

secara elektronik.
2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pembukuan atas Penerimaan Tunai

1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan
Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi
penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada
Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran.

3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

b. Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara
Non Tunai
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1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan di rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non
tunai berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau
notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada
Buku Kas Umum (BKU)  di sisi penerimaan sesuai dengan
kode rekening pendapatan.

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penyetoran pendapatan secara non tunai
(pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di
sisi pengeluaran.

3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

c. Pembukuan atas Penerimaan di RKUD

1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembanty
mwencatat penerimaan di  RKUD berdasarkan bukti
penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya)
yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi
penerimaan dan di sisi pengeluaran sesuai dengan kode
rekening pendapatan.

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pembukuan Bendahara Penerimaan antara

lain sebagai berikut:

2
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3.1 Buku Kas Umum

TAHUN ANGGARAN.....

BUKU KAS UNUM
T

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

géda

.° Rekenlng

Uralan

T.anggai No, Bukti

Penerlmaan

Pengeluaran Ssi&a

$2ido Kas di Bendahars Penerimaan/Bendahara Penerimazn Pembanty

e

e R P o HORE SR T AT G A

rardin ds:

unal

= T3

b Bank
O ZENK

Dizetujuioleh,
Pengzuns Anggsran/
KussaPengzuna

flama
P copnass
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3.2 Rukn Pembantu Kas Tunai

SKPD..

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN.....

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Periode: v

Disetujui oleh,

Disiapkan oleh,

NIP: cvvseren
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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyampaikan

Laporan  Pertanggungjawaban. Bendahara  Penerimaan  SKPD

bertanggung jawab secara administratif kepada PA dan secara fungsional

kepada BUD.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

memuat informas:, aliran data, serta penggunaan dan penyajian

dokumen yeng dilakukan secara elektronik.

laporan  pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan /Bendahara

Penerimaan Pembantu diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

b. Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara
administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling
lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

c. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan
merupakan per.ggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan
Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan,
penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebur
dilampiri dengan:

1) BKU

2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran

3) Register STS

4) Bukt penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
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d.

f.

Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil konsolidasi
dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan

dari PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD

sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran

pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi:

1) Meneliti  transeksi  penerimaan  beserta tanda bukti
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait;

2) Meneliti transaks: penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya
yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait;

3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
penerimaan pendapatan dan penyetorannya.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada

Pengguna Anggaran.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bagian 1 - Bendahara Penerimaan Pembantu

1)

2)

3)

4)

Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan
penutupan BKU.

Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan Penerimaan
dan Penyetoran.

Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan
bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, Laporan
Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan
bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada Bendahara

Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Bagian 2 - Bendahara Penerimaan

1)

2)

Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan penutupan
BKU.

Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan

Penyetoran.
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4)

o)

Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti-bukti
penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah.

Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang
dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
kebenaran  pertanggungjawaban yang  disampaikan oleh
Bendahara Penerimaan Pembantu.

Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam
proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan yang merupakan gabungan dengan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu.

b. Tahap Penyampaian LPJ Administratif

1)

4)

Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna
Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan:

a) BKU S e

b) Laporan Penerimaan dan Penyetoran

c) Register STS

d) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

e) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait;

b) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda  bukti
penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait;

c) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya.

Jika  PPK-SKPD menemukan  ketidaksesuaian dan/atau

ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan kepada

Bendahara Penerimaan.

Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan

lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan
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5)

menyatakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ

Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.

c. Tehap Penyampaian LPJ Fungsional

1)

2)

Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi

persetujuan (approval),
Pertanggungjawaban Bendahara
selaku BUD.

menyampaikan

Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ

Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.

Penerimaan kepada PPKD

PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi

rekonsilisasi penerimaan.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara

penerimaan antara lain sebagai berikut:

3.1 LPJ Bendahara Penerimaan

SKPD

PERIODE

LAPORAN PERTANGGUNGIJAWABAN
BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

A. Penerimaan
i 1. Tunaimelalui bendahara penerimaan.
| 2, Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu

3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan

4. Melalui ke rekening kas umum daerah

B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3)

C. Jumlah penyetoran

D. Saldo Kas di Bendahara

1.

2.
3.
4

Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan Pembantu ......
Bendahara Penerimaan Pembantu ......

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Of

Nama

NPz i

3 2 AR
BB svionvan
Rl secormens
BP.vsvsuiens
BREr wsviiss
1
BB avrecisisiati
RO e
RDinvaiussmmenss
B ool i,
R
Disiapkan oleh,

Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu

o)
o}
Nama
MNP crisrnsans
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3.2 Laporan Penerimaan dan Penyetoran

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SKPD.....oo566
TAHUN ANGGARAN.....

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN
Perdode: ..

TR IR ETT e

_ PENERIMAAN

o BUKY

W fga bt fon o | Joa fra fea fo

[
<

P
i

s
[2N3

-
(EF)

P
T

L oo
w

[
Lia)

Juralah Penerimaan:
- |Tumai ‘Rp
. |NonTunairek SKPD :Rp
. |RKUD iRp
TOTAL ‘Rp

Iumlah Penyetoran:

Tursai ‘Rp
Tansfer :Rp
TOTAL ‘Rp

Saldo Kas diBend Penerimaan:
Turai: Rp
Bark : Rp

Disetujuioleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguns

Cisiapkan olgh,
Bendahara Penerimaan/

Anggarsn Bendahara Penerimaan
H .
o} Y
fed o
14 {3 E} |
MNama MHama
H]p: LTI R Nlp: LELN LRI )
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REKONSILIASI PENERIMAAN
1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku BUD

melakukan  verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi

penerimaan.

PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan

pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka  rekonsiliasi

penerimaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi:

1) kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggurigjawaban
penerimaan;

2) evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan;

3) analisis capaian realisasi penerimaan.

b. Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban,
PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara
periodik yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.

c. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD

memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah

sesuai ketentuan, yaitu:

a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasi
RKUD

b. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan

kepada Bendahara Penerimaan SKPD.
C. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan
rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi

pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
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d. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan
menampilkan data sestiap bulan.
I e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasi
penerimaan.
3. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen rekonsiliasi penerimaan antara lain sebagai

berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
REKONSILIASI PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN.....

A, Pendapatan Daerzh berdasarkan LP) Bendahara Penerimaan Rp.

B.  Transaksi-transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapltidak
tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu
¢ Dst Rp.
Total Rp.
C.  Emor/Kesalahan Pencatatan Penerimaan
¢.Dst Rp.
Total Rp.

K PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN

1. Ketentuan Umum
Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau restitusi
daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar

(SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan

i daerah.

ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai
berikut:
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a.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan
membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan

dengan membebarkan pada rekening belanja tidak terduga.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya

berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun

sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:

1) penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan

2) objek penerimaan daerah yang sama.

Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:

1) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;

2) Rekomendasi APIP;

3) Rekomendasi BPK-RI;

4) Putusan pengadilen berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak
ada upaya hukum lainnya; dan/atau

S) Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan

pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses

verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:

1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuarn.

2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.

Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:

1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau

2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan
yang sudah disampaikadn.

Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta

hasil verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
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|

|

Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatean harus
didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
(SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih  Bayar
(SKRDLB) atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk

pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.

. Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB

atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain
pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permohonan
pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak

daerah/retribusi daerah kepada BUD.

. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan

pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat
Perintah Pembayaran (SP2) untuk pengembalian kelebihan
penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.

Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan
pendapatan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Tahap Penerbitan SKLB

1) Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas
penerimaan pendapatan daerah.

2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi
atau permohonan pengembalian kelebihan  penerimaan
pendapatan daerah.

3) Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB.

4) PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.

b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan

pendapatan daerah

Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan

Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan

Penerimaan Daerah:

1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama
maupun tahun sebelumnya.

2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun vang sama
Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi pada

rekening penerimaan yang bersangkutan.
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Bagian 2 - Belanja Tidak Terduga (BTT)

Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD

akan memproses pengajuan LS pengembalian atas kelebihan

pendapatan daeresh dan membebankannya pada rekening belanja

tidak terduga.

c. Tahap Penyesuszian Pencatatan

1) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah yang  sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang
sama, Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian
pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan

daerah dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan
penerimaan daerah.

2) Berdasarkan 3SP2 pengemba]ian. atas kelebihan penerimaan
daerah yang  sifatnya tidak berulang dan terjadi oada
sebelumnya, Bendahara Pengeluaran = SKPKD  melakukan
penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan

penerimaan dasrah dimaksud yang dibebankan pada BTT.

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

1. Ketentuan Umum
Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening
Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana
merupakan kewajiben daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja
daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan kabupaten yang ditetapkan dengan

ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan belarja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut:

a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti vang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

c. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran
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keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu

melaksanakan pembayaran setelah:

1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang
diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;

2) menguji  kebenaran  perhitungan  tagihan  yang
tercantum dalam dokumen pemboayaran; dan

3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila

persyaratan tidak dipenuhi.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran

yang dilaksanakannya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak

lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan

dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum

Negara.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.

Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada
Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub
kegiatan pada Unit SKPD.

Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat
melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada
penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar
terlebih dahulu kepada PPTK.

Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia
barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar,
dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan
PA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD)
yang diajukan oleh PPTK.
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d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dapat dilakukan
secara tunai dan/atau non tunai melalui pemindahbukuan
dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

e. Dalam hal wuang panjar lebih besar dari realisasi
pembayaran belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang
panjar dimaksud kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui
transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari
realisasi pembayaran belanja, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar
kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening
PPTK.

f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas
penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Bele-t.nja' Menggﬁﬁakan Uang Pahjar
1) Pengajuan Uang Panjar

a) PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang
berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan dan
DPA SKPD.

b) PPTK menyiapkan NPD.

c) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk
mendapatkan persetujuan.

d) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikannya kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengelueran Pembantu.

e) Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan
PA/KPA, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencairkan uang panjar
sebesar yang tercantum secara tunai dan/atau non
tunai melalui pemindahbukuan dari rekening
Bendahara  Pengeluaran/Bendehara  Pengeluaran

Pembantu ke rekening PPTK.
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2) Pelaksanaan Belanja

a) Setelah menerima wuang panjar tersebut, PPTK
melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan
yang dikelolanya. Pada saat pelaksanaan belanja,
PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja
vang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara
materiil.

b) Dalam hal sampai dengan batas yang telah
ditentukan atau pelaksanaan sub kegiatan telah
selesai, PPTK menyusun rekapitulasi belanja yang
menggunakan uang panjar dilampiri dengan bukti-
bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan
sebagai bahan pertanggungjawaban belanja.

c) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja
terdapat kekurangan pembayaran atas uang panjar
yang diberikan, Bendahara Pengeluaran melakukan
pembayaran kekurangan pembayaran  tersebut
secara non tunai melalui ‘pemindahbukuan dari
rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK.

d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja
terdapat kelebihan uang panjar, PPTK melakukan
pengembalian kelebihan uang panjar secara non
tunai melalui pemindahbukuan dari rekening PPTK

ke rekening Bendahara Pengeluaran.

b. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar

1)

2)

3)

4)

PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub
kegiatan yang dikelolanya dan untuk itu melakukan
‘ransaksi dengan pihak penyedia barang/jasa.

Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat
keabsahan belanja secara materiil.

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK
menyiapkan NPD.

PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk

mendapatkan persetujuan.



S) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

6) Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi
belanja disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu untuk diverifikasi.

7) Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti
yang sah,  Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu melakukan proses pembayaran
langsung secara tunai/non tunai.

8) Pembayaran secara tunai/non tunai dilakukan melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke
rekening pihak penyedia barang/jasa.

c. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran

1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu melakukan verifikasi belanja dengan langkah
sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran.

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
untuk belanja terkait telah disediakan.

c) Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk
bukti/pernyataan atas pencatatan/pendaftaran BMD.

d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang
tercantum dalam bukti transaksi.

2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses
verifikasi, Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK
untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan.

3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses
penyusunan LPJ Penggunaan UP.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja

antara lain sebagai berikut:
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M.

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

1. Ketentuan Umum

Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP) ditetapkan

dalam Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan besaran UP yang
dilakukan oleh BUD.
Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap

SKPD adalah sebagai berikut:

a.

Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak
menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan
besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran
anggaran be.anja yang akan menggunakan LS.

Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari

keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Alternatif 1: Membagi total belanja UP dengan frekuensi pengajuan

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) UP

a.

d.

Menentukar. besaran rencana belanja dengan LS, yang
merupakan penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi,
belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Menentukan keseluruhan rencana belanja yeng akan menggunakan
UP, dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan

DPA SKPD dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung.

. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ

UP dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman
tahun-tahun sebelumnya.

Menentukan besaran UP dengan rumus:

Rencana Pembavaran Belanja menggunakan uang persediaan
Besaran UP= Proyeksi Frekuensi pengajuan LP] UP dalam setahun

Alternatif 2: Batas maksimal nilai UP ditentukan berdasarkan pagu

anggaran SKPD

a. Menetapkan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran

yang dimiliki SKPD sebagaimana digambarkan dalam contoh di

bawah ini (angka hanya sebagai ilustrasi):

1) maksimel Rp.50.000.000 untuk Pagu DPA SKPD sampai dengan
Rp.500.000.000.



2) maksimal Rp.75.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas
Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.1.000.000.000.

3) maksimal Rp.100.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas
Rp.1.000.000.000.

PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN

1. Ketentuan Umum

Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan
UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk
Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk
memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang
dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belan;a yang

dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS meupun TU.

Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentusn yang

mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang

untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan

SPP-TU.

Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai

berikut:

a. Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD
dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).

b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit
SKPD, dapat dilakukan secara tunai/non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat
keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara

Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara

Pengeluaran.

d. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan

besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

serta waktu pelaksanaan kegiatan.
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€. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku-

buku terkait.

| f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas
penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

g. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir
ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai

dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, dapat

disetorkan secara tunai/non tunai melalui pemindahbukuan dari
rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara
Pengeluaran.

| 2. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP
berdasarkan usulan dari Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Pengelueran Pembantu mengajukan permohonan
pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna
Anggaran.

c. Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku
terkait.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan

pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sedesar

pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti transaksi.

PERMINTAAN PEMBAYARAN

1. Ketentuan Umum
Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal
pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekeligus
sebagai proses pembebanan rekening Belanja. Proses permintaan
pembayaran memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Permintaan pembayaran diatur sebagai berikut:
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0

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK
SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.

Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran
SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu
melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD.

Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran
anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran
pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan SPD.

SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP UP,
SPP GU, SPP TU, dan SPP LS. Sedangkan SPP yang dapat diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri atas SPP TU dan SPP
LS.

. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. Pengajuan SPP
UP diajukan dengan melampirkan keputusan Bupati tentang besaran
P,

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. Pengajuan SPP
GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan

UP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU ditetapkan

dengan Keputusan Bupati .

. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu

mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat
mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP
UP/GU.

Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari
PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam hal sisa
TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke
Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri dengan
daftar rincian rencana penggunaan dana.

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:

1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
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2) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah
ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali
PA/KPA.

k. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh
Bendahara
Pengeluaran untuk pembayaran:

1) gaji dan tunjangan;

2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan

3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

1. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan
barang dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada KPA.

m. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan
barang dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari
sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

n. Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan
yang ditetapkan  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD
diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

b. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan
Keputusan Bupati tentang besaran UP, yang ditetapkan satu kali
dalam satu tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan
pertimbangan:

1) ketersediaan kas di RKUD;

2) rencana pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme
LS;
3) besaran anggaran SKPD.

c. Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Bupati tentang
besaran UP dan disertai dengan pernyataan pengguna anggaran
bahwa uang persediaan akan digunakan sesuai dengan

peruntukannya.
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d. Besaran QU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah

diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi

besaran UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-GU;

2) Rincian belanja yang diajukan penggantianaya sampai dengan
sub rincian objek; dan

3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP.

. Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuar. PPTK atau pihak

terkait lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara

pengeluaran/bendahara pengeluaran  pembantu. Pengajuan

permintaan pembayaran TU ini didokumertasikan dalam SPP TU

yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-TU;

2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub
rincian objek.

Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung

dari RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian,

pembayaran gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS

dengan pertimbangari trainsfef dananya dilakukan langsung dari

RKUD ke penerima (tanpa melalui rekening bendahara

pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu).

. SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk

pembayaran antara lain:

1) hibah berupa uang;

2) bantuan sosial berupa uang;

3) bantuan keuangan,;

4) subsidi;

5) bagi hasil;

6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan
penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya,

7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan

rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi EPK.

. Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan

sesuai dengan jenis pengajuannya berdaesarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pengajuan Permintaan

Pembayaran LS ini didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdiri

atas:
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1)
2)

Ringkasan SPP-LS;
Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai

dengan sub rincian objek.

i. Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-billing

untuk pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik
kepada PPTK.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP

1)

2)

Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan
besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati ;
Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan

pembayaran

UP tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

b. Pengajuan Perrmintaan Pembayaran GU

1)

2)

3)

4)

5)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA

melalui PPK-SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan

Pertanggungjawaban UP. R.

Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang

dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran.

SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling

sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).

Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP

yang disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran

menyiapkan:

a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi
yang lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan
terkait.

b) Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam
SPP- GU.

c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

1)

Pengajuan Permintaan Belanja TU:
a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan
didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-

SKPD, untuk memastikan bahwa kebutuhan dana
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b)

c)

d)

tersebut memenuhi persyaratan pengajuan permintaan

belanja TU, yaitu:

(1) Kegiatan yang bersifat mendesak;

(2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-

UP/GU. b) PPTK menyiapkan rincian rencana
penggunaan dana TU sebagai syarat pengajuan
permintaan belanja TU yang didokumentasikan dalam
Daftar Rincian Rencana Belanja TU.
PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana
Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan
persetujuan.
Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar
Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD.
PPKD rnemberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian
Belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah
pengajuan permintaan belanja TU yang ditetapkan dengan

Peraturan Bupati .

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

a)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU

sebagai dasar pengajuan permintaan pembayaran TU.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu meneliti rencana belanja TU dengan langkah

sebagai berikut:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;

(2) Merneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

(3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen
yang mendasarinya;

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu menyiapkan permintaan T yang

didokumentasikan dalam SPP-TUj;

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu mengajukan persetujuan permintaan

pembayaran TU tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-

SKPD.
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d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan
a) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan
sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS
Gaji dan Tunjangan.
b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:

(1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatar.gani
oleh pejabat sesuai kewenangan;

(2) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai
yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
meliputi:

(@) gaji induk;

(b) gaji susulan;

(c) kekurangan gaji;

(d) gaji terusan;

() SK CPNS;

(f) SK PNS;

(8) SK kenaikan pangkat;

(h) SK jabatan;

(i) kenaikan gaji berkala;

() surat pernyataan pelantikan:

(k) surat pernyataan melaksanakan tugas;

(I) daftar keluarga (KP4);

(m) fotokopi surat nikah;

(n) fotokopi akte kelahiran;

(0) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP)
gaji;

(p) surat keterangan masih sekolah/ kuliah;

(q) surat pindah; dan

(r) surat kematian;

Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan

peruntukannya.
c) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan
dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran
memverifikasi rencana belanja gaji dan tunjangan dengan

langkah antara lain:
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(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa

belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak

melebihi sisa anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD terzait untuk memastikan

dana untuk belanja gaji dan tunjangan yvang akan

diajukan telah disediakan;

(3) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.

d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran

menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji

dan Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji

dan Tunjangan. Pengajuan tersebut disampaikan kepada
PA melalui PPK-SKPD.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan

Jasa

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan

mengacu kepada berita acara dan dokumen pengadaan.

Dokumen pengadaan yang dimaksud antara lain:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
)

(10)

(11)

dokumen kontrak;

berita acara pemeriksaan;

berita acara kemajuan pekerjaan;

berita acara penyelesaian pekerjaan;

berita acara serah terima barang dan jasa;

berita acara pembayaran;

surat jaminan bank;

surat referensi/keterangan bank;

jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan
bank RKUD;

surat  pernyataan kesanggupan dari pihak
lain/rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan seratus
persen sampai dengan berakhir masa kontrak;
dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-
kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya

bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar

negeri.

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan

dengan kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan

barang dan jasa yang dilakukan.
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b)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu memverifikasi rencana belanja pengadaan
barang dan jasa dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan
dana untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang
akan diajukan telah disediakan;

(2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja pengadaan barang dan jasa yang akan
digjukan tidak melebihi sisa anggaran;

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas
tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima

(BAST), dan dokumen pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara
Pengelueran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS
Pengadaan Barang dan Jasa yang didokumentasikan dalam
SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mengajukan persetujuan permintaan
pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa tersebut

kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD /PPK-unit SKPD.

3) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga

Lainnya

a)

b)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan
mengacu kepada Keputusan Bupati dan dokumen
penduxung lainnya.

Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dihitung  berdasarkan keputusan Bupati dan/atau
dokumer. pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh
bendahara pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak
ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan dengan langkah antara lain:
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(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran:

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang akan diajukan telah disediakan:

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan
berdasarkan keputusan Bupati dan/atau dokumen
pendukung lainnya.

d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan PermintaanLS kepada Pihak Ketiga lainnya
yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga
lainnya.

¢) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan persetujuan permmtaan pembayaran LS pihak
ketlga Ieunnya tersebut kepada PA/KPA melalm PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD.

3. Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen permintaan pembayaran antara lain sebagai
berikut:

254



a. SPP-UP

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

1 12 Lo o S e
Uang Persediaan
SPP-UP
1. Nama SKPD
2. Nama Pengguna Anggaran
3. Nama Bendahara Pengeluaran
4. NPWP Bendahara Pengeluaran
5. Nama Bank
6. Nomor Rekening Bank
7. Untuk Keperluan
3. Dasar Pengeluaran SISEB e Nomor: ......cccovvunan, iTal 12V
SEDESHITT RN vrevsrasmisiinsini s
(TEPDEING . s e mvvmsamsrm s
No Uraian
I I
I I

1 |SPD

o L e NOMOLS ciiiioviimsneersisn e |RES

Tanpgali, o mtmmnn e A e e e e o o 7T

B il iesuimanie st s BSE vt i, RS
1 |SP2D Sebelumnya

ENEEEll s ] NOBIOL, 1y ranorismesaiae (FRD

Tanpgall:  vonvinmms NOIIOL! »osusvsseivssmsvesins | |RD:

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini,

Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

L=mbar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-5KPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Perigeluaran
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PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

|
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
! 1o S
Tahun Anggaran : ............
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
No Kode Rekening Uraian Nilei Rupiah
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1
Lo [
0. BEERBURIRK, R
3. |dst
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2
Bisneoxem 0 0 fC BT
ST e abeas oo S A (O
l6. XRXERIXXRE e,
i XXRXXXLIXXX )
8. |dst
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3
Plrommomox
10. |dst
! RO s
{a T AT S rupich ##
Mengetahui/Menyetujui; (Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap|
MR i NI e v
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b. SPP-GU

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

0% 13 | T TSRS L )
Ganti Uang
SP
ol c s I R A | Sl e A e ST
2 NewgtengounaApepapany | 0 0 5 R R T
3. Nama Betiahara Penpeluareny . [
. MNP ERda e Panegetupran. 0 0 B e e s
oL rar L e ORISR | || s S TR R e i
ol NemiGrBelesigREmle o oY - 0 R e e e
(e g oL T O G . S e e R

USEE.

8. Dasar Pengeluaran Nomor: . ... tanggal
SEDESAT KD et ranosseensinssmnes
(Terbilang
No u
] |
1 I
] |SPD
TAnEEAl L ...ooeorerne tevinmssessssints NGO v iaiivmsnns s Rp.
ARSI i s B e NOIOL G i Rp.
DS e LB o P Rp.
I |SP2D Sebelumnya
angealiny,. . e NOTOT vt s Rp.
Pangpaline., o wresimem iiatibe Nomor: iimiaes Rp.
e S e T Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengcapan dokumen SPP

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.
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PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)
13111 e

Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

|
2

Kode Rekening

Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

B D04 9:0:0.9:8:4.:9:9:4.4

.............................

B D09 6.6.0.9:0.:0'¢0'(

.............................

dst

a Keglatan/Sub Kegiatan 2

OX5..0.0.8.0:0:0.9¢

............................

0.4.0.0.0.8:¢:0:0.0.

.............................

XXX 00 XK XXX

-----------------------------

.0.6:9.0.0:0.0'0.80.0'¢

-----------------------------

dst

]
Nam

a Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9.

BO0:1.0.0.10:0:8.0.0.

............................

10.

dst

Térbilang ............................... rupiah

Mengetahui/Menyetujui Pengguna
Anggaran

(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran

Nama Lengkap|
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c. SPP-TU

Nomor :

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

....... Sessarass e

Tambahan Uang Persediaan

SPP-TU

1. Nama SKEPD /Unit Kerja

2. Zode dari Nama Sub Kegiatan

13. Memz Pengguna Anggaran/Kuasz Pengguna Anggaran

4, Namz PETK

5. Nemsz Bendzhara Pe ngeluaran ‘Bendahara Pengeluaran Pembantu

. NP'WP Berdahara Pengeluaran, Eendahara Pengeluaran Pembantu

4
5
6
7. Nems Bank
8. Nomor Rekening Bank
9

. Untuk Keperluan

10. Dasar Fengeluaran

SPD .. veeseee MOMOL: Louissivnivines tANZEAL cciiivisiesiiis

Sebegar SR D e

Uraian

I |SPD

NOMOX s . JRD;

| Taniegal i nunmidia s

NOMOE oot asaing R

S b e e Rp.

!
Il [SP2D Sebelumnya

3 T R

MNOMGE! . vvsiimsnizesis s saviisy Rp.

NBIIOES o onnbeansiss s s JEDS

BYSE oot vas i Rp.

Fada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada caftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Pejabet Pelaksanaan Teknis Kegiatan

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggarar PPK-SKPD
Salinan 1 1 Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluarar, FPTK
Salnan 3 : Untuk Arsip Bendahara Penge uzran/PPTK

R LN
Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu

Nama Lengkap
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PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

NOMOL S consaninmimrmmssns
Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

fNo Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

Lo i

JojEmmmaxmx 00 e

3. |dst
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

Wilbmmaem . Lo

G SRBEE ehie

16 BRI 0 1 st

e R

8. |dst
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

B fmemmmr 0 e

10. dst

TOTAL e conmesn
Remtlang c 8| osninunnnn rupiah ##
................ Tanggal.......
Mengetahui/Menyetujui Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pengeluaran Pembantu

j Nama Lengkap) Nama Lengkap)]

l NIP.ccesessmmpsionsons MR s terneremmannss
|
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d. SPP-LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOBOE il o vrsennnes RO oL S, | oty

Langsung Gaji dan Tunjangan

1 SPP-LS

Nama SKPD, Unit Kerja

- Xode dan Nama Sub Kegiatan

- Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengpuna Anggaran

. Nama PPTK

. NPWP Bendzhara Pengeluaran

15
2
3
4
5. Nama Bendahara Pengeluaran
6
7
8
9

il T e RN R e i, e e e v e
oolomer REReing Rl o bt t L el i T e PR —
R R | e R R
10, Dasar Pengzluaran EAISPI Ee) Vi) s O tenggal .......... S
BEDESEL] RDi s,
VECEBIIGEE o cuvasssaopansmms supvess copssvost s e av s
No Uraian
——
I |SPD
II LAnEERl S s OO ... o consmssns e s D
; b [ D S INGINOTE .. o orenimsss aniereeimmscnss | Py
RSt vamsmimminnamsingg e Rp.
II |SP2D Sebelumnya
J; FAREERE S s s s NAmOm wswverarmmsns | R
| |Tangeal coismii e NOmOE g s | Rp:
|E1-1 i S L Sy 1EK e Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP iri,

| TN 11| N
Pejabet Pelaksanaan Teknis Kegiaten Bendahara Pengeluaran

1 Nama Lengkep

| NP

|

! Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKFD

| Salinan1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahare Pengeluaran/PPTK
| Salinan 3 : Untuk Arsip Bencahara Pengeluaran/PPTK
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PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN
NOIIOE S vohcs e in s s sisaivmsansin
Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1, [* X XXX KX X

L2

D05 0.9 0.8 0.8 0.0 ¢

- |dst

[

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

&, |7300 KK XKL XKL KKK

5, [3%.3005X. XK. XX. XXX

.............................

(ST E(D:910.9.9.0.8.0.85.9.9.4

=1

B9 6.5.0.8.0.0.0.6.0:0.¢

g |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

0, | 300 30X XK XK. XXX

10 [dst
TR v
PerbHanD SRR .., esisaniasiminnes TUDIAR B
Mengetahu/Menyetuinle. L Tanggal.......
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaren
Nama Lengkap) Nama Lengkap)
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e. SPP-LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

| (61 110 6 SNONRUIIISISURC SR
i Langsung Barang dan Jasa

SPP-LS

. Narma SKPD/Unit Kerja

. Kode dan Nama Sub Kegiatan

. Nama PPTK

1

2
|3. Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
4

S

. Nama Bendahara Pengeluaran/Berdahara Pengeluaran Pembantu

l6. NEWP Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Fembentu

7. Nama Bank

8. Notmor Rekening Bank

9. Untak Keperluan

10. Dasar Pengeluaran : |SPD......... Nomor: ................ tanggal ...
| SebESar: B .. wsesorsinypiemmisn
s
No Uraian
T |
.' 1 1
|1 |SPD

LAl s AT e e

NGO oo i enimens s mnss | 2D

|
!I enEEal o it e s er e
|

N OmOr et B e e PR

DSt o immassna [Rp:

II [SP2D Sebelumnya

Tanggal : . oo verve e

NOMOTE v RP.

L5011 U L S

3 e Rp.

| e e o e R

B e ol 11

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada dafzar kelengkapan dokumen SPP ini,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

‘ NP shossssviasepnrsscis

.' Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

| Salinzn 1 ; Untuk Kuasa BUD

| Salinzri2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK

:' Salinzr:3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK

Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu

Nama Ler.gkap)
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PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

ROMOL §oomsssinsimsnisinsss

i Tahun Anggaran : ............

| RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah
P!Iama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

9 S .

2, pEREmmEex

3 dst
l\;Tama Kegiatan /Sub Kegiatan 2

¢ EEsmpex 00 -

oI Leogese e SN S P

e S

S I—

8. |dst
N}ama Kegiatan /Sub K=giatan 3

i9 aOCERERALERE . F L e

llO dst

| 2000 PR
Terbilang : 8 .oovissneivsasssrns TUDIBA R §

................ Tanggal.......
Mengetahui/Menyutujui; Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengguna Anzgaran/Kuesa Penggura Anggaran Pengeluaran Pembantu
Nama Lengkap) Nama Lengkep|
1 1 1) ARSI
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f. SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

|
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
N DTIOE v o it st oo e s sy
Langsung Pihak Ketiga Lainnya
| SPP-LS
L Nema SRPE/UnitKerja:. | bl eressassas s e
2-Xodedan Nama SubKematan, =~ Fal e e ne o
3. Narna Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran = | 5| e s
ANama PRI, T e e
5. NamaBendahara Pengelaran « | e e s s A
o NPV EEendehara Pengeluaran | el eeesrsnntesnene s an s neaar
[7amaBante:
[8. Nomor BeketinpdEanic 5 T8 0 L e e A R e
S thlc e perhTary S S I
10. Dasar Pengeluaran SPEY0eerensy M EHAOE o EnEEBl e
; Sebesar: Kp
[ T R e e )
k\lo Uraian
1 1 1
¥ H 1
|1 [sPD
Tanggal NOMOT: coiiitisr i FRD:
Tanggal NOMOrs s snsasnss R
| e e s L Ep.
m |spzD Sebelumnya
Tangonl s G Nomor Rp.
Tangpales s e Nomor Rp.
B e L Rl DISE ovsivpsoi st Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada da‘tar kelengkapan dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama Lengkap)
NIP.oooovrreeeesssen

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Saiinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK

| Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK

........ e Lanpgal o
Bendahara Pengeluaran

Nama Lengkap
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PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
| SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) Pihak Ketiga Lainnya

‘ 775151 e | S P - 17

' Tahun Anggaran : ............

‘ RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

|

rINo Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

I;\Jama Kegietan/Sub Kegiatan 1

1| KKK KK

19, R XK XK

.............................

3, |dst

Nama Kegiatan/Sub Kzgiatan 2

4 [XXK.XK XX XK. XKX

15, [ XX KK KKK

.............................

6, 030K, KK, XX XK. XK

.............................

7. XX XK. XK. XX XKK

.............................

'8, |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

0, |X.XX.30L XX.XX. XXX

.............................

110, |dst

' T comicrini
Terbilang : $# .....covcioniriinrennnn TUpIAR ##

’ Mengetahui/Menyutujui;, Tanggal.......

| Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

r Nama Lengka Nama Lengkap)
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PERINTAH MEMBAYAR

1. Ketentuan Umum

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah

dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan

proses verifikasi belanje oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai

pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar memuat

infermasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang

dilakukan secara elektronik.

Perintah membayar diatur sebagai berikut:

a.

Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP
kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.

Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian UP
yang telah digunakan kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan
SPM- GU.

. Berdasarkan per.gajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU

kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran,/Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK-SKPD /PPK Unit

SKPD melakukan verifikasi atas:

1) kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih

2) kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/setubungan
dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa

3) ketersediaan dana yang bersangkutan

Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran

atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada BUD/Kuasa

BUD.

Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak

menerbitkan SPM-LS.

PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi

tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu] hari terhitung sejak

diterimanya SPP.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

<etentuan sebagai berikut:

a.

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
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b. Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada
BUD/Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang
disiapkan oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya
melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan
pembayaran

c. Jenis SPM terdiri atas;

1) SPM-UP

2) SPM-GU

3) SPM-TU

4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan

S) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa

6) SPM-LS Pihak ketiga lainnya

d. PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS
dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaren Pembantu .

e. PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun
anggaran berkenaan setelah tahun anggzran berakhir.

f. Dalam hal PA/KPA berhalangan semer.tara, yang bersangkutan
dapat menunjuk pejabat yang diberi | wewenang. untuk
menandatangani SPM berdasarkan Sura: Tugas PA/KPA.

g. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat
yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan
dengan Keputusan Bupati .

h. PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM,
melakukan pencatatan pada register SPM.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Perintah Membayar UP

1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara
meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK Bupati .

2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD
menyiapkan  rancangan Perintah Membayar UP yang
didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk
ditandatangani oleh Pengguna Anggeran.

3) PA menandatangani dan menerbitken SPM-UP paling lama 2

(dua) hari sejak proses verifikasi dinvatakan lengkap dan sah,



untuk kemudian disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD,
dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.

b. Perintah Membayar GU

1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ

2)

3)

4)

Penggunaan UP beserta bukti-bukti transaksinya yang

diterima dari Bendahara Pengeluaran dengan langkah

berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti
transaksi dan dokumen perpajakan terkait.

d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU,
LPJ Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau

ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, - PPK-SKPD

meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada

Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak

diterimanya SPP-GU.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK

SKPD menyiapkan  pengajuan Perintah Membayar GU yang

didokumenteasikan dalam draft SPM-GU untuk

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-

GU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan

lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa

BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri

checklist kelengkapan dokumen.

¢. Perintah Membayvar TU

1)

Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai

dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD / PPK-
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| Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai

| berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan
pengajuan permintaan Perintah Membayar TU.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau
ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-
Unit SKPD meminta perbaikan  dan/atau penyempurnaan
kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-
T,

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah
Membayar TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU

untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU - paling
lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap
dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD,
dengan dilengkapi:

i a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan

1 b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD

yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

‘ d. Perintah Membayar LS

l 1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran Pembantu yang

! dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnva, PPK-

! SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah

. berupa:

| a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk

belanja terkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis

pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan
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2)

3)

perundang- undangan sebagaimana yang tersimpan dalam
dokumentasi di sistem.
d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumer: pendukung.
e) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS
dengan dokumen pendukungnya.
Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau
ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD /PPK-
Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau  penyempurnaan
kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanjra SPP-
LS. _
Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan  Perintah
Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS
untuk ditandatangani oleh PA/KPA
PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling
lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan
sah untuk kemudian disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD,
dengan dilengkapi:
a) Surar Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA /KPA; dan
b) Sura: Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP
(Electronic Trading Platform) yang dicetak dan dikirim secara

online dalam bentuk file kepada BUD /Kuasa BUD.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen perintah membayar antara lain sebagai berikut:

271



|
' 3.1 SPM-UP
|

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Uang Persediaan (UP)

|

!

Tahun Arggaran;

No. SPM:

lJ:(UAS}‘-L BENDAHARA UMUM DAERAH

TEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUJASIN

Tpaya menerbitkan SP2D Kepada:
|

SKPC S e et
Bendaaara/pihak lain :

|No. Rekening Bank
Nama Bank

INPWP e
Daser Pembayaran

.....................................

Potongan - potongan :

Uraia
No. i Jumlah

. Keterangan
(No. Rekening)

Jumlah| Rp. ...

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

Urai
No. e Jumlah

Keterangan
(No. Rekening)

Jumlah|Rp. ............. -

Untuk Eeperluan :

Pembebanan Pada Kegiatan

SPM Yang Dibayarkan

(terbiicng)

KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta 1542) S =
Jumlah Potongan RDE e =
Jumah RB. ossirveins Jumlah Yang Dibayarkan ~ [Rp. ........oo........, -
Uang Sejumlah: (c..cvvviorniinierninenns )
ulumla.h SPF Yang Diminta: Rp. ..........., - , tanggal ... ... ..
Fengguna Anggaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Nomor den Tanggal SPP
f

SPMini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD

l
|
1




i‘ 3.2 SPM-GU

]' PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

' SURAT PERINTAH MEMBAYAR
" Ganti Uang (GU)
Tthun Anggaran: No. SPM:

|
IﬂUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

WEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Siupaya menerbitkan SP2D Kepada:

SKPD P E e o (| [
Eendaharajpihak lain :

o. Rekening Bank

Nama 3ank ¢ e,
NPWP L i s
]Dasar Pembayaran

Potongan - potongan :

Uraian
No. Jumlah

, Keterangan
(No. Rekening)

1H 1 U .

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

Uraian
No. Jumlah

: Keterangan
(No. Rekening)

Jumlah|Rp. ............. -

I}ntuk Keperluan :
[

Rembedanan Pada Kegiatan

SPM Yang Dibayarkan

KODE KEGIATAN URAIAN  |NILAI Jumlah Yang Diminta RO o .

: Jumlah Potongan BRI sssnspsnssusmnsorirt
Jiumah RD. vy Jumlah Yang Dibayarkan T e
t Uang Sejumlah: (.......ocovvirriiniiinnenn, )

.{ umlah SPP Yang Diminta: Rp. ........... e

1

[]Ferbﬂang]

siaanitangsal .. ..

Pengguna Anggaran
(tanda tangan)

nama lengka
NIP,

SPMini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD

|

|

Nomor can Tanggal SPP
I

|

'1
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3.3 SPM-TU

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tembah Uang (TU)

Tahun Anggaran:

No. SPM;

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASI

7]

upaya mexerbitkan SF2D Kepada:

SKPD R R IR
.'Bendahara/_:)iha_k e e —

No. Rekening Bank
Name Bank
INPWF AU (Y. Y .

Dasar Pembzyaran

Potongan - potongan : |

Uraian
No. Jumlah

; Keterangan
(No. Rekening)

Jumlah| Rp. ..., -

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

Ural
No. i Jumlah

\ Keterangan
(No. Rekening)

Jumlah|Rp. ............. -

Untuk Keperluan

Pembebaran Pada Kegiatan

SPM Yang Didayarkan

KODE KEGIATAN URATAN NILAI Jumlah Yang Diminta B ety nrmansd :
_ Jumlah Potongan B s it
Juumah B biicianisi Jumlah Yang Dibayarkar  |Rp. eocnn... -
UanpBedhmledi [, . oimmenieniin; )
Jumlah §22 Yang Diminta: Rp. .......... -
‘ v ey tangealie s .
|
{t‘srbit'ang) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
|
l
(tanda tangan)
1 (nama lengkap
Nomor dan Tanggal SPP NIP.

SPMini sah apabila tzlah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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]' 3.4 SPM-LS

! PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
J SURAT PERINTAH MEMBAYAR Langsung (LS)

|
Tiahun Anggaran: No. SPM:

|

UASA  BENDAHARA UMUM  DAERAH | |Potongan - potorgan ;

REMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Suoaya menerbitkan SP2D Kepada:

Bendahara/pihak lain :

Uraian
No. _
(No. Rekening)

Jumlah  [Keterangan

Junlah

oL, £

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

:No. Rekening Bank @ oo No. Uraian . o Kterangan
Hama3ank ¢ ccasnisesiaiaaiieiie (No. Rekening)
INEREEE R e o
Dasar Pembayaran | viisiiiioiiomehommmsmens Jumlah|Rp. ............, -
Untuk Keperluan :
Hembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KCDE XZGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta R i
Jumlah Potongan B
Jumah {{ Jumlah Yang Dibayarkan  [Rp. ......o.......
|
Uang Sejumlah: (ieenecninrinnnd)
|
L{umlah SPP Yang Diminta: Rp. ........., . o ooy tanggal .. ..
1
[t:erb:'fang} Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
| Anggaran
1_
(tanda tangan)
[nama lengkap)
NIP,
Nomor dan Tanggal SPP

SPMiini sah apabila telah ditandatangani dan distempel olzh Kepala SKPD




Q

PERINTAH PENCAIRAN DANA

1. Ketentuan Umum

Perintah pencairan dana dibuat oleh BUD/Kuasa BUD untuk

mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM vang

diterima dari PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan

kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di

RKUD dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai

jenis SPM dan SPP vang diajukan. Proses perintah pencairan dana

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut:

a.

BUD / Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang
diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional
mitra kerjanya.

Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA /KPA berupa
Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran;
3) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
4) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran
Daerah.
BUD / Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA
apabila:
1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA /KPA;
dan/atau
2) pengeluaran tersebut melampaui pagu.
BUD /Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D
tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak
diterimanya SPM.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan

memuat informasi tentang:
1) Baki Rekening yang akan dicairkan
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2) Jumlah total dana RKUD yang dicairkan
3) Tujuan pemkayaran dari jumlah total tersebut yang terinci
menjadi:
(@) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga
penyedia barang/jasa
(b) potongan yang bersifat transitoris, diperlakukan sesuai
ketentuan pada BAB V.C

b. Dalam hal telah cilakukan integrasi sistem antara BUD/Kuasa BUD
dengan Bank, harus dipastikan informasi varn.g dipersyaratkan dalam
Perintah Pencairan Dana tersampaikan antara kedua belah pihak
dengan tetap memperhatikan keamanan digizal pada sistem masing-
masing.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat
Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA /KPA, BUD/Kuasa BUD
melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Meneliti dokurien DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

2) Meneliti dokumen SPD wuntuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang
menjadi persyaratan pengajuan SPM;

4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD
yang tercantum dalam perintah pembayaran.

b. BUD / Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D vang diajukan PA
dan/atau KPA apabila:

1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
PA /KPA;

2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK
Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan

3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak
tersedia.

c. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan
dalam proses verifikasi tersebut, BUD/Kuasa BUD mengembalikan
dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak
diterimanya SPM.
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d.

Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, BUD/Kuasa BUD
menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan
dalam SP2D,

3. Dokumen Terkait

llustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain sebagai

berikut:
3.1 SP2D-UP
FORMAT SP2D - UP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
NOIAOY & crevvossmass

Nomor SPM : Dari : BUD/Kuasa BUD
Tanggal : NPWP
Nama SKPD : Tahun Anggaran

BB PEBBIIIL ) (oieiavarammmnn s nre s sae i e s o S SR e
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor ... ...
Uang sebesar Rp ... ... ... (terbilang : ..............)

Kepada & e R R R R LR S R e
NPWP e e et ate e et (L I
No. Rekening Bank :
Bank Penerima R e s e e e L
Keperluan Untuk : ..... I R '

NO KODE KEGIATAN/SUB URAIAN JUMLAH (Rp)

KEGIATAN

Jumlah
Potonean -naton ean -
No Uraian (No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan
1
3

Jumlah

Informasi: #idak menauranai fumla rembauagran SP2D)

No. Uraian (No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan

1

AL

=3

Jumlah
SPOD vane Dibavarkan
LJumlah vape Diminta Rn " -
Jumlah Potoncan B .. A =
A Bn A -

[Uan g Sejumlah:

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk ... ... ... , tanggal ... ... ...
Lembar 2 : Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima

Bendahara Umum Daerah

(tanda tangan)

[(mnama_lenglkap)
NIP
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3.2 SP2D-GU
|
| FORMAT SP2D - GU
|
]
! KABUPATEN MUSI BANYUASIN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
Momeor: i,
!
\Nomor SPM Dari : BUD/Kuasa BUD
NPWP :
Tanggal Tahun Anggaran :
Nama SKFPD :

Eank e = i o+ ORI SNECR e NSO I S
fiendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor ............

Uang sebesarRp ......... (terbilang : .............. J)

Ke pada

NPWP

No. Rekening Bank : ......ocoocvii oo St B

Bank Penerima :.......ooooveiisviins e G e

{(eperluan L o

'ragu LY e ol

' JUMLAE
] NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN URAIAN (Ro)

D

| 1

| 2

| 3

' Ju ml ah
Hotongan-potor.gan:

| , ) Juml ah

1}10, Uraian (No. Rekening) Keterangan
| (Rp)

1 1E

2.

3

|

f Juml ah

|
Informasi: (tidalk mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

]L . ; Juml ah

No. Uraian (No. Rekening) (Rp) Keterangan

§5]

|1,

2.

[a.

4.

Juml ah

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta

Jumlah Potongan

Juml ah yang Dibayarkan

mbar 1: Bank Yang Ditunjuk ... ... o tanggal ...
mbar 2: PenggunaAnggaran /Kuasa PenggunaAnggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah
mbar 3: Arsip KuasaBUD

Lembar 4: Pihak Penerima

(tanda tangan)

NIP.

1

I nama 1 kea,
|

|




3.3 SP2D-TU

FORMAT SP2D - TU

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
Nomor :

f;Ncnrr_c:r SFM :
Tanggal
Narmrea SKPD :

Dari : BUD/Kuasa BUD
NPWP

Tahun Anggaran

Bank Pengirim :

Uang sebesar Rp

Hendaxlah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor ... ... ... ...
ferbilang e oo

]

NEBWR < i st deenrees
|

o. Rekxening Bank :
ank Fenerima :

Keoerluan Untuk :

i’agu Anggaran

| NO KODE KEGIATAN /SUB
l KEGIATAN

JUMLAH

URAIAN
(Rp)

[SV | v g

Jumlah

otongan-potongan:

Uraian (No. Rekening)

i .

Jumlah

(Rp) Keterangan

Jumlah

Informasi: (ridak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

N

-

Uraian (No. Rekening)

Jumlah

(Rp) Keterangan

|5
2.
3

4.

Jumlah

[
SP2D vang Dibayarkan

umlah vanz Diminta

umlah Fotongan

Ji
Jl
Jumlahvang Dibavarkan

L[arhg Sejumliah:

—

emba= 1:
emba= 2:
Lemba- 3:
Lemba= 4:

Bank Yang Ditunjuk

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah
ArsipKuasa BUD '

Pihak Penerima

(tanda tangan)

(nama leagkap)
NIE
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|
ll 3.4 SP2D-LS
|

FORMAT SP2D - LS

_LCABU PATEN MUSI BANYUASIN

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

(SP2D)
Nomor :

|

lNomor SPM :
[Tanggal :
iNama SKPD :

J

[

Dari :BUD/Kuasa BUD
NPWP :

Tahun Anggaran ;

Eank Pe ngirim :

Uang sebesar Rp

endaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomeor ... ...
(terbilang ; ............

oY)

ePaAda 1 i e v
J}JPWP
No.Re kening Bank : ... .
iank PERCITIRR . s reors onains

eperluan Untuk @ .....oooovveee e gy
f’agu Anggaran :Rp.

| no KODE KEGIATAN/SUB
] KEGIATAN

JUMLAH
(Rp)

URAIAN

WL =

Jumlah

tongan-potongan:

|
[
|
B
I§10 Uraian (No. Rekening)

Juml ah

Keterangan
(Rp)

1.

D.
3.

Ju mlah

Informasi: ftidak mengurangt jumlah pembayaran SP2D)

Uraian (No. Rekening)

Juml ah

Keterangan
(Rp)

No
I

|
le

3.

4.

Jumlah

l

SP2D vang Dibavarkan

Jumlah yang Diminta

Jumlah Potongan

Ju ml an vang Dibavarkan

Uang Seju ml ah:
]

: Bank Yang Ditunju k... ...

Arsip Kuasa BUD

Pihak Penerima

<. tanggal
: Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Bendahara Umum Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.
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PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

I

Ketentuan Umum

Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembanty harus melakukan pengendalian atas
pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangannya.

Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran /Bendahara
Pengeluaran Pembantu memuat informasi, aliran data, serta
peénggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menggunakan buku- buku sebagai berikut:

a. Buku Kas Umum

b. Buku Pembantu Bank

c. Buku Pembantu Kas Tunai

d. Buku Pembantu Pajak

€. Buku Pembantu Panjar

f.  Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanje.

Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara

lain:

a. Bukti transaksi yang sah dan lengkap

b. SPP UP/GU/TU/LS

c. SPM UP/GU/TU/LS

d. SP2D

€. Dokumen pendukung lainnya sesuai perafuran perundang-
undangan

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

1) Penerimaan Uang Persediaan
Bendahars Pengeluaran/Bendahara Pergeluaran Pembantu
membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D-
UP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada
Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas
Pembantu Bank di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang
tertera pada SP2D-UP/SP2D-GU /SP2D-TU.
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2)

3)

S)

6)

Pelimpahan Uang Persediaan

Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu dicatat pada BKU di sisi perigeluaran, serta pada
Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah
UP yang dilimpahkan.

Pergeseran Uang Persediaan

Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di
bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi
pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi
pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi
penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser.
Pembayaran belanja oleh Bendahara

Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan
bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK secara tunai/non
tunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi
pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu
Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian

Objek Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja
bruto. '

Pemberian Uang Panjar

Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti
pengeluaran  uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat
pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada
PPTK di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Bank
pada sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisi
pengeluaran.

Pertanggungjawaban Uang Panjar

Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas
penggunaan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran
dan di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi
pengeluaran.

a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar

dari PPTK, Bendahara
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b)

Pengeluaran Pembanty mencatat di Buku Pembantu Bank
atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan
sebesar yang dikembalikan.

Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar
kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di
Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunaij pada

sisi pengeluaran sebesar yang dibayarkan.

7) Belanja melalui LS

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembanty

melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS

dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan

sisi pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada

Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja

LS sebesar jumlzh belanja bruto.

8) Pemungutan dan Penyetoran Pajak

a)

Pada saat pemugutan /pemotongan pajak, Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat
pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu
Pajak di sisi penerimaan.

Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat
pada BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di

sisi pengeluaran.

b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu  wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan

ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri

Berita Acara Pemeriksaan Kas.

3. Dokumen Terkait

llustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran antara lain

sebagai berikut:
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3.1 Register SPP-SPM-SP2D

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BICPD. .. 0 derians

TAHUN ANGGARAN..............

REGISTER SPP/SPM/SP2D
1T

Bendahara Penermasn/
Bendahare Penerimazn
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PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN.............

Petindes . i,

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantuy
Rp..

terdiri dari: '
a. Tunai 3 15 o T S O
b. 3ank 2 ¢ O e e
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Bendahara Pengeluaran/
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
{ekde| | {=t]
o B=
El (o] t]
Nama Nama
NIP: ......... 5 3 {2
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3.3 Buku Pembantu Bank

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BKPH. i

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran

%!

3.4 Buku Pembantu Kas

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
210 1D O

TAHUN ANGGARAN

BRI EAAS P S RAASTNEE E A AN 8 s

Perlodesisa tdas

T

Pwraa

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna

i
H
Gl

Nama
MIPs s

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran

m%
"
=
Nama

NP cvisias




3.5 Buku Pembantu Pajak

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN.......oo...
BUKU PEMBANTU PAJAK {
' Periode;: vurrinnnn, 5
sl No.Bukti| | Penerimaan | peng:
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/ {
Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran i
jof 23 )
o :dﬁ?
1754 laf ]
Nama Nama

PR e B il

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
352 1
TAHUN ANGGARAN..............

BUKUPEMBANTU PANJAR

PEOOAE: ... saarssiniss

cNod|iTanezal

Disetujuioleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengguna Angzaran Pengeluaran Pembantu

B o3

" : e

w54 o

Hama, Hama

| NP s [y § = —
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Kode Rekening

Namafekeptng o
Yumlah Anggaran (DPA) B Pl
lumlah Anggaran (DPPA) RO

BUKU PEMBANTU SUB RINGAN OBYEK BELANJA
T

eelanja

Beian'a LS'. Belanja TU
) R T et

‘No. Ta:}géal NDBKU ‘Urasian

:Sa!dgo

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran/
Bemndahara Pengeluaran

[af T a] [aila|
vl = y
B i s
Nama MNama

BUP: cciviiens MRS i

PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
PENGELUARAN

1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian _PJ
Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut:

a. Bendahara

mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA
melelui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pengeluaran secara administratif wajib

b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional satas
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pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.

c. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ
pengeluaran dan sanksi keterlambatan Fenyampaian laporan
pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Bupati .

d. Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional
dilaksanakansetelah diterbitkan surat pengesahan
pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA /KPA.

e. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran,
pertanggungjawaban  pengeluaran  dana bulan  Desember
disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban
atas pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya.

b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:

1) LPJ Penggunaan UP

a) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada
setiap pengajuan GU.

b) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-
SKPD dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

¢) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan
SPP- GU,

d) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara
khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus
sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi.
Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP
ke RKUD.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

a) Pertanggungjawaban penggunaan TU  dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran  Pembantu
setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan
untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada

waktu yang ditentukan sejak TU diterima.
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b) Pertanggungjawaban pénggunaan TU disampaikan kepada
PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU
yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap
LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA.

3) Pertanggungjawaban Administratif |

a) Pertanggungjawaban administratif disampaikan  oleh
Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

b) Pertanggungjawaban administratif  berupa LPJ yang
menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu
anggaran  secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang
dilampiri:

(1) BKU;
(2) Laporan penutupan kas (BKU); dan
(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

¢) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif
disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan
wajib melampirkan bukti setoran sisa UP.

4) Pertanggungjawaban Fungsional

a) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan
konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu L
dilampiri:

(1) Laporan penutupan kas; dan
(2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembanty .

c¢) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah
mendapat persetujuan PA.

d) Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan

Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP

1) Pada  setiap pengajuan  GU, Bendahara Pengeluaran

menyiapkan LPJ penggunaan UP.
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2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan

kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran

pengajuan SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan
sah.

b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

1)

2)

3)

1)

2)

Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah TU

yang cikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai suatu sub

kegiatan dan/atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak

TU diterima.

Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU

kerada PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti belanja

yang lengkap dan sah.

PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU

sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

a. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan.

b. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran.

¢. Meneliti keabsahan bukti belanja.

C. Pertanggungjawaban Administratif

Penyusunan LPJ

a. Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu
menylapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara
serta melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara
Pembantu. LPJ Bendahara memberikan gambaran jumlah
anggaran, realisasi, dan sisa pagu anggaran secara kumulatif
dan /atau per kegiatan yang dilampiri:

(1} BKU;
(2} Laporan Penutupan Kas;
(3} LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

Penyampaian LPJ Administratif

a. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara
kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
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b. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja
yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait

(2) Meneliti penerimaan SP2D  yang terdokumentasikan
dalam buku atau laporan terkait

(3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
proses belanja dan pengeluaran kas

3) Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan
ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD
meminta perbaikan dan /atau penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran. '

4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka
PPK SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan LPJ
Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran.

S5) Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang sudah
diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

d. Pertanggungjawaban Fungsional

1) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran  menyampaikan
pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD
untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan
menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk
persetujuan.

€. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:

1) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP

a. Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara
Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan
UP,

b. Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP
disampaikan kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa
LPJ limpahan UP yang dilampiri bukti-bukti belanja yang
lengkap dan sah. '

¢. LPJ-limpahan UP disampaikan  kepada Bendahara
Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara

Pengeluaran.
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2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

a. Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya
telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub
kegiatan atau telah sampai pada v{raktu yang ditentukan sejak
TU diterima.

b. Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada KPA
melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

. PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.

3) LPJ

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepaca
Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya, dilampiri:

(1) BKU; dan
(2) Laporan penutupan kas.

b. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadzp
LPJ sebelum ditandatangani KPA untuk mendapatkan
persetujuan.

3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen penyampaian laporan pertanggungjawaban

bendahara pengeluaran antara lain sebagai berikut:
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3.1 LPJ-UP

Besaran UP berdasarkan S¥ yDH:

Uang Persediaan (UP) Awal FRASEE § wwnmuucnner
Penggunan Uang Persediaan (UP) : woinnn,

Usng Persediaan (UP) Akhir Periods -

Urussn
Bidang Urusan
Program

.
R LT P,

*
WA e o

.
L e p——

L TR L Ry S

®
e -
»
b b b e fn
.
B SRS b

w
WA s g
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3.2 LPJ-TU

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SKPD vuiisvssassa

TAHUN ANGGARAN...............

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Program ——
Sub Kegiatan ~INEISTS
Tanggal SP2D TU

Perigdes..........

Ry

~ Jumlah

Tambahan Uang Persediaan (TU)
Sisa Tambahan Uang Persediaan (TU)

Menyetujui,
Pengguna Anggaran
m
H
E}. .

Nama
NIP: i,

TOTAL

Disiapkan oleh,
Bendahara Persgeluaran

o
A
0}

Nama
NI s



3.3 Laporan Penutupan Kas

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKP...\0onersaes

Kepada Yth,

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikots..................
.t AR ¢ e mengenai  Sistem dan Prosedur Pengeloizan
Keuangan Dazerzsh, bersama ini kami sampeaikan laporan Penutupan Kas
Bulanan yang terdapat di Bendaharz Pengeluaran SKPD............. adaish
sejumiah Rp..ccoeeennnnon.. dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.l1Saido awal bulain tanggal Rp.

A.2 Jumizh Penerimaan Rp.

A3 Jumalsh Pengeluaran Rp.

A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal...... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
s R e dan saldo di bank sebesar S

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

A.1Saldo awal bulzan tanggs! Rp.

A2 jumish Penerimaan Rp.

A3 Jumalah Pengeluaran Rp.

A4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir buizan tanggal....... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
RP..vvecssiveseenn.. d@N saldo di bank sebesar -0 R

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1Saldo Kas Tunai Rp.
C.2 Szido Bank Rp.
C.3 Saldo Total Rp.

Bendahara Pengeluaran

297



3.4 SPJ Administratif

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN..............

LAPORAM PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
f' (SPJ ADMINISTRATIF)

JUMIAH
Penerimaan
-5P20
- Potongan Pajak
3. PPN
; b. PPh 21
| ¢ PPh 22
d.PPh 23
- Lain-lain
umiah Penerimazn
Pengeiuaran |
-SPJ (LS+UP/GU/TU}
- Penyetoran Pajak
3. PPN
b. PPh 21
;-' ¢ PPh 22
4 d.PPh 23
- Lain-lzin
Jumiah Pengeluaran

Saldo Kas

Menyetujui,
Pengguna Anggaran

i
LY
g

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran

%
H
Qv
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3.5 SPJ Fungsional

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SKPD...... iveiin

TAHUN ANGGARAN..............

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ FUNGSIONAL)

w2 IS Gafi ';SPJ.LS'_B'arang:&éh Jasa | SPJUPIGU{I’U
el AT el

Bulan Bulan | Bulan | i Bulan | Bulan | Y Bulan

I ini_ | Lalu ini_| Lalu ini

e ST

JUMLAH
Penerimaan
-5P2D
- Potongzan Pajzk
& PPN
b. PPh 21
C.PPh 22
d. PPh 23
- Lain-izgin
Jumizh Penerimaan
Pengeluaran ]
-3P) (LS-UP/GU/TU)
- Penyetoran Pajak
a. PPN
b.PPh 21
¢ PPh 22
d.PPh 23
- Lain-lain
lumiah Pengeiuaran
Saldo Kas

Menyetujui, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

1 U
5 s
2} A

Nama Nama
RIB i [ iR
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PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI
TAHUN ANGGARAN

1. Ketentuan Umum

a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan

perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan serundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan

yang melampau: tahun anggaran dapat terjadi akibat:

1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah
diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;

2) perpan’angan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengadaan barang dan jasa;

3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau
penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force
majeure) sesuai peraturan perundang-undangan

4) kewgjitan lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil

putusan pengadilan yang bersifat tetap.

. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran

terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun
berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan tahapan sebagai
berikut:

1) melakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk
selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan.

3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan

SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan

pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa,

Pemerintah Daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

300



1) melaxukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk
selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan.

3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD cdan SPD sebagai dasar
pelaksanaan pembayaran.

. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar

kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa

termasuk keadaan kahar (force majeure) sesual
peraturan perundang- undangan, Pemerintah Daerah melakukan
tahapan sebagai berikut:

1) Kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan
penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan
untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi
bukan kerena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau
pengguna barang dan jasa;

2) Bupati menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai
peraturan perundang-undangan;

3) melakukan perubahan- Perbup tentang penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk
selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;

4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan.

5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan
SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn

antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap,

Pemerintah Daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban
Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;

2) melakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk
selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
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3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kdde rekening
berkenaan.

4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan
SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. |

f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan
perjanj:an/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan
yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih
dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah
untuk menganggarkan dalam perubahan Perbup tentang
penjasaran APBD;

h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang

melampaui tahun anggaran diatur dalam peraturan Bupati.

U. BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

1. Ketentuan Umrmum

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan
dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang
bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan

jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun

anggaran yang berkenaan.

Ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja yang

bersifat wajib dan mengikat adalah:

a. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada
DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang
APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran
sebelumnya.

b. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana
dimaksud di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat

mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:
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V.

a. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat
sebelum DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-
nya tanpa menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan peraturan
Bupati tentang belanja wajib dan mengikat.

b. Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-
masing SKPD dalam satu daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas
Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin, SPD diberikan tiap bulan
karena kebutuhan dana yang sangat besar sedangkan  Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin
penerbitan SPD diberikan per triwulan.

c. Pembayaran atas beban APBD dapat dilaxukan berdasarkan

SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.

2. Ketentuan Pelaksanaan
Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajid
dan mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD; dan

b. Dalam hal dokumen belum siap.

SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK

Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang

pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamalk.

Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan terkait sub kegiatan yang

bersifat tahun jamak sebagai berikut:

a. Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak
(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan
Daerah

b. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan
bersama antara Bupati dan DPRD.

c. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditandatangani
bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

d. Peraturan Daerah (Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD)
tahun jamak sekurang-kurangnya memuat:

1) nama sub kegiatan;
2) jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;

3) jumlah anggaran; dan



4) alokasi anggaran per tahun.
€. Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:

1) Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang
secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu
output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua
belas) bulan; atau

2) Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti
penanaman  benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis
laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan
pembangunan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

3) Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa
Jabatan Bupati.

4) Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Bupati
berakhir sebelum akhir tahtn anggaran, sub kegiatan tahun jamak

dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.

W. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan pembiayaan

daerah adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan
Pembiayaan Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah.

c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan

dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah
tersebut.

d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan
dalam tahun anggaran berjalan untuk:
1) menutupi defisit anggaran;
2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia
anggarannya;
3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;

4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
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S) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat
adanya kebijskar. Pemerintah;

6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum
tersedia anggarannya; dan /atau

7) mendanai sub kegiatan yang Ccapaian Sasaran Kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun
anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas
akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

€. Pemindahbukuan deri rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas
Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana
Cadangan sesuai Feruntukannya.

f. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas
Umum Daerah dilaxukan setelah jumlah Dana Cadangan yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan
Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.

g. Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang
akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Dzerah
tentang pembentukan Dana Cadangan.

h. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas
Umum Daerah dilakikan dengan surat perintah pemindahbukuan
oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD,

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Terhadap penerimzan dan pengeluaran Pembiayaan, BUD / Kuasa
BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan
pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi
penerimaan sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku
Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

b. Terhadap penerimaan dan pengeluaran vang telah mendapat
pengesahan BUD, Xuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi
penerimaaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku
Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

c. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas

pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD
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menggunakan Buky Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
(BKPP).

- Penerimaan kas atas Penerimaan Kembalj Pemberian Pinjaman

Daerah melalui REKUD.

penerimaan kas atas Penerimaan Kembalj Pemberian Pinjaman

Daerah pada sisi penerimaan.

Pinjaman Daerah merupakan Sémua transaksi yang mengakibatkan

1) pemerintah pusat;

2) Pemerintah Daerah lain;

3) lembaga keuangan bank;

4) lembaga keuangan bukan bank; dan

5) masyarakat. iy

Pelaksanaan dan peénatausahaan atas Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui:

1) pembayaran langsung;

2) rekening khusus;

3) pemindahbukuan ke RKUD;

4) letter of credit (LC); dan

S) pembiayaan pendahuluan.

Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan
Buku Kas Penerirnaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh
Kuasa BUD pada sisi penerimaan.

Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan
Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran
data, serta pénggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan

secara elektronik.




X.  PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

adalah sebagai berikit:

a,

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan
Pembiayaan Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD,
Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan

melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- Alokasi anggaran dipindahbukukan darj Rekening Kas Umum

Daerah ke rekening Dana Cadangan. ..

Pemindahbukuan dilakukan dengan surat pe-intah Kuasa BUD

atas persetujuan PPKD.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD

berkewajiban untuk:

1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
Kepala SKPKD;

2) menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

4) menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas
pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati inj mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD
akan melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) peda sisi penerimaan
sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat dj Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
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pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi
penerimaaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buky
Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untukl penyediaan
anggaran pembezyaran bunga dan pokok utang serta menghindari
denda dan/atau sanxs;j sesuai dengan perjanjian pinjaman.

- Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening
tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan
Bupati dalam Seatuk deposito dan/atau investasi jangka pendek
lainnya yang berisiko rendah.

. Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan
Dana Cadangar. Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga
Dana Cadangan sebegai Lain-lain PAD Yang Sah.

Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai
kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan
dalam mencapai indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.

. Penggunaan Deana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub
kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang
telah ditetapkan.

- Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik
Daerah dan/atzu badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan
daerah tentang penyertaan modal,

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk
investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat
hak kepemilikar.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah
merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang
semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/saham dazrah pada Badan Usaha Milik Daerah, atau badan
hukum lainnya vang dimiliki daerah.

. Pemindahbukuen atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang
dilakukan oleh 3UD/Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen
antara lain:

1) Peraturan Daerzh tentang penyertaan modal; dan
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2) Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.

Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas

penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan

Pengeluaran Pembiavaan,

. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan

hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan.

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

. Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan antara lain:

1) Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan; ;

2) Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

3) Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.

. Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

. Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD

diperkirakan surplus. .

Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada

perjanjian pemberian pinjaman/pemberian utang.

. Tata cara Pemberiar. Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh

tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu

pada perjanjian utang/ obligasi daerah.

. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan

melalui RKUD,

. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang

jatuh tempo menggunakan  Buku  Kas  Penerimaan  dan

Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi

pengeluaran.

. Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam

Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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X. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

y. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik. .

BAB VI

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJUA DAERAH

A. LAPORAN REALISASI SEMESTER ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PERTAMA APBD

1

Ketentuan Umum

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan laporan
kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ikhtisar
sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta
ketaatannya terhadap APBD selama periode Januari-Juni tahun

anggaran berkenaan.

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD menggambarkan
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode
Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan
unsur- unsur sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA;

b. Belanja;

¢. Transfer;

d. Surplus/Defisi‘t—LRA;

€. Pembiayaan; dan

f. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran,

Ketentuan umum dalam laporan realisasi semester pertama APBD

adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
b. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir

bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
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2. Ketentuan Pelaksanaan

Bagian 1: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD pada SKPD

a. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan
dari Bendahara Penerimaan dan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran  dari Bendahara Pengeluaran, PpK SKPD
menyiapkan laporan realisasi Sémester pertama APBD dan
prognosis SKPD dengan cara:

1) Menggabungkan nilaj realisasi penerimaan dan pengeluaran
dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dan
laporan pertanggungjawaban pengeluaran  bulanan per
rekening dan jenis penerimaan belanja dari bulan Januari s.d.
Juni,

2) Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis
belanja hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke dalam
format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
SKPD pada kolom realisasi semester pertama.

3) Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran
dan denerimaan.

4) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah
dengan nilai rencana perubahan anggaran.

b. PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaky PA untuk
ditandatangani.

€. Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti
ketepatan, kelengkapan dan kevalidan p'erhitungan dalam
penyajian date dan informasi yang tercantum pada laporan
realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang
diserahkan oleh PPK SKPD.

d. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD
selaku PA menandatangani laporan realisas: semester pertama
APBD dan prognosis SKPD.

€. Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi
semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah
ditandatangeni Kepala PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari
setelah semester pertama berakhir.

Bagian 2: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pemerintah

Daerah
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a. Berdasarkan laporan realisasi Sémester pertama APBD dan
prognosis yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, BUD
melakukan  verifikasi dengan langkah-langkah meneliti
kesesuaian laporan realisasi Sémester pertama APBD dan
prognosis SKPD dengan:

1) pencatatan dan bényetoran penerimaan; dan

2) pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang
ada di BUD.

b. Dalam hal verifikasi  dinyatakan telah  sesuai, BUD
menggabungkan laporan realisasi Semester pertama APBD dan
prognosis SKPD menjadi laporan realisasj semester pertama
APBD dan prognosis Pemerintah Daerah paling lambat minggu
kedua bulan Juli.

C. Draf laporan realisasi Sémester pertama APBD dan prognosis
Pemerintah Daerah hasil penggabungan tersebut disampaikan
kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

d. Setelah disetujui, draft tersebut difinalkan | kemudian
disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani paling lambat
minggu ketiga bulan Juli,

€. Bupati menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD
dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD paling lambat

akhir bulan Juli.

B. PRASYARAT PERUBAHAN APBD

Peraturan Bupati inj membuat ketentuan terkait verubahan APBD

sebagai berikut:

1. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar
perubahan APBD.
2. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program,

antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
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c. keadaan yang menyebabkan = SiLPA tahun  anggaran

sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

d. keadaan darurat;dan/atau

e. keadaan luar biasa.

C. PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

1. Ketentuan Umum

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait perubahan KUA

dan perubahan PPAS sebagai berikut:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat

berupa terjadinya:

1)

2)

3)

pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan

daerah;

pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;

dan/atau

perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

b. Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta

perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

¢. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan

mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan

sebelumnya.

d. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:

1)

2)

3)

program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan
untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan
mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun
anggaran berjalan;

capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
vang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi
KUA tidak tercapai; dan

capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila

melampaui asumsi KUA.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan

jols

rubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap

mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
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1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA
menggunakan data dan informasi terkait kebijakan
anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD.

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan
PPAS menggunakan data dan informasi terkait program
prioritas beserta  indikator kinerja dan indikasi
pendanaan yang bersumber darj perubahan RKPD.

Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.
Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan

KUA dan rancangan perubahan PPAS.
Bupati dan DPRD melakukan penyepakatan bersama

berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan

rancangan perubahan PPAS.

. Kesepakaten terhadap rancangan rancangan perubahan KUA

dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan

PPAS yang ditandatangani bersama antera Bupati dengan
Pimpinan DPRD.

D. PERGESERAN ANGGARAN

1. Ketentuan Umum

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait pergeseran

anggaran sebagai berikut:

a.

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar
unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub
kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar

rincian objek dan/atau sub rincian objek.

. Pergeseran anggaran terdiri atas:

1) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
dan

2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD.

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:

1) pergeseran antar organisasi;

2) pergeseran antar unit organisasi;

3) pergeseran antar program;

4) pergeseran antar kegiatan,
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S) pergeseran antar sub kegiatan;
6) pergeseran antar kelompok;
7) pergeseran antar jenis.

d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD yaitu:

1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini
dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama.
Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang
sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek
dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

e. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat
dilakukan tanps melakukan perubahan Perbup penjabaran
APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan,
pergeseran  anggaran tersebut ditetapkan dalam Perbup
perubahan penjabaran APBD.

f. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam
laporan realisasi anggaran.

g Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan
DPA-SKPD

h. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang
menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum
perubahan  APBD  melalui  ketetapan Bupati dengan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut
dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas
pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

1. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD,
pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda
perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah
perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

j. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan
DPA-SKPD.

k. Pergeseran anggaran yang menyebabxan perubahan APBD

mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
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L.

m.

Pergéseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran
anggaran diatur dalam Perbup sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pelaksanaan.

a.

Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran
berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan.

Atas usulan tersebut:
1) TAPD mengidentifikasi perubahan Perda APBD yang
diperlukan jika pergeseran anggaran merubah perda APBD:
2) Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan
jika pergeseran anggaran tidak merubah perda APBD.,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan
perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran
anggaran. Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sekda
dan disahkan oleh PPKD.

E. PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait penggunzan SILPA

tahun sebelumnya dalam perubahan APBD sebagai berikut:

a. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

menutupi defisit anggaran;

mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia
anggarannya;

membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah

yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan
APBD;

melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat
adanya kebijakan Pemerintah;

mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum
tersedia anggarannya; dan/atau

mendanai sub kegiatan yang capaien Sasaran Kinerjanya

ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SXPD tahun
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anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas
akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

b. Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan
pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam
Perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD.

c. Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah merupakan kewajiban
kepada pihak lain yang terkait dengan:

1) pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
atau

2) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai xekuatan
Fukum tetap (mkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya.

d. Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang tzlah ada
berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun
belum dilakukan pembayaran.

€. Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun
anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja
dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening
berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.

f.  Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya harus dianggarkan kembali pada akun
belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai kode
rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD
berkenaan.

g. Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun enggaran
sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perbup
tentang penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya untuk
selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD
tahun anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi
anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

F.  PENDANAAN KEADAAN DARURAT

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait pendanaan keadaan

darurat sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
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a.

Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum
tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.

Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD
atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan
APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan
realisasi anggarar dengan terlebih dahulu melakukan Perbup

perubahan penjabaran APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk

mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak dan memenuhi

kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan diluar ksadaan darurat dan keperluan mendesak

memedomani pengaturan dalam belanja tidak terduga sebagaimana
tercantum dalam BAB II1.D.4.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pendanaan keadaan darurat antara lain

sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN DARURAT
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No. Jenis Kebutuaan Satuan Pe-kiraan kebutuhan Dana (Rp)
L,
2.
3.
4.
5
Total

Tempat, tanggal

KEPALA SKPD

NAMA
NIP,
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REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No SKPD Rencana kebutuhan Jumlah (Rp)
1.
2.
3
4,
2,

Tempat, ......ccrvennn.
BENDAHARA UMUM DAERAH
NAMA
NIP,
LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SKPD :
" el " Realisasi | Penyerapan | Capaian Output
? i n?gz}r G (Rp) (%) Volume | Satuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

KEPALA SKPD

NAMA
NIP
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G.

REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Persentase
No SKPD Penggunaan| Jumlah Realisasi Selisih | Rzalisasi
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
1,
2.
3.
4,
5.

Tempat, ......covvvviinn,
BENDAHARA UMUM DAERAH

NAMA
NIP.

PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA

1. Ketentuan Umum

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait pendanaan

keadaan luar biasa sebagai berikut:

a. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam

1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menvebabkan
estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD
mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima
ruluh persen).

Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar
biasa diatur dalam Perbup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50%
(ima puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub kegiatan
baru dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja program,

kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih

cdahulu dalam RKA-SKPD.
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b. Penjadwalan wulang dan/atau peningkatan capaian target
kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan
terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.

c. RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai
dasar penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua
APBD.

d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50%
(lima puluh persen) dapat dilakukan penjadwalan ulang
dan/atau pengirangan capaian sasaran Kkinerja program,
kegiatan dan sub kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berkenaan.

e. Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran
kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan
terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.

f.  Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan

rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

H. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

1. Ketentuan Umum

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait penyusunan

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai

berikut:

a. Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
disampaixan kepada DPRD paling lambat minggu pertama
bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenasn untuk
dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.

2) Kesepakatan terhadap rancéngan perubahan KUA dan
rancangar perubahan PPAS dituangkan ke dalam nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan
perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati
dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan paling

lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran

berkenaan.



3)

8)

Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati
Bupati bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat
daerah dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.

Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati
menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani
kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan
perubahan PPAS.

Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati
mendelegasikan kepada wakil Bupati untuk menyampaikan
rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap
rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
serta mencmdatangam nota kesepakatan perubahan KUA dan
nota kesepakatan perubahan PPAS.

Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau
sementara, pejabat pengganti Bupati menyampaikan
rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
kepada DPRD, sedangkan penandatanganan kesepakatan
terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS serta penandatanganan nota kesepakatan
perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS
dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang, selaku pelaksana
tugas/penjabat/penjabat sementara Bupati.

Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara
dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas Pimpinan
DPRD  menandatangani kesepakatan terhadap rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta
menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota

kesepakatan perubahan PPAS.
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b. penyusunan perubahan RKA SKPD;

1)

2)

3)

4)

©)

Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah

disepakati Bupati Bersama DPRD menjadi pedoman

perangkat daerah dalam menyusunan RKA SKPD.

Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS,

Bupati mererbitkan surat edaran tentang pedoman

penyusunian perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala

SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.

Surat Edarar. Bupati paling sedikit memuat:

a) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan
dan sub kegiatan yang terkait;

b) Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD;

c) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan
Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan

d) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA,
perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-
SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar
belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman
penyusunan APBD.

Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-

SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat

minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan

kepada perangkat daerah disertai dengan:

a) program, kegiatan dan sub kegiatan baru;

b) kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah;

c) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan
DPA-SKPD kepada PPKD; dan/atau

d) dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening
perubahan APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan
DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar harga
satuan dan RKBMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.

Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga

bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Kepala  SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD

berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta

pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD
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8) RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan
pényusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD
sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam
Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APBD yang
ditetapkan setiap tahun.

9) Ketentuan mengenai tata cara penyvusunan RKA-SKPD
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan
RKA-SKPD pada perubahan APBD.

- RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan

baru yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah

disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD
untuk diverifikasi.

. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian

antara perubahan RKA-SKPD dengan:

1) perubahan KUA dan perubahan PPAS:

2) prakiraan maju yang telah disetujui;

3) dokumen perencanaan lainnya;

4) capaian Kinerja;

S) indikator Kinerja;

6) analisis standar belanja;

7) standar harga satuan;

8) standar kebutuhan BMD;

9) RKBMD;

10) Standar Pelayanan Minimal; dan

11) program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD.

- Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian,

Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD Juga direviu oleh aparat

pengawas internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

. PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan

APBD dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-

SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD.

. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat lampiran

sebagai berikut:

1) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut

kelompck dan jenis pendapatan, belanja, dan pembisyaan;
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2) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut

urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

3)

o)

rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,

kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD yang

disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

a)

rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut
urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program,
kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator;
rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan APBD;

sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program

Prioritas Daerah.

Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi

pada Perda Perubahan APBD antara lain:

a)
D)

c)

d)

€)

f)
g)

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

daftar piutang daerah;

daftar penyertaan modal daersh dan investasi daerah
lainnya;

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah dan aset lain-lain;

daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);

daftar dana cadangan;

daftar pinjaman daerah.

Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan

rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD.

Rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD

memuat lampiran sebagai berikut:

1) ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi

menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub

rincian objek, pendapatan, belanja, can pembiayaan;
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2) perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian

objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3) rekapitulasi dan sinkronisasi Perbup perubahan penjabaran

APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara

lain:

a)

b)

daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah;

daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial;

daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
belanja bagi hasil;

rincian dana otonomi Kkhusus menurut  urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan
sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan,

belanja dan pembiayaan;

4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada

Perbup perubahan penjabaran APBD.

a)

Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dalam rancangan Perbup tentang perubahan penjabaran

APBD disertai penjelasan.

b) Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai

c)

dasar hukum pendapatan.

Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai
dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang
bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan

penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.



d) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai
dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk
kelompok  penerimaan pembiayaan, dan tujuan
pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran
pembiayaan.

e) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah
disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

5) penyusunan perubahan DPA SKPD, meliputi:

a) DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau
pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan
dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

b) Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan
dalam perubahan DPA-SKPD.

c) Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja,
kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja,
dan pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan
maupun setelah perubahan.

2. Ketentuan Pelaksanaan -

Bagian I: Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

a. Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan langkah
sebagai berikut:

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA
menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran
yang terdapat dalam perubahan RKPD;

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS
menggunakan data dan informasi terkait program prioritas
beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang
bersumber dari perubahan RKPD.

b. Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS kepada DPRD.

c. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan
KUA dan rancangan perubahan PPAS. Pembahasan tersebut
mengacu pada muatan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS.
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d.

Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasa-kan
hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS,

Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan
perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang

ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD.

Bagian II: penyusunan perubahan RKA SKPD;

a.

Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah
disepakati bersama Bupati dan pimpinan DPRD, TAPD menyusun

rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan
RKA-SKPD.

. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman

Penyusunan Perubahan RKA-SKPD ke Bupati untuk diotorisasi.
Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan
Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam
menyusun perubahan RKA-SKPD.

Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan
perubahan KUA dan perubahan PPAS serta SE KDH tentang
Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.

Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD kepada PPKD
sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan
APBD.,

Bagian III: penyusunan perubahan APBD

a.

Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD yang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD
kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

PPKD melakukan verifikasi atas perubahan RKA-SKPD yang telah
disusun oleh Kepala SKPD.

Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD untuk
melakukan penyempurnaan.

PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan AFPBD dan
dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA SKPD yang
telah disempurnakan oleh Kepala SKPD.

PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD

kepada Bupati.
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Bagian IV: penyusunan perubahan DPA SKPD:

Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD mencakup perubahan

berupa peningkatan atau peéngurangan capaian sasaran kinerja

program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

3. Dokumen Terkait

llustrasi dokumen perubahan APBD menyajikan informasi yang

bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman

penyusunan APBD.

ol ZUS 2

bRl

H

[lustrasi dokumen perubahan APBD disajikan sebagai berikut:
Perubahan KUA
Perubahan PPAS
Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Susunan Nota Keuangan Perubahan APBD
Perubahan DPA-SKPD
Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta
lampiran
Rancangan Perda tentang perubahan APBD
Rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD beserta
lampiran

Rancangan Perbup tentang perubahan penjabaran APBD
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d. Perubahan KUA

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PEN DAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN ...

L PENDAHULUAN

I1I.

Iv.

VIL

VIIL.

1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA
1.3. Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1. Arah kebijakan ekonomj daerah
2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

KEBUJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yvang diproyeksikan

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

KEBUAKAN BELANJA DAERAH
S.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja .
S5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan
6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

STRATEGI PENCAPAIAN
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target,

Pimpinan DPRD Bupati Musi Banyuasin

H H

Nama Nama
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€. Perubahan PPAS

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN ...
I.  PENDAHULUAN
II.  RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
[II.  PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH
IV. PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
V. RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

VI. PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA
... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Rancangan Perubahan APBD TA .. . Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-
kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Perubahan PPAS

Pimpinan DPRD Bupati Musi Banyuasin
R =
A H
] o

Nama Nama
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TABEL 2.1
TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN ...

SEBELUM | SmTRiAN | BERTAMBAG "
KODE| JENIS PENDAPATAN DAERAH |PERUBAHAN | ppruBAHAN / DAoA

BERKURANG | HUKUM

4. PENDAPATAN DAERAH

4.1, PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.01. |Pajak Daerah

4.1.02. |Retribusi Daerah

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan
""" IDaerah Yang Dipisehkan

4.1.04. |Lain-Lain PAD Yang Sah

4.2, PENDAPATAN TRANSFER

4.2.01. |Pendapatan Transfer

4.2.02. |Pendapatan Transfer Antar

.3, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH

4.3.01. |Pendapatan Hibah

4.3.02. |Dana Darurat

4.3.03. |Lain-Lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan .

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

TABEL 3.1
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

Plafon Anggaran
No.| Urusaa/ Sebelum Setelah Ket
SKPD Perubzhan | Perubahan Bertambah/ Berkurang

1 2 3 4 S 6 7
1. Urusan/

D:nas/Badan

/ Kantor

yang

mengalami

perubahan
2. [Dst..




TABEL 3.2

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan

Tahun Anggaran 2021

Urusan : x.xx ...

Crganisasi: x-Xx.x-xx.x-xx.%% ..

’— PLAFON ANGGARAN
PROGRAM /
KODE KEGIATAN/ SUB | SASARAN | TARGer | SEBELUM | SETELAH | BERTAMBAH/
KEGIATAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG
(Rpl (Rp) (Rp) %
1 2 3 4 6 7 8
XXX XX Program ...
XXX XXX  |Kegiatan ...
XXX X.xx.X |Sub Kegiatan ...
XXX X XXX |Sub Kegiatan ...
XXX XLX.xx.X |Dst ...
XXX x.xx  |Dst ...
X XX.3o0 DSt ..
TABEL 3.3

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Un
Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosi
Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran ....

tuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
al, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,

Belanja Modal

PERUBAHAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
NO. URAIAN
£ : SEBELUM SETELAH |BERTAMBAH/
PERUBAHAN PERUBAHAN | BERKURANG
(Rp) (Rp) (Rpl %
1 |Belanja Pegawai
2 |Belanja Barang dan Jasa
3 |Belanja Bunga
 |Belanja Subsidi
S [Belanja Hibah
6 |Belanja Bantuan Sosial
7

a. Belanja Modal Tanah

b. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin

i

Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

d. Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi;

o

Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya;

[. Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud;

\O|Co

Belanja Tidak Terduga

Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan

TOTAL
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN
UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ...

Yang bertanda tangan dibawah ini;

1. Nema B om0 e Svas s e

Jabatan : Bupati Musi Banyuasin
Alamat Kantor ¢

bertindak selaku dan ates nama Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin
2. a. Nama N E T N SN 0
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor
b. Nama P n b B S
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor
c. Nama 5 bmresins e S Y e e
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor
dy DBL.icrnas g
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum
APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon
anggaran sementara APBD TA ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan
kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsij dasar dalam
peényusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RPAPED) Tahun Anggaran ..., perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja
dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA

334




Secara lengkap Perubszhan Kebijakan Umum APBD TA ... disusun dalam

Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota
Kesepeakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ....

Bupati Musi Banyuasin Pimpinan DPRD
Kabupaten Musi Banyuasin

Selaku, Selakuy,
PIHAK PERTAMA P HAK KEDUA
oG T
;
Nama Nama
KETUA
!
e
Nama
WAKIL KETUA
[aM]o)
|E’?s.*-i
Nama
WAKIL KETUA
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan dibawah ini;

1. Nama T O )
Jabatan : Bupati Musi Banyuasin
Alamat Kantor :

-----------------------------------

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin
2. a. Nama R iin s o R S

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor : ...

b. Nama o TR
Jabatan ' - Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor | ...t .

c. Nama T e
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor : ..o

c A L :

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan
Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) TA ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD
dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA ..., para
pihek sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA
..., Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara
Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana
perubahan pembiayaan daerah TA

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

Anggaran... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan
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Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam

penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran ... .

............. Tanggal,................
. Bupati Musi 3anyuasin -impinan DERD
Kabupaten Musi Banyuasin
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
[ofo) o
o &
Nama Nama
KETUA
B3
&)
Nama
WAKIL KETUA
3
A
E
Nama
WAKIL KETUA
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KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT XKELOMPOK

DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ...,

leg;?h Bertambah /Berkurang
Bl Hugien Sebelum | Setelah Sebelum Setelah
Perubahan |[Perubahan| Perubahan Perubaha
- ) 3 4 5 b
4 Pendapatan

4.1 Pendapatan Asli Daerah

4.1.1 |Pajak Daerah

4.1.2 |Retribusi Daerah

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan
__|Daerah vang dipisahkar

4.1.4 |Lain-lain PAD vang sah

4.2 Pendapatan Transfer

4.9.1 Pendapatan Transfer
" |Pemerintah Pusat

4.9.9 Pendapatan Transfer Antar
~~ |Daerah

Lain-lain Pendapatan
4.3
Daerah

4.3.1 |Pendapatan Hibeh

4.3.2 |Dana Daruraz

4.3.3 |Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan

Peraturan
Jumlah

5 Belanija
5.1 Belanja Operasi
5.1.1 |Belanja pegawai
5.1.2 |Belanja barang dan jasa.
5.1.3 |Belanja bunga
5.1.4 |Belanja subsidi
5.1.5 |Belanja hibah
5.1.6 |Belanja bantuan sosial

23

2 Belanja Modal

o
J
—

Belanja modal tanah

[

500 Belanja modal geralatan dan
" lmesin

Belanja modal gedung dan
bangunan

Belanja modal jalan,
jaringan, dan irigasi

Belanja modal aset tetap
lainnya

Belanja modal aset tidak
berwujud




5.3

Belanja Tidak Terduga

8.3:1

Belanja tidak terduga

5.4

Belanja Transfer

5.4.1

Belanja bagi hasil

5.4.2

Belanja bantuan keuangan

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

“embiayaan Daerah

6.1

“enerimaan Pembiayaan

6.1.1

SilPA

6.1.2

Pencairan dana cadangan

&.1.3

Hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan

6.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

6,15

Penerimaan kembali
pemberian pinjaman daerah

6.1.6

Penerimaan pembiayaan
lainnya  sesuai dengan
ketentuan perundang-
undangan

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan

6.2

Zengeluaran Pembiayaan

6.2.1

Pembentukan dana cadangan

6.2.2

Penyertaan modal daerah

6.2.3

Pembayaran cicilan pokok
utang yang jatuh tempo

6.2.4

Pemberian pinjaman daerah

6.2.5

Pengeluaran pembiayaan
lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-
undangan

Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan

Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berkenaan
(SILPA)
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L.

PENETAPAN PERUBAHAN APBD

1. Ketentuan Umum

Ketentuan vmum terkait penetapan perubakan APBD
adalah sebagai berikut:

a.

Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang perubahan
APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen
pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh
persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan
September tahun anggaran berkenaan.

Proses pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati
menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD
beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD

berpedoman  pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan
perubahan PPAS,

Dalam pembehasan rancangan Perda tentang perubahan
APBD, DPRD  dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan
dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan
APBD dituangkan dalam persetujuan bersama antara Bupati dan
DPRD. w

Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditandatangani

oleh Bupati dan pimpinan DPRD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan
APBD Lbeserta venjelasan dan dokumen pendukung kepada
DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan

bersama.
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b. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda
tentang perubahan APBD dengan  berpedoman kepada
perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

c. Hasil pembahasan rancangan Perca tentang perubahan
APBD  dituangkan dalam persetujuan  bersama yang
ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.

J. PERSETUJUAN RANCAN GAN PERDA PERUBAHAN APBD

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum terkait persetujuan rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

a. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang

perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidzk mengambil keputusan
bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang
perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah

dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan

setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Bupati dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan

hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

b. Bupati menetapkan Perda tentang perubahan APBD setelah

ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD tahun sebelumnya.

Jika persetujuan bersama dalam pembehasan rancangan Perda
tentang perubahan APBD tidak tercapai sampai batas walktu vang
ditentukan, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah

dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

K. EVALUASI RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN
PERBUP PENJABARAN PERUBAHAN APBD

1

. Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD dan Rancangar. Perbup

Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten
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a. Ketentuan Umum

Evaluasi Raperda Kabupaten tentang perubahan APBD dan RaPerbup

tentang penjabaran perubahan APBD sebagai berikut:

1)

3)

0)

7)

Rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD yang
telah disetujui bersama dan rancangan Perbup tentang penjabaran
perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal
persetujuan rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD
untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD dan
rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD disertai
dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS
yang disepakati antera Bupati dan DPRD.

Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda
Kabupaten tentang perubahan APBD dan rancangan Perbup
tentang Penjabaran perubahan APBD ditembuskan ke Menteri
tanpa disertai lampiran.

Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang
perubahan APBD, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya  Menteri
berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidek
melaksanakan evaluasi, Menteri mengambil alih pelaksanaan
evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam rangka melaksanakan evaluasi, Menteri berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.

Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda
kabupaten tentang perubahan APBD dan rancangan Perbup
tentang penjabaran perubahan APBD dengan:

a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b) kepentingan umum;

c) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS;

d) RPJMD.
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8)

10}
11)

12)

13)

Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program

dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD dengan Perda

tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam

menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA

dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda

tentang APBD dengan KUA dan PPAS.

Pengujian kesesuaian rancangan Perda kabupaten tentang

perubahan APBED dan rancangan Perbup Kabupaten tentang

penjabaran  perubahan APBD dengan kepentingan umum

dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan

kepentingan umum meliputi:

a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;

b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

¢) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;

d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan/atau

¢) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-
golongan, dan gender.

Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil

evaluasi rancangan Perda kabupaten tentang perubahan APBD dan

rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD

kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya

keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi raﬁcangan Perda

kabupaten tentang perubahan APBD dan rancangan Perbup

tentang penjabaran perubahan APBD.

Keputusan Gubernur disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas)

hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten tentang

perubahan APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran

perubahan APBD diterima.

Dalam hal Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan

hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten tentang perubahan

APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan

KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati menetapkan rancangan
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

tersebut menjadi Perda dan Perbup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan
hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan
APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan
KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil
evaluasi diterima.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan
DPRD dan Bupati menetapkan rancangan Perda Kabupaten
tentang Perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup
tentang penjabaran Perubahan APBD menjadi Perbup, Gubernur
mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan
kepada Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan wuntuk melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui TAPD
bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.

Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan
DPRD.

Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda
tentang perubahan APBD.

Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna
berikutnya.

Keputusan pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk perubahan
APBD Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan
tersebut ditetapkan.

Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara
dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai
pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan
DPRD.

Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai
dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur,
Bupati menetapkan Perda Perubahan APBD berdasarkan hasil

penyempurnaan evaluasi.
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23) Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dari Gubernur.

24) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten tentang

perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang

penjabaran perubahan APBD dapat memuat informasi, aliran data,

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

b. Ketentuan Pelaksanaan

1)

3)

4)

0)

Paling lambat 3 (hari) seteleh persetujuan bersama, Bupati
mengirimkan rancangan Perda kabupaten tentang APBRD yang
telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD beserta
rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan
PPAS kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat rmelakukan evaluasi,
berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri
berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan surat
keputusan mengenai hasil rancangan Perda kabupaten tentang
APBD dan rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD.
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil
evaluasi rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan Perbup
tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerir.tahan di bidang keuangan
paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan
Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan
keputusan mengenai hasil evaluasi kepada Bupati paling lambat
15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten
tentang APBD dan rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD
diterima.

Dalam hal keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka Bupati menetapkan
rancangan Perda kabupaten tentang APBD menjadi Perda dan
rancangan Perbup tentang penjabaran APBD menjadi Perbup
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Surat Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, Bupati bersama
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DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah
sebagai berikut:

a) Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan
anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.

b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai
hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada
sidang paripurna berikutnya.

¢) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil
penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan, Bupati melakukan penetapan Perda tentang
APBD.

¢) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh)
hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati
menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.

f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dari Gubernur.

8) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan
DPRD, dan Bupati menetapkan rancangan Perda Kabupaten
tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang
penjabaran APBDmenjadi Perbup, Gubernur mengusulkan
kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan
Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
A.  AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

1. Ketentuan Umum

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan
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Peraturan Pemerintah Nomor' 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi
arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pilar utama
pengembangan  akuntansi Pemerintah  Daerah terletak  pada
perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi.,
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah
untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap
anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi
tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam
Peraturan Bupati.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi pemerintahan daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam
Peraturan Bupati sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
akuntansi Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

2) SAPD

3) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi

dan entitas pelaporan.
c. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan

akuntansi pelaporan keuangan dan kebijjakan akuntansi akun.

1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan
atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai
panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau

peristiwa sesuai dengan SAP atas:
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a) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntans;j
dalam SAP

b) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi
dalam SAP

d. SAPD memuat pilitan prosedur dan texnik akuntansi dalam
melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting
ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian
laporan keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansj SKPKD dan
sistem akuntansi SKPD.

€. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:

1) Laporan Realisas: Anggaran

2) Laporan Perubahen Saldo Anggaran Lebih

3) Neraca

4) Laporan Operasicnal

S) Laporan Arus Kas

6) Laporan Perubahan Ekuitas

)
) Catatan atas Laporan Keuangan

~]

Terkait hal tersebut di atas, Pér'altﬁrafiﬂéﬁpati ini fncngatur befaefapa
ketentuan sebagai berikut:

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi
dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan
SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten.

b. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran
data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

c. Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik spesifik
yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai panduan
proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas akuntansi
sampai dengan entitas pelaporan.

d. SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian prosedur
identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja,
transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan
koreksi, serta penyusunen laporan keuangan entitas akuntansi berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
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SAPD pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian prosedur
pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja konsolidasi,
dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian dana, Pemerintah
Daerah dapat menerapkan akuntansi dana yang menggunakan
pendekatan = pemisahan  kelompok dans  menurut  tujuan
penggunaannya. Pemisahan kelompok dana tersebut membagi dana
menjadi dana umum dan dana menurut tujuan tertentu. Penerapan
akuntansi dana dilaksanakan secara bertahap yang diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan
struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalem
pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku
besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan

keuangan.

. Struktur BAS yang digunakan mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pelaksanaan

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

1) Tim Penyusun mengumpulkan rujukan ztau referensi berupa
peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan
kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai
rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya:
a
b

) PSAP Ol tentang Penyajian Laporan Keuangan
) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
c) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
d) PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
e) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
f) PSAP 12 tentang Laporan Operasional
g) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan keuangan.
2) Berdasarkan rujukan dan referensi tersebut, Tim Penyusun

melakukan pemahaman dan analisa untuk proses penyesuaian dan
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harmonisasi sesuai kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan ci
Pemerintah Daerah.

3) Tim Penyusun mencantumkan hasil proses penyesuaian dan
harmonisasi tersebut ke dalam pernyataan-pernyataan pada
kebijakan akuntansi pelaporan keuangan.

b. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun

1) Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa
peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan
kebijakan akuntansi akun. Sebagai rujukan utama adalah Lampiran
I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, khususnya:

a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan

b) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi

¢) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

d) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

e) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban

fy PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang
Tidak Dilanjutkan '

g) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun

2) Tim Penyusun bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan
penelaahan atas rujukan atau referensi di atas untuk:

a) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pemilihan metode
yang khusus atas pengakuan atau pengukurannya.

b) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pengaturan
yang lebin rinci atas  kebijakan pengakuan dan
pengukurannya.

c) Mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam SAP
namun dibutuhkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah
Daerah

3) Dalam menyusun hal-hal yang belum diatur di dalam SAP, perlu
memperhatikan:

a) PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah
terkait.

b) Definisi serta kriteria pengakuan dan kriteria pengukuran atas
aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan- LRA,

belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang
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ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi
Pemerintahan dan PSAP.

4) Tim Penyusun mencantumkan hasil pemilihan metode, pengaturan
lebih rinci, dan pengaturan hal-hal yang belum diatur tersebut ke
dalam dokumen kebijakan akuntansi.

¢. Penyusunan SAPD

1) Tim Penyusun SAPD melakukan pemahaman atas proses bisnis
pada Pemerintah Daerah khususnya terkait siklus pengelolaan
keuangan daerah.

2) Berdasarkan siklus tersebut, Tim Penyusun SAPD mengidentifikasi
prosedur-prosedur akuntansi apa saja yang harus dibuat.

3) Tim Penyusun SAPD menentukan pihak-pihak terkait pada masing-
masing prosedur akuntansi. Masing-masing pihak memiliki peran
tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan

4) Tim Penyusun SAPD menentukan data atau dokumen yang
mengalir pada tiap prosedur akuntansi. Data atau dokumen tersebut
akan menjadi sumber pencatatan jurnal.

S) Tim Penyusun SAPD menentukan jurnal standar pada tiap prosedur
berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi terkait. |

6) Tim Penyusun SAPD menyusun langkah teknis. Langkah teknis
merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan
pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, data atau
dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pikak
tersebut memperlekukan data-data terkait. Selain itu, diberikan
ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan
akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang
membutuhkan pencatatan.

7) Penyusunan SAPD ini memperhatikan bahwa Proses Akuntansi
Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, dan
penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.

d. Pelaksanaan SAPD di Entitas Akuntansi

Bagian 1 - Pencatatan Transaksi

1) PPK-SKPD mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data anggaran
yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan

Bupati tentang Penjabaran APBD, dan DPA- SKPD.
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2) PPK-SKPD mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO
berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan
pendapatan.

3) PPK-SKPD mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan
data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja.

4) PPK-SKPD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data
yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan.

5) PPK-SKPD mencatat akuntansi aset, hutang, dan ekuitas
berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan pendapatan,
belanja, dan pembiayaan yang mempengaruhi aset, hutang, dan
ekuitas terkait.

Bagian 2 - Klasifikasi transaksi

1) PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya
telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data
transaksi ke buku besar berdasarkan Kklasifikasi, kodefikasi, dan
nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.

2) PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan
klasifikasi yang dilakukan. =~ o '
Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan
integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan
keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku
Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

e. Pelaksanaan SAPD di Entitas Pelaporan

1) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan mengidentifikasi jurnal
penyesuaian yang dibutuhkan, seperti jurnal eliminasi dan/atau
jurnal penyesuaian lainnya yang dibutuhkan.

2) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan menyiapkan kertas kerja
kerja konsolidasi sebagai proses awal penyusunan Laporan

Keuangan Konsolidasi.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen akuntansi Pemerintah Daerah antara lain sebagai
berikut:
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a. Buku Jurnal

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUKU JURNAL
ShED
iT'amé'_ggal Nu;mcfrg Kode Rekeni[{g Nama Rekening Debit Krédit '

=4 BUktl - : : - J :
b. Buku Besar
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUKU BESAR
KODE REKENING R .
NAMA REKENING i
PAGU APBD” [t |
CTanggal | Uraian | Ref | Dehit | Kredit saldo

*) : Untuk akun-akun komponen LRA




. Kertas Kerja Konsolidasi

i f_fN'eracaEiaido - Neraca Saldo NeracaSaldof Neracé_Sano

: Né:l'acas_af_'do
NamaRekening | ' SkpDA SKPD B SKPDdst | SKPKD Pemds
T ) i : ;

eK-D-KDKDKsDKDZK-

fode

. Jurnal eliminasi
Rekening -

B. PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Ketentuan Umum

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:

a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses
penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah
oleh  entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan
keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

b. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD
selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

1) laporan realisasi anggaran;

2) neraca;

3) laporan operasional;

4) laporan perubahan ekuitas; dan
S) catatan atas laporan keuangan.

c¢. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Bupati melalui PPKD
paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh
kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk
disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

L
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€. Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

3) Neraca

4) Laporan Operasional

S) Laporan Arus Kas

6) Laporan Perubahan Ekuitas

7) Catatan atas Laporan Keuangan.

8) Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bular setelah
tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

f. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan  sebelum disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan,

g Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir,

h. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima
laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

i. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanazn APBD
diajukan kepada DPRD.

j. Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

k. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
keuangan daerah, PAInﬁnyusun.danInenyaﬁkan1apomn1keuangan
SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Bupati
melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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l. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan
keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

a. Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD
dilampiri  dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang
menyatakanbahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung
jawabnya te.ah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern. yang mmemadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

b. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai bagian
dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan. '

c. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
dilampiri  dengan surat pernyataan BUD yang menyatakan
pengelolaan kas yang menjadi  tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk bulanan berupa
Laporan Realisasi Anggaran.

€. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk semesteran berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Neraca.,

f. Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi,
aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi

1) Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau
berdasarkan kebutuhan penyajian  informasi, PPK-SKPD
menyusun:

a) Neraca Saldo
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b) Jurnal penyesuaian akhir periode

¢) Neraca Saldo setelah penyesuaian

d) Jurnal penutupan

PPK-SKPD dapat menggunakan Kertas Kerja yang terdiri atas
kolom-kolom untuk penyajian neraca saldo, jurnal penyesuaian
akhir periode, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup
dan laporan keuangan terkait.

2) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK-SKPD
menyusun:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b) Laporan Operasional (LO)

c) Neraca

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

3) Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE yang telah dibuat, PPK-
SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4) PPK-SKPD menyerahkan Laporan Keuangan yang telah disusun
kepada Pengguna Anggaran.

S) Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD
yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi
tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi
pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

6) Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD
beserta Surat Pernyataan kepada Bupati. Pada saat yang
bersamaan, Laporan Keuangan SKPD diserahkan kepada PPKD
untuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bagian 1 - Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi

1) Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya disebut
Fungsi Akuntansi) menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan
lajur sesuai banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk
menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan SKPKD.

2) Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD

dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi.
3) Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian konsolidasi

berupa jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu

RK PPKD dan RK SKPD. Jurnal eliminasi tersebut merupakan
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catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi
pencatatan di entitas akuntansi.

4) Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah
(konsolidasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo
SKPKD serta jurnal eliminasi.

Bagian 2 — Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

1) Berdasarkan Neraca Saldo setelah  Penyesuaian, Fungsi
Akuntansi menyusun;
a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi
b) Laporan Operasional (LO) Konsolidasi
c) Neraca Konsolidasi
d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

€) Laporan Perubahan SAL

o

Laporan Arus Kas

2) Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan Keuangan
sesuai dengan sistematika dan penjelasan di Kebijakan
Akuntansi dan/atau Standar Akuntansi Pemerintah.

3) PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
telah disusun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4) Bupati mémbuat S.urat. Pernyataén Bupati yang ményatakan
bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

S) Bupati menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pelaporan keuangan Pemerintah Daerah antara
lain sebagai berikut:
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a. Neraca Saldo

SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NERACA SALDO
per Tanggal .

Kode Rekening

Nama Rekening

Jumla

Debit

Kredit
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b. Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Musi Banyuasin

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

L S R
LAPORAN REALISAS] ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAM PAIDENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
=
Nomor - Anggaran | Realisasi | % Realisasi
Urut M 201 20X1 20X0
1 PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
Il Pendapatan pajak daerah
1.1.2 Pendapatan retribusi
daerah
1.1.3 Pendapatan hasil
pengelolaan Kekayaan
daerah yang Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah
Jumlah Pendapatan Asli
Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
a2 BELANJA
2l BELANJA OPERASI
2.1.1 | Belanja Pegawai
2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa
2.2.3 | Belanja Subsidi
2.2.4 | Belanja Hibah
2.2.5 | Belanja Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi
2.2 BELANJA MODAL
12.2.1 | Belanja Modal Tanah
1222 Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
2.2.3 | Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
2.2.4 | Belanja Modal J alan,Irigasi
dan Jaringan
2.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya
2.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya ' =

Jumlah Belanja Modal

SURPLUS /DEFISIT
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PEMERINTAH KABUPATEN MUS| BANYUASIN

SKPD......co0e

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20XX DAN 20XX

(Dalam Rupiah

)

Saldo | Saldo KENAIKAN/

N g
0 Uraian 20X1 | 20X0 | (PENURUNAN) | (%)
1 | KEGIATAN OPERASIONAL

2 | PENDAPATAN DAERAH

3 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

4 Pendapatan Pajak Daerah

2 Pendapatan Retribusi Daerah

6 Lain Lain PAD yang Sah

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)

8 JUMLAH PENDAPATAN (7)
9 | BEBAN DAERAH

10 BEBAN OPERASI

11 Beban Pegawai

12 Beban Barang dan .asa

13 Beban Bunga

14 Beban Subsidi

15 Beban Hibah

16 Beoan Bantuan Sos al

17 Beban Penyisihan Piutang

18 Jumlah Beban Operasi (11 s/d 1 7)

19 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

20 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

21 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

22 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
23 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

24 Beban Penyusutan Aset Lainnya

25 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

26 Jumlah Penyusutan dan Amortisasi (20 s/d 25)
27 JUMLAH BEBAN (18 + 26)
28 SURPLUS/DEFISIT-LO (8-27)
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PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SRPD e

NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 20XX

(Dalam Rupiah)

=
2

Uraian 20X1 20X0
1 |ASET
2 ASET LANCAR
3 Kas dan Setara Kas
4 Kas di Bendahara Pengeluaran XXX X0
5 Kas di Bendahara Penerimaan XK X0
6 F uany Pajak XXX 00¢
7 P uang Retribusi 30 00K
8 P uanj Lainnya 300¢ X0
9 Panyisihan Piutang (>000) (2009
10 Bzban Dibayar Dimuka X0 00
11 Pzrsediaan XXX X0
12 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 11) XXX XXX
13 ASET TETAP
14 Tanah 300 300
15 Peralatan dan Mesin 200K X0
16 Gedung dan Bangunan XXX X0
17 Jalan, Irigasi dan Jaringan 200 200
18 Aset Tetap Lainnya XXX 200
19 Konstruksi Dalam Pengerjaan 300 XXX
20 Asumulasi Penyusutan (>0¢¢) (>002)
21 Jumlah Aset Tetap (14 s/d 20) XXX XXX
22 ASET LAINNYA : : :
23 Tagihan Penjualan Angsuran 300X X0
24 Tuntutan Ganti Kerugian X0 00
25 Kzmitraan Dengan Pihak Ketiga XK X0
26 Aset Tak Berwujud X00¢ X004
27 Aset Lain-lan XK X004
28 Asumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (>00) (>009)
29 A<umulasi Penyusutan Aset Lainnya (>0) (004)
30 Jumlah Aset Lainnya (23 s/d 29) XXX XXX
31 JUMLAH ASET (12+21+30) XXX XXX
32 |KEWAJIBAN
33 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
34 Ltang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) X0 00/
35 Pandapatan Diterima Dimuka 300 X0
36 Liang Belanja XXX XXX
37 Ltag Jangka Pendek Lainnya X0 X0
38 Jumlah Kewaljiban Jangka Pendek (34 s/d 37) XXX XXX
39 JUMLAH KEWAJIBAN (38) XXX XXX
40 |[EKUITAS
41 EKUITAS
42 Ekuilas Y00 X004
43 JUMLAH EKUITAS (42)
44 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (31+ XXX XXX




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
1.9 s S s

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 20XC

I

Elkuizas Awai

Surplus/ Defisit LO

Damzak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Lain -

Ekuitas Akhir

lain

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
2175 5 B S S U

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X

] PENDAHULUAN
BAB | |Pendahuluan o
1.4 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
3.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB Il |Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
2l Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Keuangan pemerintah daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB Il (Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pendapatan - LO
3.1.4 Beban
3.1.5 Aset
3.1.6 Kewajiban
3.1.7 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV |Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
BAB V [Penutup
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c. Laporan Keuangan SKPKD di Kabupaten Musi Banyuasin

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEPD.. covcivinsimvisovniisiiviss

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI

(Dalam Rupiah)

Realisas Reealisas
: Anggaran : :
No Uraian 50X 1 i (%) i
20X1 20X0
1 | PENDAPATAN
2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah
4 Pendapatan Retribusi Daerah
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
7 Jumlah Pendapatan Asli Derah (3 s/d 6)
9 | PENDAPATAN TRANSFER
10 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA
PERIMBANGAN
1] Dana Bagi Hasil
12 Dana Alokasi Umum
13 Dana Alokasi Khusus - Fisik
14 Dana Alokasi Khusus - Non Fisik
15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan (11 s/d 14)
17 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
18 Dana Insentif Daerah
19 Dana Desa
20 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat Lainnya (18 s/d 19)
22 | TRANSFER ANTAR DAERAH
23 Pendapatan Bagi Hasil
24 Bantuan Keuangan
25 Jumlah Transfer Antar Daerah (23 s/d
24
26 T)otal Pendapatan Transfer (15+20+25)
28 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
29 Pendapatan Hibah
30 Pendapatan Dana Darurat
31 Pendapatan Lainnya
32 Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah
(29 s/d 31)
35 JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)
35 | BELANJA
36 | BELANJA OPERASI
37 | Belanja Pegawai
38 Belanja Barang dan Jasa
39 | Belanja Bunga
40 | Belanja Subsidi
41 Belanja Hibah
42 Belanja Bantuan Sosial
43 Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)
45 | BELANJA MODAL
46 Belanja Modal Tanah
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Belanja Modal Peralatan dan Mesin

=8 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan
<9 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
50 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
51 Belanja Modal Aset Lainnya
52 Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)
34 | BELANJA TAK TERDUGA
55 Belanja Tak Terduga
36 Jumlah Belanja Tak Terduga (55)
59 | BELANJA TRANSFER
50 Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah
Kabupaten /Xo=a
51 Belanja Bantuan Keuangan
Kabupaten/Ko:a ke Daerah Provinsi
B2 Belanja Bantuan Keuangan
Kabupaten,/Xota kepada Desa
53 Jumlah Belanja Transfer (60 s/d 62)
4 JUMLAH BELANJA (43+52+56+63)
B3 SURPLUS / (DEFISIT) (33-
54)
57 | PEMBIAYAAN
5€ | PENERIMAAN PEMBIAYAAN
51° Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA)
i Pencairan Dana Cadangan
e Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
72 Penerimaan Pinjaman Daerah —
Pemerintah Pusat
fis Penerimaan Pinjaman Daerah —
Pemerintah Daerah Lain '
4 Penerimaan Pinjaman Daerah — Lembaga
Keuangan Bank
Al Penerimaan Pinjaman Daerah — Lembaga
Keuangan Bukan Bank
i< Penerimaan Pinjaman Daerah —
Masyarakat (Obligasi Daerah)
T Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daersh
7& Penerimaan Pembiayaan Lainnya
7S Jumlah Penerimaan Pembiayaan (69
s/d 78)
81 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN
82 Pembentukar. Dana Cadangan
23 Penyertaan Mcdal Pemerintah Daerah
84 Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah
Pusat
8€& Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah
Daerzgh Lain
87 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga
Keuangan Bank
B& Pembayaran Pinjaman dari Lembaga
Keuangan Bukan Bank
8¢S Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat
(Obligasi Daerah)
el Pemberian Pinjaman Daerah
91 Pengeluaran Pembiayaan _ainnya
92 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (82
s/d 91) :
93 PEMEIAYAN NETO (79+92)
94 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

(65+93)
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PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUAS-N

SEERD 0. ne ok omoiansn

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

(Dalam Rupiah)

375

. Saldo | Saldo | KENAIKAN
AR Winan 20}? 1 | 20%0 {PENURUNA{\I] (%)
1 | KEGIATAN OPERASIONAL
2 | PENDAPATAN DAERAH
3 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO
4 Pendapatan Pajak Daerah
5 Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
6 Daerah yang Dipisahkan
7 Lain-lain PAD yang Sah
8 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s/d 7)
e] PENDAPATAN TRANSFER - LO
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH
10 PUSAT- DANA PERIMBANGAN
11 Dana Bagi Hasil
12 Dana Alokasi Umum
13 Dana Alokasi Khusus - Fisik
14 Dana Alokasi Khusus - Nonfisik
Jumlah Pendeapatan Transfer Dana
15 Perimbangan (11 s/d 14)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH
16 PUSAT- LAINNYA
17 Dana Insentif Daerah
18 Dana Desa
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (17
19 s/d 18)
20 PENDAPATAN TRANSFER ANTARDAERAH
] Pendapatan Bagi Hasil
29 Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer Antardaerah
23 (21 s/d 22)
- 24 Total Pendapatan Transfer (15+19+23)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
25 SAH
26 Pendapatan Hibah
2 Pendapatan Dana Darurat
| 28 Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang
20 sah (26 s/d 28)
30 JUMLAH PENDAPATAN (8+24+29)
31 | BEBAN DAERAH
32 BEBAN OPERASI
33 Beban Pegawai
34 Beban Barang dan Jasa
35 Beban Bunga
36 Beban Subsidi
7 Beban Hibah
38 Beban Bantuan Sosial
39 Beban Penyisihan Piutang
40 Jumlah Beban Q‘;__)E:rasli‘(33hs/dt39] )




41
49
43

44
45
46

47

48
49
S50
51
52
53
54
35
56

57
58
59
60

61

62
63
64
65

66

67
68

69

70
71
72
73
74
75
76
7
78
79

* BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Penyusutar. Amortisasi Aset Tak
Berwujud
Jumlah penyusutan dan Amortisasi (42 s/d
47
BEBAN TRANSFER }
Beban Bagi Hasil
Beban Bantuan Keuangan
Jumlah Belanja Transfer (50 s/d 51)
BEBAN TAK TERDUGA
Beban Tak Terduga
Jumlah Beban Tak terduga (53)
JUMLAH BEBAN (40+48+52+55)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI
(30-56)
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus Penjualan Aset Nonlancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang

Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya

Jumlah Surplus Non Operasional (60 s/d62) | .

DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan Aset Nonlancar

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang

Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya

Jumlah Defisit Non Operasional (65 s/d 67)

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI
KEGIATAN NON OPERASIONAL (63 -
68)

SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS
LUAR BIASA (57+69)

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa
Jumlah Pendepatan Luar Biasa (73)
BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa
Jumlah Beban Luar Biasa (76)
POS LUAR BIASA (74-77)
SURPLUS/DEFISIT - LO (70+78)
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PEMERINTAH KABUPATEN MU SI BANYUASIN
NERACA
PER DESEMBER 20X dan 20 X1

(Dalam Rupiah)

Pt
]

; Uraian 20X1 20X0
1 | ASET
2 ASET LANCAR
3 Kas dan Setara Kas
4 Kas di Kas Daerah XXX XX
S Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XX
6 Kas di Bendahara Penerimaan XXX XX
7 Kas Lainnya ; XXX 3XX
8 Setara Kas XXX XX
9 Investasi Jangka Pendek XXX XX
10 Piutang Pajak XXX XX
11 Piutang Retribusi XXX XX

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
12 yang dipisahkan XXX XXX
13 Piutang Lain - lain PAD yang Sah XXX XXX
14 Piutang Transfer Pemerintah Pusat XXX XXX
15 Piutang Transfer antar Daerah XXX XXX
16 Piutang Lainnya XXX XXX
17 Penyisihan Piutang (xxx) [3xx)
18 Beban Dibayar Dimuka |  =xxx XXX
19 Persediaan |  Xxx FKX
20 Aset untuk Dikonsolidasikan . | oxxx XXX
21 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 20) '_ XXX XXX
22 INVESTASI JANGKA PANJANG !
23 Investasi Non permanen
24 Investasi kepada BUMN XXX XXX
05 Investasi kepada BUMD XXX XXX
26 Investasi dalam Obligasi XXX XXX
27 Investasi dalam Proyek Pembangunan XXX XXX
28 Dana Bergulir XXX XXX
Jumlah Investasi Non Permanen (24 s/d

29 28) XXX XXX
30 Investasi permanen
31 Penyertaar. Modal Pemerintah Daerah XXX XXX
32 Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah XXX XXX
33 Jumlah Investasi Permanen (31 s/d 32) XXX XXX
34 Jumlah Investasi Jangka Panjang (29 + 33) XXX XXX
35 ASET TETAP
36 Tanah XXX XXX
3 Peralatan dan Mesin XXX XXX
38 Gedung dan Bangunan XXX XXX
39 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
40 Aset Tetap Lainnya XXX XXX
41 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX XXX
42 Akumulasi Penyusutan (xxx) (3zx)
No. Uraian 20X1 | 20x0 |
43 Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) XXX XXX
44 DANA CADANGAN
45 Dana Cadangan XXX XHX
46 Jumlah Dana Cadangan (45) | xxx XX
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70

7l
72
i 73

74
75
76
77
78

79

ASET LAINNVA

Tagihan Jangka Panjang XXX XXX
Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
Turtutan Ganti Rugi XXX XXX

Kemitraan dengan Pihak ketiga XK XXX

Aset Tak Berwujud XXX XXX

Aset Lain-lain XXX XXX

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud [xxx) (3exx)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (xxx) (xxx)
Jumlah Aset Lainnya (49 s/d 55) XXX XXX

JUMLAH ASET (21+34+43+46+56) XXXX XXXX
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) XXX XXX

Utang Bunga XXX XXX

Utang Pinjaman Jangka Pendek XXX XXX

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX XXX

Pendapatan Diterima Dimuka XXX XXX

Utang Belanja XXX XXX

Utang Jangka Pendek Lainnya XXX XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (60
s/d 66) X%XX XXX

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang kepada Pemerintah Pusat XXX XXX

Utang kepada Lembaga Keuangan Bank XXX XXX

Utang kzpada Lembaga Keuangan Bukan

Bank XXX XX

Utang kepada Masyarakat (Obligasi) XXX XXX

Premium (Diskonto) Obligasi XXX XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (69
s/c 73) XXX XXX

JUMLAH KEWAJIBAN (67+74) XXX XXX
EKUITAS

EKUITAS
JUMLAH EKUITAS XXX XXX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
(75+78) XXXX XXXX
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X] dan 20 X0

(Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 20X0O |

Ekuitas Awai

Surplus, Defisit LO

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Si LPA /SiKPA)

Ekuitas Akhir

Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap

Lain - lain

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20 X0

PENDAHULUAN
BAB{ |Pendahuluan
1.3 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keua ngan SKPKD
32 Landasan hukum penyusunan laporan keua ngan SKPKD
i3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD
BAB Il |Ikhtisar pencapaian kinerja keua ngan SKPKD
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerzh
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB Il |Penjelasan pos-pos laporan keua ngan pemerintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pembiayaan
3.1.4 Pendapatan - LO
3.1.5 Beban
3.1.6 Aset
3.1.7 Kewajiban
3.1.8 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntans i/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pererintah daerah
BAB IV [Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPKD
BAB V [Penutup
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d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No

Uraian

Anggaran
20X1

Realisasi

20X1

(%)

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

o =) W R —

. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
| Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Jumlah Pencapatan Asli Derah (3 s/d 6)

W| | | DB

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA
PERIMBANGAN

11

Dana Bagi Hasil

12

Dana Alokasi Umum

13

Dana Alokasi Khusus — Fisik

14

Dana Alokasi Khusus — Non Fisik

15

Jumlah Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan (11 s/d 14)

16

17

| TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -

LAINNYA

18

Dana Insentif Daerah

19

Dana Desa

20

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat Lainnya (18 s/d 19)

TRANSFER ANTAR DAERAH

Pendapatan Bagi Hasil

Bantuan Keuangan

Jumlah Transfer Antar Daerah (23 s/d 24)

Total Pendapatan Transfer (15+20+25)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Hibah

Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah (29 s/d 31)

JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah




[ 43

Belanja Bantuan Sosial

44 Jumlah Belanjz Operasi (38 s/d 43)

45

46 | BELANJA MODAL

47 | Belanja Modal Tanah

48 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin

49 | Belanja Modal Gedung dan Banguran

50 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

51 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

52 | Belanja Modal Aset Lainnya

53 Jumlan Belarja Modal (47 s/d 52)

54

55 | BELANJA TAK TERDUGA

56 | Belanja Tak Terduga

57 Jumlah Belanja Tak Terduga (56)

58

59 BELANJA TRANSFER

60 Belanja Ban-uan Keuargan antar daerah
Kabupaten/Kota

61 Belanja Ban-uan Keuangan
Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi

62 Belanja Ban:uan Keuangan Daerah
Provinsi atau Kebupaten/Kota kepada
Desa

63 Jumlah Belanja Transfer (60 s/d 62)

64 JUMLAH BELANJA (44+53+57)

66 SURPLUS / (DEFISIT) (34-64)

67

66 | PEMBIAYAAN _ _

69 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN

70 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA)

71 Pencairan Dana Cadargan

72 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

73 Penerimaan Pinjaman Daerah —
Pemerintah Pusat

74 Penerimaan Pinjaman Daerah —
Pemerintah Daerah Lain

75 Penerimaar Pinjaman Daerah — Lembaga
Keuangan Bank

76 Penerimaan Pinjaman Daerah — Lembaga
Keuangan Bukan Bank

77 Penerimaan Pinjaman Daerah —
Masyarakat (Obligasi Daera h)

78 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerzh

79 Penerimaan pembiayaan lainnya

80 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan (70 s/d 79)

81 | Pengeluaran Pembiayaan

82 Pembentukan Dana Cadangan

83 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah

84 Pembayaran Pinjaman Daerah

87 Pemberian Pinjaman Daerah

88 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

89 | Jumlah Pengeluaran pern biayaan (82 s/d 88)

90 PEMBIAYAN NETO (80+89)

91 SISA LEEIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

(68+87)
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PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

. |
ke el 23510 gg)?c? (pﬁhﬂﬁ'mk; (%)
1 | KEGIATAN OPERASIONAL
2 | PENDAPATAN DAERAH
3 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO
4 Pendapatan Pajak Daerah
5 Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
6 yang Dipisahkan
7 Lain-lain PAD yang Sah
8 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4s/d7)
9 PENDAPATAN TRANSFER - LO
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH
10 PUSAT- DANA PERIMBANGAN
11 Dana Bagi Hasil
12 Dana Alokasi Umum
13 Dana Alokasi Khusus - Fisik
1d Dana Alokasi Khusus - Nonfisik
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan
15 (11 s/d 14)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH
16 PUSAT- LAINNYA
A7 Dana Insentif Daerah
18 Dana Desa
19 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (17 s/d 18)
20 PENDAPATAN TRANSFER ANTARDAERAH
21 Pendapatan Bagi Hasil
27 Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer Antardaerah (21 s/d
23 22)
24 Total Pendapatan Transfer (15+19+23)
25 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
25 Pendapatan Hibah
27 Pendapatan Dana Darurat
28 Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
25 (26 s/d 28)
30 JUMLAH PENDAPATAN (8+24+29)
31 | BEBAN DAERAH
32 BEBAN OPERASI
; NAI /
No. Uralan . - (PEEJUAREMN} (%)
33 Beban Pegawai
34 Beban Barang dan Jasa
35 Beban Bunga
35 Beban Subsidi
37 Beban Hibah
33 Beban Bantuan Sosial
39 Beban Penyisihan Piutarg
40 Jumlah Beban Operasi (33 s/d 39)
41 | BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69

70
71
72
73
74
75
76
s
78
79

Beban F’enyusu‘tan PeféI-é_tgﬁwé'i'é_nq-l'\ﬁ'é_éli-n
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Beban Penyusutan Aset Tetep Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tak Berwujud
Jumlah penyusutan dan Amortisasi (42 s/d 47)

BEBAN TRANSFER
Beban Bagi Hasil
Beban Bantuan Keuangan

Jumlah Belanja Transfer (50 s/d 51)
BEBAN TAK TERDUGA
Beban Tak Terduga

Jumlah Beban Tak terduga (53)
JUMLAH BEBAN (40+48+52+55)

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (30-
56)

SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan Aset Nonlancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Surplus Non Operasional (60 s/d 62)
DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan Aset Nonlancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumiah Defisit Non Operasional (65 s/d 67)

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI
KEGIATAN NON OPERASIONAL (63 - 68)

SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS
LUAR BIASA (57+59)

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa

Jumlah Pendapatan Luar Biasa (73)

BESAN LUAR BIASA

Beban Luar Biasa

Jumlah Beban Lua- Biasa (76)
PQOS LUAR BIASA (74-77)
SURPLUS/DEFISIT - LO (70+78)

e L —
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. PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NERACA
PER 31 DESEMBER 20XI dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No. Uraian 20X1 20X0 |
1 | ASET
2 ASET LANCAR
3 Kas dan Setara Kas
4 Kas di Kas Dzerah XXX XXX
5 Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
6 Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
7 Kas di BLLUD XXX XXX
8 Kas Dana BO3 XXX XXX
' 9 Kas Dana Kapitasi pada FKTP XXX XXX
i: 10 Kas Lainnya XXX XXX
| 11 Setara Kas XXX XXX
| 12 | Investasi Jangka Pendek XXX XXX
13 Piutang Pajak XXX XXX
| 14 Piutang Retribusi XXX XXX
15 F‘iutang I_-Iasfl Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan XXX XXX
16 Piutang Lain - lain PAD yang Sah XXX XXX
17 Piutang Transfer Pemerintah Pusat XXX XXX
18 Piutang Transfer antar Daerah XXX XXX
19 Piutang Lainnya XXX XXX
20 Penyisihan Piutang (xxx) (Xxx)
21 Beban Dibayar Dimuka XXX XXX
22 Persediaan XXX XXX
23 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 22) XXX XXX
24 INVESTASI JANGKA PANJANG
25 Investasi Non permanen
26 Investasi kepada BUMN XXX XXX
27 Investasi kepada BUMD XXX XXX
28 Investasi dalam Obligasi XXX XXX
29 Investasi dalam Proyek Pembangunan XXX XXX
30 Dana Bergulir XXX XXX
31 Jumlah Investasi Non Permanen (26 s/d 30) XXX XXX
32 Investasi permanen
33 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX
34 Investasi - Pembsrian Pinjaman Daerah XXX XXX
35 Jumlah Investasi Permanen (33 s/d 34) XXX XXX
36 Jumieh Investasi Jangka Panjang (31 + 35) XXX XXX
37 ASET TETAP
38 | Tanah XXX XXX
39 Peralatan dan Mesin XXX XXX
| 40 Gedung dan Bangunan XXX XXX
| 41 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
42 Aset Tetap Lainnya XXX XXX
. 43 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX XXX
| No. L raian 20X1 20X0
44 Akumulasi PenyLsutan (xxx) (xxX)
- 45 Jumlah Aset Tetap (38 s/d 44) XXX XXX
46 DANA CADANGAN
47 Dana Cadangan XXX XXX
48 Jumlah Dana Cadangan (47) XXX XXX
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49

ASET LAINNYA

50 Tagihan Jangka Panjang XXX XXX
51 Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
52 Tuntutan Ganti Rugi XXX XXX
53 Kemitraan dengan Pihak ketiga XXX XXX
54 Aset Tak Berwujud XXX XXX
55 Aset Lain-lain XXX XXX
56 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Xxx) (XXX)
57 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (Xxx) (xxx)
58 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 57) XXX XXX
59 JUMLAH ASET (23+36+45+48+58) XXXX XXXX
60 | KEWAJIBAN
61 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
62 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) XXX XXX
63 Utang Bunga XXX XXX
64 Utang Pinjaman Jangka Pendek XXX XXX
65 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX XXX
66 Pendapatan Diterima Dimuka XXX XXX
67 Utang Belanja XXX XXX
68 Utang Jangka Pendek Lainnya XXX XXX
69 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 68) XXX XXX
70 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
71 Utang kepada Pemerintah Pusat XXX XXX
72 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank XXX XXX
73 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX
74 Utang kepada Masyarakat (Obligasi) XXX XXX
75 Premium (Diskonto) Obligasi XXX XXX
76 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 75) XXX XXX
7 JUMLAH KEWAJIBAN (69+76) XXX XXX
78 EKUITAS
79 EKUITAS
80 JUMLAH EKUITAS XXX XXX
81 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

(76+80) XXXX XXXX
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PEVIERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

r (Dalam Rupiah)
No URAIAN 20X1 | 20X0
1. | Ekuitas Awal
2. Surplus/Defisit LO
3. Dampak Kumulati‘ Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
4, Koreksi Nilai Persediaan
5 Selisih Revaluasi Aset Tetap
6. Lair — Lain |
7. | Ekuitas Akhir | ]

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)
U'\lﬁ't URAIAN 20X1 20X0

Saldo Anggaran Lebih awal
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
~embiayaan Taqun Berjalan

Subtotal [1-2)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
(SILPA/SIKPA)

Subtotal (3+4)
Koreksi Kesalahan Fembukuan Tahun
Sebelumnya
Lain-lain

~N| Olo Blw| N =

LB Saldo Anggarar Lebih Akhir (5+6+7)
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PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 3] DESEMBER 20X dan 20X0
METODE LANGSUNG
NO URAIAN 20X1 20X0
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi N
2 Arus Kas Masuk
3 Pendapatan Pajak Daerah
4 Pendapatan Retribusi Daerah
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
6 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah
7 Penerimaan Dana Bagi Hasil
8 Penerimaan Dana Alokasi Umum
9 Penerimaan Dana Alokasi Khusus — Fisik
1) Penerimaan Dana Alokasi Khusus — NonFisik
11 Penerimaan Dana insentif Daerah
12 Penerimaan Dana Desa
13 Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi
14 Penerimaan Bantuar Keuangan
) Penerimaan Hibah
B Penerimaan Dana Darurat
T Penerimaan dari Pendapatan Lainnya _
‘3 Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d16)
19 Arus Kas Keluar
20 Pembayaran Pegawai
21 | Pembayaran Belanja Barang dan Jasa
22 Pembayaran Bunga
2z Pembayaran Subsidi
23 Pembayaran Hibah
24 Pembayaran Bantuan Sosial
25 Pembayaran Tak Terduga
<8 Pembayaran Bantuan Keuangan antardaerah Kabupaten/Kota
g7 Pembayaran Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi
28 | Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa
28 | Jumlah Arus Kas Keluar (19 s/d 28)
0 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17-29)
1 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
a2 Arus Kas Masuk
az Pencairan Dana Cadangan
24 Penjualan Tanah
a5 Penjualan Peralatan dan Mesin
38 Penjualan Gedung dan Bangunan
No URAIAN 20X1 20X0
37 Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan
38 Penjualan Aset Tetap Lainnya
38 Penjualan Aset lLainnya
40 Penjualan Kekayaan lain yang dipisahkan
4° Penjualan Investasi Nonpermanen
42 Jumlah Arus Masuk Kas (33 s/d 41)
43 Arus Kas Keluar
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£4

Pembentukan Dana Cadangan

45 Perolehan Tanah
48 Perolehan Peralatan dan Mesin
47 Perolehan Gedung dan Bangunan
48 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
43 Perolehan Aset Tetap Lainnya
50 Perolehan Aset Lainnya
51 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
52 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
53 Jumlah Arus Kas Keluar (44 s/d 52)
&4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (42-53)
55 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
58 Arus Kas Masuk
Bl Penerimaan Pinjaman Daerah — Pemerintah Pusat
58 Penerimaan Pinjaman Daerah — Pemerintah Daerah Lain
59 Penerimaan Pinjaman Daerah — Lembaga Keuangan Bank
63 Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
64 Penerimaan Pinjaman Daerah — Masyarakat (Obligasi Daerah)
€5 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
66 Jumlah Arus Kas Masuk (57 s/d 65)
67 Arus Kas Keluar
68 Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
70 Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
73 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank
74 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
75 Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)
75 Pemberian Pinjaman Daerah
77 Jumlah Arus Kas Keluar (68 s/d 76)
73 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (66-77)
79 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
&0 Arus Kas Masuk
&1 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
&2 Jumlah Arus Kas Masuk (81)
&3 Arus Kas Keluar
&4 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
&5 Jumlah Arus Kas Keluar (84)
86 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (82-85)
&7 Kenaikan /Penurunan Kas (30+54+78+86)
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan Kas di Bendahara Pengeluaran
NO URAIAN 20X1 20X0
&3 Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan Kas di Bendahara Pengeluaran
&9 Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, dan Kas di Bendahara Pengeluaran
g0 Saldo Kas di neraca terdiri dari :
&1 Kas di Kas Daerah
g2 Kas di Bendahara Pengeluaran
€3 Kas di Bendahara Penerimaan
&4 Kas BLUD
g5 Kas di BOS
&6 Kas di FKTP
g7 Kas Lainnya
g8 Jumlah Saldo Kas di Neraca (91 s/d 94)
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PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

BABI
BAB I

BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI
BAB Vil

Pendahuiuan :

L1 NMaksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daersh
1.2 tandasan hukur penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daersh
tkonomi maro, kebijakan keuangan dan penca paian target xinerja APBD

2.1 Ekonomi makro

22 Kebijakan kevangan

23 Indikator pencapaian trget kinetja APBD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daeral

%1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinetja keuangan pemerintah daerah

3.2 Hanibatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah diteta pkan |

Kebijakan akuntansi

4.1 Entitas aluntansi / entitas pelaporan keuangan daerah

42 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keua ngan pamerintah
daerah

13 Basis pengukuran yang mendasar penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah

44 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam S4p
pemerintah daerah

Peajelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daciah

5.1 Rincian dati penjelasan dadi masing-masing pos-pos pelaporan keuangan peneerintah
daerah
5.1.1 Pendapatan - LRA
$.1.2 Belanjs
5.1.3 Pembiayaan
5.1.4 Pendapatan - LO
5.1.5 Beban
5.1.6 Aset
5.1.7 Kewajiban
5.1.8 Ekuitas Dana

52 Pengungkapan atas pos-pos asel dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akial atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasing dengan
penetapan basis kas, untuk entitas akunta nsifentitas pelapotan vang menggunakan
basis akiual pada pemerintal daerah

Peajelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah

Peautup
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BAB VIII

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
1. Ketentuan Umum
Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan
pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaben pelaksanaan APBD sebagai berikut:

a. Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan
laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

b. Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri
Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD.
Pedoman penyusunan Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas
Pelaksanaan APBD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

c. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada dibahas Bupati
bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

d. Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

e. Atas dasar persetujuan bersama, Bupati menyiapkan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

f. Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya
rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dari Bupati, DPRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD, Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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E.

Rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan
dari Gubernur.

Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Bupati
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  beserta
lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati
terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Penyampaian dan pembahasan bersama rancangan Peraturan

Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

1) Bupati menyémpaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan
dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2) Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
P_era_turan_ ~ Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

3) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan
dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh
Bupati dan pimpinan DPRD.

4) Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD
berdasarkan hasil pembahasan rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Penyusunan dan Penetapan rancangan Peraturan Bupati

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD saat tidak

tercapai persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Untuk memperoleh Pengesahan atas Rancangan Peraturan

Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari

Gubernur dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut:

1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan

dan dokumen pendukung kepada Gubernur paling lambat 7
(tujuh) hari sejak DPRD tidak mengambil keputusan
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bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2) Gubernur mengesahkan rancangan Peraturan Bupati
tentang pertenggungjawaban pelaksanaan APBD.

3) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi

Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban peleksanaan
APBD.

B. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RAPERATURAN

BUPATI TENTANG PENJABAR PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN

1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan

Peraturan  Bupati tentang  penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD yang telah disetujui
bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan
kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3
(tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh
Bupati.

b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten tentang
pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD  dan rancangan
Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang penjabaran
pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD  untuk menguji
kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD,
Peraturan Daerah Kabupaten tentang perubahan APBD,
Peraturan Bupati Kabupaten tentang penjabaran APBD, Peraturan
Bupati kabupaten tentang penjabaran perubahan APBD,
dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan.
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c. Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah
kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
rancangan Peraturan Bupati Kabupaten tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

. Dalam hal Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan
hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang
pertanggungiawaban  pelaksanaan APBD  dan rancangan
Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang peajabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD, Peraturan Daerah
Kabupaten tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati
Kabupaten tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati
kabupaten tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah
menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan Peraturan
Daerah kabupaten menjadi Peraturan Daerah Kabupaten dan
rancangan Peraturan Bupati Kabupaten menjadi Peraturan
Bupati Kabupaten.

- Dalam hal Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan
hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang
pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD dan rancangan
Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD, Peraturen Daerah
kabupaten tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati
kabupaten tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati
kabupaten tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak
menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksazn Badan
Pemeriksa Keuangan, Bupati bersama DPRD melakukan

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil
evaluasi diterima.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan
DPRD dan Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah
kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
menjadi Peraturan Daerah kabupaten dan rancangan Peraturan
Bupati kabupaten tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Bupati kabupaten,
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Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri
mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan
dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi rancangan
Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
evaluasi rancangan Peraturan Bupati tentang  penjabaran

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD  diatur dengan
Keputusan Menter:.

h. Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
tenzang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD serta penyampaian hasil
keputusan evaluasi dapat memuat informasi aliran data,
pénggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan Bersama dengan
DPRD, Bupati mengirimkan rancangan  Peraturan Daerah
kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
serta  rancangan Peraturan Bupati  tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur selaku
wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
terhadap -ancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang
pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD serta  rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

¢. Gubernur seleku wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan surat
keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada
Bupati.

d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan
laporan hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, Bupati
menetapkan rancagan Peraturan Daerah Kabupaten menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten dan rancangan Peraturan Bupati
Kabupaten menjadi Peraturan Bupati Kabupaten.
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BAB IX
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Ketentuan umum terkait pengelolaan kekayaan daerah dan utang
daerah adalah sebagai berikut:

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan,
belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang
Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

1. Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat
waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata
dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang
Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari
pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah,
kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

cn

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka

memperoleh manfaat ekonomi, sosial, danf atau manfaat lainnya.

€. Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.  Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

& Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan
perulndang-undangan.

9. Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah
dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.
Pedoman teknis mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang

daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan
utang daerah.
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BAB X
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Ketentuan umum terkait pengelolaan Badan Layanan Umjum Daerah

adalah sebagai berikut:

1.

[\

Ut

53\

10.

11.

12

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati

menetapkan kebijakar_l fleksibilitas BLUD dalam Perbup yang

dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.

Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan

kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan

umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pelayanan kepada masyarakat meliputi:

a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;

b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi
dan/atau layanan kepada masyarakat; dan /atau

¢. pengelolaan  wilayah/kawasan  tertentu = untuk . tujuan
meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.

BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang

dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.

Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.,

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan

teknis BLUD ditakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab

atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk

membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas

peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja

BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan

Kinerja Pemerintah Daerah.



Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pengelolaan BLUD.

BAB XI

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Ketentuan umum terkait pengelolaan penyelesaian kerugian daerah
adalah sebagai berikut:

1. Setiap kerugian Xeuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan
melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan
sestai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara, atau pejabat lain
yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan
kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah
wajio mengganti kerugian dimaksud.

3. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.

4. Tata cara penggentian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah.
BAB XII
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

A.  PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Ketentuan umum terkait Penyajian Informasi Keuangan Daerah
adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan
daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
2. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi
penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
3. Informasi kevangan daerah digunakan untuk:
a. membentu Bupati dalam menyusun anggaran daerah dan
laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan

Daerah;
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c. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja
Keuangan Daerah;

d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;

¢. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan
daerah; dan

g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh

masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

Bupati yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah

dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Selanjutnya ketentuan umum terkait Penerapan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagai berikut:

i

3.

Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis

elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan

sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara
bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan SPBE dalam Pengelolaarn Keuangan Daerah

menuntut perubahan paradigma dari yang sebelumnya

berorientasi alur dokumen menjadi aliran data dan informasi
secara elektronik. Hal ini berimplikasi pada hal-hal sebagai
berikut:

a. Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan
secara elektronik dengan prasyarat adanya oténtifikasi yang
andal pada setiap pejabat pengelola keuangan sebagai
pengguna yang unik.

b. Informasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen,
dapat disampaikan secara elektronik melalui tampilan (user
interface) dalam sistem yang memadai.

c. Integrasi antar sistem yang memungkinkan transfer data dan
informasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku.

Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah harus

disertai hal- hal sebagai berikut:
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a. Pengembangan kapasitas berupa kompetensi digital dan
budaya digital di semua lapisan pengelola keuangan daerah.

b. Pengembangan proses bisnis berbasis elektronik sebagai
acuan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan
daerah, pengembangan sistem informasi, audit, pengawasan,
dan evaluasi,

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan peéngawasan ditujukan untuk menciptakan sistem

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan

setempat dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan

mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan

transparan.,

L,

Ketentuan umum pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:
Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara
nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pembinaan dan pengawasan  Pengelolaan Keuangan Daerah
dilaksanakan oleh: fit

a. Menteri bagi Pemerintah Daerah Provinsi;

b. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah

Kabupaten; dan
¢. Bupati bagi perangkat daerah.

Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan
dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja
pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi
kemampuan Pemerintah Daerah beserta seluruh pihak pengelola
keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Eva’uasi ini juga melihat proses pengelolaan keuangan daerah di semua
tahapannya dilakukan sesuai dengan norma dan kaidah yang telah

diterapkan. Pelaksanaan evaluasi kinerja dimaksud, sebagai berikut:



0

10.

11.

a. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan melaluj
pengambilan  data langsung melalui observasi, diskusi, wawancara
mendalam, dan/atau penelaahan dokumen.

b. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara
menyeluruh  baik dari  sisi proses, sumber daya manusia,
infrastruktur dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja
pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

. Hal-hal teknis terkait dengan proses evaluesi kinerja pengelolaan
keuangan Pemerintah Daerah, termasuk penentuan Kkriteria dan
indikatornya, akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif,

efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib menyelenggarakan

sistem pengendczlian internal atas pelaksanaan kegiatan Pemerintahan

Daerah.

Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menerap_kén_ ~sistem  pemerintahan berbasis

elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan

secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas

Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis

elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi

paling sedikit meliputi:

a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah

Daerah;

o

penyusunan rencana kerja SKPD;

penyusunan anggaran;

a o

pengelolaan Pendapatan Daerah;

e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;

f. akuntansi den pelaporan; dan

g. pengadaan barang dan jasa.

Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan
keuangan daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi

pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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12. Peneragan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah wajib

13.

mempedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan

Menteri.
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